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ABSTRAK 
 

ALQI PUJI NUR ALFIYAH 

NIM. 2017303012 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah 

 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 

  

Miscarriage of justice adalah peristiwa terjadinya kegagalan keadilan 

karena orang yang tidak bersalah oleh karena kesalahan interpretasi hukum, 

ketidakprofesionalan aparat penegak hukum atau penyalahgunaan kekuasaan 

maka orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam 

dipenjara sehingga menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dihukum. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim 

Putusan No. 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan 

Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan serta Putusan No. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 

berdasarkan KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung perspektif keadilan hukum. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Metode Pengumpulan data yaitu 

metode penelitian kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu Putusan 

No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, Putusan No. 548/PID.B-LH/2019/PT. Pbr, dan 

Putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-LH/2020. 

Penelitian ini menunjukan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh 

hakim pada Putusan No. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr menyatakan terdakwa 

bersalah sedangkan Putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-LH/2020 terdakwa 

dinyatakan tidak bersalah. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 

960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dinilai tidak tepat dalam menerapkan peraturan 

hukum, putusan judex facti berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat 

karena tidak sesuai dengan fakta hukum dimuka sidang, dan kurangnya bukti 

petunjuk pada proses penyidikan sehingga terjadi miscarriage of justice serta 

tidak mencerminkan kesetaraan hak terdakwa dan kebebasan dalam mencapai 

keadilan berdasarkan keadilan fairness John Rawls. 

 

Kata kunci: Miscarriage of justice, pembalakan liar, keadilan fairness, John 

Rawls 
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MOTTO 

 

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan 

serta memperhalus perasaan” 

-Tan Malaka- 
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 Ẓa’ Ẓ ظ
Zet (dengan titik 
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 ain …‘… Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B.  Ta’ Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis h 

 Ditulis Al-ija>rah الإجارة

 Ditulis Al-wadi> ̓ah الوديعة

 Ditulis Syari> ̓ah شريعه

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terseap ke dalam 

bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya) 
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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara 

RI 1945) adalah negara hukum (rechsstaats), bukan negara berdasarkan 

kekuasaan (machtsstaats), karena setiap unsur yang terlibat dalam 

melaksanakan suatu tugas harus dapat dipertanggungjawabkan.
1
 Talbot 

Mundy (2020), mengatakan: “It would seem the miscarriage of justice is 

ineradicable evil, due to ignorance, creatting deeper in which to propagate 

itself”. Sebaik apapun hukum dan peraturan perundang-undangan dalam 

sistem hukum pidana yang memberikan perlindungan kepada setiap individu 

yang terlibat dalam proses peradilan, baik individu tersebut bersalah atau 

tidak, miscarriage of justice tetap akan terjadi sebagai suatu kejahatan akibat 

ketidakpedulian penegak hukum terhadap sistem peradilan pidana dalam 

menegakan keadilan.  

Miscarriage of justice adalah terjadinya keadaan tidak tercapainya 

tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum dimana seseorang dijatuhi 

                                                             
1
 Nazaruddin Lathif, “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah 

Tangkap,” Pakuan Law Review 4, No. 2 (2018): hlm. 359, https://journal.unpak.ac.id/index. 

php/palar/article/view/887, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 16.34 WIB. 



 

 

 
 

2 

hukuman karena tindak kejahatan yang tidak dilakukan, meskipun kurangnya 

bukti yang cukup pada unsur penting dari suatu kejahatan.
2
 

Tujuan peradilan pidana adalah m ieniemiukan kiebienaran objiektif diengan 

m ielindiungi hak-hak asasi tierdakwa dan m ienciegah orang yang tidak b iersalah 

dijatiuhi pidana. Siemientara itiu, hiukium acara pidana yang t iertiuang dalam 

iUndang-iUndang Nomor 8 Tahiun 1981 t ientang Hiukium Acara Pidana ata iu 

yang biasa dis iebiut diengan Kitab iUndang-iUndang Hiukium Acara Pidana 

(KiUHAP), adalah iuntiuk miencari dan m iendapatkan ataiu sietidak-tidaknya 

m iendiekati kiebienaran matieriil, kiebienaran yang sieliengkap-l iengkapnya dari 

siuatiu pierkara pidana d iengan m ienierapkan k ietientiuan hiukium acara pidana 

siecara jiujiur dan tiepat diengan tiujiuan iunt iuk miencari siapakah pielakiu yang 

dapat didakwa mielakiukan siuatiu pielanggaran h iukium dan sielanjiutnya 

dilakiukan pienahanan.
3
Hak-hak t iersangka dalam prosies pieradilan jiuga 

m ieriupakan bagian dari Hak Asasi Man iusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 

28 D Ayat (1) iUndang-iUndang Dasar Niegara R iepiublik Indon iesia Tahiun 1945 

yang m ienyiebiutkan “Sietiap orang b ierhak atas piengakiuan, jaminan, 

pierlindiungan dan kiepastian hiukium yang adil sierta pierlakiuan yang sama 

dihadapan hiukium”. 

                                                             
2
 Tetanio Retno Gumilang, Victoria Tabita, And Majesty Lamada, “Prevention Of 

Miscarriage Of Justice In The Implementasi Of Judges’ Task,” Terj. Jurnal Hukum Prasada 7, No. 

2, (2020): hlm. 94, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1383, 

diakses pada 11 Juni 2024, pukul 16.40 WIB. 

3 Muhammad Ikhsan Et Al., “Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan 

Terjadinya Salah Tangkap,” Retentum 4, No.1 (2023): hlm. 142-143, 

https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/2793, diakses pada 11 Juni 2024, 

pukul 16.53 WIB. 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1383
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T ierdapat 3 (tiga) iukiuran iuntiuk mienilai sist iem pieradilan pidana s iebagai 

sarana pienciegahan dan piembierantasan tindak pidana yait iu: (1) kiebierhasilan 

sist iem pieradilan pidana dinilai dari tierciptanya r iehabilitasi dan riesosialisasi 

bagi t ierpidana; (2) kiebierhasilan sistiem pieradilan pidana bierfiungsi iuntiuk 

m ienciegah tierjadinya k iejahatan; (3) dan kiebierhasilan sistiem pieradilan pidana 

iuntiuk mienciptakan kiesiejaht ieraan sosial. Sist iem pieradilan pidana dikienal 

diengan adanya asas pradiuga tak biersalah (priesiumption of innociencie) yang 

m iengartikan bahwa s iesieorang wajib dianggap tidak biersalah siebielium adanya 

piutiusan bierkiekiuatan hiukium tietap, asas ini mienjadi dasar piula iuntiuk 

t ierwiujiudnya p ieniegakan hiukium bierdasarkan prinsip pieradilan yang 

bierkiepastian, adil dan maniusiawi. 

Prinsip p ieradilan yang b ierkiepastian m ienggambarkan bahwa 

dikiehiendaki adanya iupaya p iengatiuran hiukium dalam pieriundang-iundangan 

yang dib iuat olieh pihak yang b ierwienang iunt iuk dapat mienjamin adanya 

kiepastian bahwa hiukium bierfiungsi siebagai siuatiu pieratiuran yang har ius ditaati 

dan tiegas dalam pieniegakkannya. Prinsip p ieradilan yang adil mienggambarkan 

bahwa dalam siuatiu prosies pieniegakan hiukium, prinsip kieadilan mieriupakan 

salah satiu harapan yang har ius dipieniuhi, dalam artian p iemieniuhan kieinginan 

ataiu hak individ iu dalam siuatiu tingkat t iert ientiu dilaksanakan siecara adil tanpa 

m iemihak dan tidak diskriminatif. S iedangkan prinsip pieradilan yang 

maniusiawi mienggambarkan bahwa mieniegakkan h iukium yang t iegas biukan 

bierarti miengiesampingkan harkat dan martabat kiemaniusiaan, namiun 

bagaimana siehariusnya hiukium itiu dijalankan dan ditiegakkan iuntiuk mielindiungi 
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masyarakat s ierta mienciptakan siuatiu kiet ietiban tanpa mienciurangi prinsip-

pierinsip hiumanis. 

Sieiring b ierjalannya wakt iu kiejahatan yang t ierjadi di tiengah-t iengah 

masyarakat tierius bierkiembang, k iejahatan yang dimaksiud tielah mienimbiulkan 

kieriesahan yang m iendalam sierta miengganggiu kieamanan dan kietiertiban dalam 

kiehidiupan biermasyarakat. Salah satiu bient iuk kiejahatan yang b ierkiembang di 

t iengah masyarakat dan mieriupakan siebiuah tindak pidana adalah kiejahatan 

piembalakan liar yang s iekarang m ienjadi f ienomiena iumium yang t ierjadi di 

mana-mana.
4
 Piembalakan liar bierdasarkan iUndang-iUndang Nomor 18 Tah iun 

2013 t ientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pieriusakan Hiutan adalah siemiua 

kiegiatan piemanfaatan hasil hiutan kayiu siecara tidak sah yang t ierorganisasi. 

T ierorganisasi adalah kiegiatan yang dilak iukan olieh siuat iu kielompok yang 

t ierstriuktiur, yang t ierdiri atas 2 (diua) orang ataiu liebih, dan yang b iertindak 

siecara biersama-sama pada waktiu tiertientiu diengan tiujiuan mielakiukan pieriusakan 

hiutan, iuntiuk kiepierliuan siendiri dan tidak iunt iuk tiujiuan komiersial.
5
 

Tindak piembalakan liar b ierdasarkan iUndang-iUndang Nomor 18 

Tahiun 2013 tientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pieriusakan Hiutan Pasal 

83 (1) hiuriuf b yait iu orang piersieorangan yang d iengan siengaja miengangkiut, 

m iengiuasai, ataiu miemiliki hasil hiutan kayiu yang tidak diliengkapi siecara 

biersama siurat kietierangan sahnya hasil h iutan. Pienjatiuhan hiukiuman tindak 

                                                             
4
 Dikir Daikhi Aind Kosmais Dohiu Aimaijihono, “Ainailisis Hiukium Piertainggiungjaiwaibain 

Pidainai Dailaim Tindaik Pidainai Illiegail Logging,” Jiurnail Painaih Kieaidilain 2, No. 2 (2023): hlm. 3, 

https://jiurnail.iuniraiyai.aic.id/indiex.php/painaihkieaidilain/airticlie/viiew/977, diaiksies paidai 11 Jiuni 2024, 

piukiul 19.30 WIB. 
5
 iUndaing-iUndaing Riepiublik Indoniesiai Nomor 18 Taihiun 2013 Tientaing Pienciegaihain Dain 

Piembieraintaisain Pieriusaikain Hiutain. 

https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/977
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piembalakan liar ditinjaiu bierdasarkan Pasal 83 (1) hiuriuf c iUndang-iUndang 

Nomor 18 Tahiun 2013 tientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pieriusakan 

Hiutan “Orang piersieorangan yang d iengan siengaja miemanfaatkan hasil hiutan 

kayiu yang did iuga bierasal dari hasil piembalakan liar siebagaimana dimaksiud 

dalam Pasal 12 h iuriuf h”, yang dimaksiud pada Pasal 12 h iuriuf h “Sietiap orang 

dilarang miemanfaatkan hasil h iutan kayiu yang did iuga bierasal dari hasil 

piembalakan liar”, maka dipidana d iengan pidana pienjara paling singkat 1 

(sat iu) tahiun dan paling lama 5 (lima) tah iun sierta pidana dienda paling s iedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratius j iuta riupiah) dan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (d iua miliar lima ratius j iuta riupiah). 

Sielanjiutnya, ditinjaiu bierdasarkan iUndang-iUndang Nomor 18 Tahiun 

2013 tientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pieriusakan Hiutan Pasal 88 (1) 

hiuriuf a “Orang p iersieorangan yang d iengan siengaja mielakiukan piengangkiutan 

kayiu hasil hiutan tanpa miemiliki dokiumien yang m ieriupakan siurat kiet ierangan 

sahnya hasil h iutan siesiuai diengan kietientiuan p ierat iuran pieriundang-iundangan 

siebagaimana dimaksiud dalam Pasal 16” s iebagaimana yang dimaks iud dalam 

Pasal 16 ialah “S ietiap orang yang m ielakiukan p iengangkiutan kayiu hasil hiutan 

wajib miemiliki dokiumien yang m ieriupakan siurat kietierangan sahnya hasil h iutan 

siesiuai diengan k ietientiuan pieratiuran pieriundang-iundangan”. Tiermasiuk dalam 

piengiertian “Mielakiukan piengangk iutan” adalah pros ies yang dim iulai dari 

m iemiuat hasil hiutan miemasiukkan, ataiu m iembawa hasil hiutan kie dalam alat 

angkiut dan alat angk iut yang m iembawa hasil hiutan biergierak kie tiempat tiujiuan 

dan miembongkar, mieniuriunkan, ataiu m iengieliuarkan hasil hiutan dari alat 
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angkiut. Maka yang d iemikian itiu dapat dipidana diengan pidana pienjara paling 

singkat 1 (satiu) tahiun dan paling lama 5 (lima) tah iun sierta pidana dienda 

paling siedikit Rp500.000.000,00 (lima ratius jiuta riupiah) dan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (d iua miliar lima ratius j iuta riupiah).
 6
 

Kasius yang t ierjadi di Piekanbariu, Andi Pranoto alias Andi (40 th) 

diengan siengaja miengangkiut, miengiuasai, ataiu miemiliki hasil hiutan kayiu yang 

tidak diliengkapi siecara b iersama siurat kietierangan sahnya hasil h iutan. 

Bierdasarkan bierita acara piengiukiuran kayiu giergajian rimba indoniesia, t ielah 

m ielakiukan piengiukiuran t ierhadap kayiu giergajian barang sitaan yang 

m ienyatakan bahwa barang b iukti kayiu giergajian dimaksiud bierjiumlah 1.372 

(sieribiu tiga ratius t iuj iuh piul iuh diua) kieping diengan vol iumie siebiesar 19,5286 m3 

(siembilan bielas koma lima diua dielapan ienam mietier kiubik). Pierhitiungan 

kieriugian niegara atas barang b iukti dalam hal hilangnya P ienierimaan Niegara 

Biukan Pajak bieriupa Provisi Siumbier Daya Hiutan (PSDH), Dana R ieboisasi 

(DR) dan Ganti Riugi Tiegakan (GRT) siebagai p iungiutan iuntiuk miengganti nilai 

t iegakan yang r iusak dan ataiu hilang akibat dari p ierbiuatan mielanggar h iukiuman 

pidana, siebiesar Rp. 26.949.468 (Diua Piuliuh iEnam Jiuta Siembilan Ratius iEmpat 

piuliuh siembilan iempat ratius ienamm piuliuh dielapan riupiah).
7
 

Pierbiuatan yang d iemikian tielah diprosies diengan pierkara Piutiusan 

Piengadilan Niegieri Piekanbariu Nomor 690/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr pada amar 

piutiusannya adalah hakim mienyatakan Andi Pranoto alias Andi (40 th) tierbiukti 

siecara sah dan mieyakinkan b iersalah m ielakiukan tindak pidana “Diengan 

                                                             
6

iUndaing-iUndaing Riepiublik Indoniesiai No. 18 Taihiun 2013 Tientaing Pienciegaihain Dain 

Piembieraintaisain Pieriusaikain Hiutain. 
7
Piengaidilain Tinggi Piekainbairiu, Piutiusain No. 548/Pid.B-Lh/2019/Pt Pbr. 
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siengaja miengangk iut, miengiuasai hasil hiutan kayiu yang tidak diliengkapi siecara 

biersama siurat kietierangan sahnya hasil h iutan”. Hakim m ienjatiuhkan pidana 

kiepada Andi Pranoto alias Andi (40 th) pidana p ienjara sielama 2 (diua) tahiun 

dienda siejiumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratius jiuta riupiah), diengan kiet ientiuan 

apabila dienda tidak dibayar diganti d iengan pidana kiuriungan sielama 4 (iempat) 

biulan. Pada tingkat banding pierkara piutiusan nomor 548/PID.B-LH/2019/PT 

PBR hakim miemiutiuskan miengiuatkan Piut iusan Piengadilan Niegieri Piekanbariu 

Nomor 690/Pid.B/LH/ 2019/PN.Pbr, maka Andi Pranoto alias Andi (40 th) 

dijatiuhkan pidana pienjara sielama 2 (diua) tahiun dienda siej iumlah Rp 

500.000.000,00 (lima ratius j iuta riupiah), diengan k ietientiuan apabila d ienda tidak 

dibayar diganti d iengan pidana k iuriungan sielama 4 (iempat) biulan kariena tidak 

ada alasan iuntiuk miembiebaskan Andi Pranoto alias Andi (40 th) dari tahanan. 

Pada tingkat kasasi diengan pierkara piutiusan nomor 2878 K/Pid.Sius-

LH/2020 pada amar piutiusannya adalah hakim m ienyatakan Andi Pranoto alias 

Andi (40 th) tidak tierbiukti siecara sah dan mieyakinkan b iersalah mielakiukan 

tindak pidana “Diengan siengaja miengangkiut, miengiuasai hasil hiutan kayiu yang 

tidak diliengkapi siecara biersama siurat kiet ierangan sahnya hasil h iutan”. 

Siehingga pada amar piutiusannya hakim m iemiutiuskan miembiebaskan Andi 

Pranoto alias Andi (40 th), miemiulihkan hak Andi Pranoto alias Andi (40 th) 

dalam kiemampiuan, kiediudiukan dan harkat s ierta martabatnya, m iemierintahkan 

Andi Pranoto alias Andi (40 th) dik ieliuarkan dari tahanan. 

Piutiusan jiudiex facti Piengadilan Tinggi yang m iengiuatkan piutiusan jiudiex 

facti Piengadilan Niegieri yang m ienyatakan t ierdakwa tierbiukti siecara sah dan 
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m ieyakinkan b iersalah mielakiukan tindak pidana "D iengan siengaja miengangkiut, 

m iengiuasai hasil h iutan kayiu yang tidak dil iengkapi siecara biersama siurat 

kietierangan sahnya hasil h iutan", dan m ienjatiuhkan pidana kiepada tierdakwa 

diengan pidana pienjara sielama 2 (diua) tahiun dan dienda siebiesar 

Rp500.000.000,00 (lima ratius jiuta riupiah), apabila d ienda tidak dibayar diganti 

diengan kiuriungan sielama 4 (iempat) biulan, tidak tiepat dan tidak mienierapkan 

pieratiuran hiukium siebagaimana miestinya.
8
 Piutiusan jiudiex facti dibiuat 

bierdasarkan kiesimpiulan dan piertimbangan h iukium yang salah, tidak 

bierdasarkan pada fakta hiukium yang r ielievan siecara yiuridis diengan tiepat dan 

bienar, sierta tidak siesiuai diengan fakta hiukium yang t ieriungkap dimiuka sidang. 

Fakta h iukium yang r ielievan siecara yiuridis tiersiebiut, tidak tiepat dan tidak 

dapat dibienarkan siecara yiuridis kiepada tierdakwa yang hanya sielakiu sopir 

dibiebankan kiewajiban iuntiuk mieliengkapi dok iumien hasil hiutan kayiu bieriupa 

siurat kietierangan sahnya hasil hiutan biersama kayiu yang diangk iutnya, kar iena 

t ierdakwa sama siekali biukan piemilik kayiu olahan yang diangk iutnya dan 

t iernyata p iemilik kayiu olahan itiu adalah Miuaslim ataiu Adiek, siedangkan 

t ierdakwa hanya siebagai sopir triuk yang tiada lain hanya s iekiedar miengharap 

iupah dari siejiumlah kayiu olahan/giergajian yang diangk iutnya. 

Sielain itiu, jiuga tidak dapat dibienarkan tindakan oknium pienyidik yang 

tidak profiesional mielakiukan pienyidikan p ierkara a qiuo siesiuai standar yang 

bierlakiu siebagaimana ditientiukan KiUHAP diemi mieniemiukan kiebienaran 

matieriil, yait iu siengaja tidak miemanggil Miuaslim dan ataiu Adiek siebagai 

                                                             
8
 Maihkaimaih Aigiung, Piutiusain No. 2878/K/Pid.Sius-Lh/2020. 
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siebagai saksi iutama dalam pierkara a qiuo diengan alasan alamat Miuaslim dan 

Adiek tidak dikietahiui. Padahal, tierdakwa t ielah mienjielaskan diengan tierang 

biendierang bahwa kayiu olahan/giergajian diambil dan dimiuat di piengietaman 

kayiu milik Miuaslim di Jalan Tieropong Kota Piekanbariu, tierdakwa 

m ienierangkan jiuga biertiemiu diengan Adiek di piengietaman kayiu milik Miuaslim 

di Jalan Tieropong Kota Piekanbariu dan yang m iembierikan fotokopi dokiumien 

kayiu olahan/giergajian sierta iuang m iuka/DP iupah angk iut adalah jiuga Adiek. 

Diemikian jiuga tidak dapat dibienarkan tindakan okn ium pieniuntiut iumium 

yang m ienierima p ielimpahan k ieliengkapan bierkas pierkara a q iuo hasil dari 

pienyidikan, yang tidak prof iesional mielakiukan p ienielitian kieliengkapan b ierkas 

pierkara a qiuo siesiuai standard yang b ierlakiu siebagaimana ditientiukan KiUHAP 

diemi miempierolieh kiebienaran matieriil, yait iu siengaja tidak miembierikan 

pietiunjiuk yang proporsional, prof iesional dan sistimatis k iepada oknium 

pienyidik, sietidaknya iuntiuk miemanggil Miuaslim dan ataiu Adiek ataiu piun saksi 

dari pihak Dinas Kiehiutanan sietiempat siebagai saksi iutama dalam pierkara a 

qiuo. 

Piertimbangan dan fakta hiukium yang r iel ievan siecara yiuridis tiersiebiut, 

t iernyata dan tidak tierbiukti pierbiuatan tierdakwa siediemikian riupa itiu miemieniuhi 

iunsiur biestandieiel dielict baik Pasal 83 Ayat (1) h iuriuf b iUndang-iUndang Nomor 

18 Tahiun 2013 maiupiun Pasal 88 Ayat (1) h iuriuf a iUndang-iUndang Nomor 18 

Tahiun 2013. B iestanddielien van h iet dielict adalah riumiusan dielik yang t iertiulis 

dalam siuatiu riumiusan iunsiur pada siuatiu Pasal. Mieniuriut Van Biemmielien dan 

Van Hatt ium hanya ieliemien yang t iertiulis saja yang m ieriupakan ieliemien 
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pierbiuatan pidana. Biestandielieien ataiu bagian-bagian dari d ielik itiu: (1) T ierdapat 

di dalam r iumiusan dielik; (2) Olieh pieniuntiut iumium harius dicantiumkan dalam 

t iudiuhan; (3) Har ius dibiuktikan di dalam pieradilan; (4) Bilamana satiu ataiu liebih 

bagian t iernyata tidak dapat dibiuktikan, maka hakim harius miembiebaskan 

t iertiudiuh ataiu diengan pierkataan lain hakim harius miemiutiuskan siuatiu 

vrijspraak. 
9
 

B iestandieiel hanya m ielipiuti iunsiur pierbiuatan pidana yang t iertiulis saja 

yang har ius dibiuktikan olieh pieniuntiut iumium di piengadilan. Hal tiersiebiut pierliu 

m iengingat makna asas liegalitas yang dik iemiukakan olieh Machtield Boot. 

Bierdasarkan apa yang dik iemiukakan Boot, ada 4 (iempat) hal yang bierkaitan 

diengan asas l iegalitas. Piertama, prinsip niullium crimien, noiela po iena sinie liegie 

praievia. Artinya, tidak ada p ierbiuatan pidana, tidak ada pidana tanpa iundang-

iundang siebieliumnya. Konsiekiuiensi dari makna ini adalah k ietientiuan hiukium 

pidana tidak bolieh bierlakiu siuriut.  

Kiediua, prinsip niull ium crimien, noiela poiena sinie liegie scripta. Artinya, 

tidak ada pierbiuatan pidana, tidak ada pidana tanpa iundang-iundang t iertiulis. 

Kietiga, prinsip niullium crimien, noiela poiena sin ie liegie cierta. Artinya, tidak ada 

pierbiuatan pidana, tidak ada pidana tanpa iundang-iundang yang j ielas. 

Konsiekiuiensi sielanjiutnya dari makna ini adalah bahwa r iumiusan pierbiuatan 

pidana har ius jielas siehingga tidak b iersifat miulti tafsir yang dapat 

m iembahayakan k iepastian hiukium. Kieiempat, prinsip n iullium crimien, noiela 

                                                             
9
 Ibrahim Arifin, Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam 
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Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk), 2021): hlm.20, https://jdih.ppatk.go.id/produk-
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poiena sinie liegie stricta. Artinya, tidak ada pierbiuatan pidana, tidak ada pidana 

tanpa iundang-iundang yang k ietat. Konsiekiuiensi dari makna ini s iecara implisit 

tidak miempierboliehkan analogi. 

Liebih lanjiut,  dalam sistiem pieradilan pidana siesieorang dianggap 

biersalah apabila pienietapan kiesalahannya dilakiukan siecara prosiediural dan 

dilakiukan olieh mierieka yang m iemiliki kiewienangan iuntiuk tiugas t iersiebiut dan 

siesieorang tidak dapat dianggap b iersalah siekalipiun kienyataan akan 

m iembieratkan jika pierlindiungan hiukium yang dib ierikan iundang-iundang kiepada 

orang yang b iersangkiutan tidak iefiektif. Pienietapan kiesalahan siesieorang hanya 

dapat dilakiukan olieh piengadilan yang tidak m iemihak.
10

 Siemiua pierkara 

pielanggaran h iukium pidana, tierdakwa bierhak miempierolieh prosies pieradilan 

yang c iepat dan tierbiuka sierta olieh sidang p iengadilan yang b iebas dari tiekanan 

siapapiun dan diengan hakim yang tidak b ierpihak. tierdakwa bierhak iuntiuk 

m ienanyai dan mielawan saksi-saksi yang diaj iukan pieniuntiut iumium dan 

t ierdakwa bierhak iuntiuk miempierolieh prosies yang m iewajibkan para saksi yang 

dimintanya iunt iuk hadir dan apabila tierdakwa tidak mampiu hal ini dilakiukan 

atas biaya n iegara.
11

 

Pierlindiungan t ierhadap hak-hak yang dimiliki ol ieh 

t iersangka/t ierdakwa/tierpidana, tiertiuang dalam iUiU No 8 Tahiun 1981 tientang 

KiUHAP m ielipiuti, (1) Pierlakiuan yang sama dimiuka hiukium tanpa diskriminasi 

apapiun; (2) Pradiuga tak biersalah; (3) Hak iuntiuk miempierol ieh kompiensasi 

                                                             
10

 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Ed. Safitriyani, 

Ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020): hlm. 56.           
11

 Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil,” Jurnal 

Konstitusi, 7, No. 1, (2010): hlm. 62, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/714, 

diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.42 WIB. 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/714
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(gati r iugi) dan riehabilitasi; (4) Hak iuntiuk m iempierolieh bantiuan hiukium; (5)  

Hak kiehadiran tierdakwa di miuka piengadilan; (6) Pieradilan yang b iebas dan 

dilakiukan diengan c iepat dan siedierhana; (7)  Pieradilan yang t ierbiuka dan iumium; 

(8)  Pielanggaran atas hak–hak tierdakwa; (9) Pienggiel iedahan dan pienyitaan 

harius didasarkan pada iundang-iundang dan dilakiukan diengan siurat pierintah 

t iertiulis; (10) Hak sieorang tiersangka iuntiuk dibieritahiu tientang p iersangkaan dan 

piendakwaan tierhadapnya, dan k iewajiban piengadilan iuntiuk miengiendalikan 

pielaksanaan p iutiusan-piutiusannya.
12

 Prosies m iengadili siuat iu pierkara pidana, 

hakim wajib mieniegakkan hiukium dan kieadilan. Jika dalam pienierapan yang 

konkriet, tierjadi piertientangan antara kiepastian hiukium dan kieadilan, hakim 

wajib miengiutamakan kieadilan di atas kiepastian hiukium.
13

 

Kieadilan mieniuriut John Rawls adalah k iesiejaht ieraan bagi sieliuriuh 

kielompok dalam masyarakat. Kieadilan adalah kiebaikan atas institiusi sosial, 

m ieskipiun diemikian kiebaikan bagi masyarakat tidak bol ieh mielanggar k ieadilan 

sieorang individ iu, khiusiusnya masyarakat l iemah. John  Rawls m iengiutarakan 

bahwa pada konsiep kieadilan tierdiri dari diua iunsiur, yait iu posisi asali (original 

posistion) dan sieliubiung kietidaktahiuan (v ieil of ignorancie). John Rawls 

m ienggambarkan adanya posisi asali bagi s ietiap orang dalam masyarakat, di 

mana sietiap orang miempiunyai posisi yang sama, tidak ada p ierbiedaan pangkat, 

                                                             
12

 Nurlely Darwis, “Penegakan Hukum Untuk Memperoleh Hak Atas Keadilan,” Jurnal 

Ilmiah Hukum Dirgantara 3, No. 2 (2013): hlm. 5-6, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/ 

index.php/jihd/article/view/88, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.45 WIB. 
13

 iUndang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 
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statius, kiekiuatan ataiupiun kiemampiuan, siehingga sietiap orang bisa m iembiuat 

kiesiepakatan diengan orang lain siecara sieimbang.
14

 

Bierdasarkan latar bielakang masalah di atas, p ieniulis b iermaksiud 

m ielakiukan analisis t ierhadap p iertimbangan h iukium hakim majielis hakim 

diengan jiudiul “MISCARRIAGiE OF JiUSTICiE PADA TINDAK PIDANA 

P iEMBALAKAN LIAR P iERSP iEKTIF KiEADILAN H iUKiUM (Stiudi 

P iutiusan Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan P iutiusan Nomor 

2878/K/Pid.Sius-Lh/2020)” 

B. Diefinisi Opierasional 

1. Miscarriag ie Of Jiusticie 

Miscarriag ie of j iusticie adalah tierjadinya k ieadaan tidak tiercapainya 

t iujiuan hiukium yait iu kieadilan dan kiepastian hiukium dimana s iesieorang 

dihiukium kariena kiejahatan yang tidak dia lak iukan siepierti, kietika sieorang 

t ierdakwa dihiukium mieskipiun kiurangnya b iukti pada ieliemien pienting dari 

kiejahatan.
15

 Pienielitian ini, pieniulis akan mienj ielaskan tierkait miscarriagie of 

j iusticie siebagai gagalnya k ieadilan kariena siesieorang dihiukium kariena 

kiejahatan yang tidak dilakiukan dalam hal ini siesieorang tiersiebiut tidak 

m ielakiukan tindak pidana piembalakan liar. 

 

                                                             
14

 Zakki Adlhiyati And Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian 

Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” Hukum 2, No. 2 (2019): hlm. 

409-431, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 

19.50 WIB. 
15

 Tetania Retno Gumilang, Victoria Tabita, And Majesty Lamada, “Prevention Of 

Miscarriage Of Justice In The Implementation Of Judges’ Tasks,” Jurnal Hukum Prasada 7, No. 

2, (2020): hlm. 94, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1383, 

diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.55 WIB. 

https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1383
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2. Tindak Pidana Piembalakan Liar 

Simons, dalam Bambang Po iernomo bahwa p iengiertian dari tindak 

pidana adalah siuatiu tindakan mielanggar h iukium yang t ielah dilkaiukan 

sieacara siengaja ataiupiun tidak siengaja yang dilak iukan olieh siesieorang yang 

tindakannya t iersiebiut harius dipiertanggiungjawabkan dan olieh iundang-

iundang siudah dinyatakan siebagai siuatiu tindakan dapat 

dihiukium.
16

Piembalakan liar adalah pieniebangan, p ienyaradan, dan 

piengangkiutan kayiu siecara tidak sah,
17

bierdasarkan iUndang-iUndang 

Nomor 18 Tahiun 2013 tientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pieriusakan 

Hiutan pada Pasal (1) Ayat 4, piembalakan liar adalah siemiua kiegiatan 

piemanfaatan hasil hiutan kayiu siecara tidak sah yang t ierorganisasi. 

Piembalakan liar ini dilak iukan olieh siuatiu kielompok yang di dalamnya 

t ierdiri dari diua orang ataiu liebih yang biertindak biersama mielakiukan 

piemanienan kayiu siebagai kiegiatan pieriusakan h iutan.
18

 Pada pienielitian ini 

pieniulis akan mienjielaskan tierkait tindak pidana piembalakan liar dalam hal 

m iengangkiut kayiu tanpa adanya siurat kietierangan sahnya hasil hiutan. 

 

 

                                                             
16

 Toto Hartono Et Al., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan),” Jurnal Retentum 2, No. 1 (2021): 

hlm. 36, https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900, diakses pada 11 Juni 

2024, pukul 19.59 WIB. 
17

 Ruslandi, Petunjuk Teknis Penerapan Penerapan Pembalakan Berdampak Carbon 

(Ril-C) Pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (Iuphhk-Ha) (Jakarta: The 

Nature Conservancy, 2013): hlm.1. 
18

 Aristo Arie Notoprodjo, Catur Wido Haruni, And Sholahuddin Al Fatih, “Analisis 

Putusan No. 39/Pid.B/2015/Pn/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Ditinjau Dari 

Aspek Keadilan,” Indonesia Law Reform Journal 2, No. 2 (2022): hlm. 207-208, 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22262, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 

20.00 WIB. 

https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22262
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3. Kieadilan Fairniess John Rawls 

Piengiertian adil dalam kam ius bahasa Indon iesia adalah sama, tidak 

m iemihak. Adil, dalam hiukium bierarti hakim harius adil, jiujiur dan tidak 

siewienang-wienang dalam miemiutius pierkara. Kieadilan siebagai fairniess 

dimiungkinkan tierjadi bila sietiap pihak m iemiliki posisi yang s ietara. 

Kiesietaraan hanya dapat dicapai dalam pros ies piencarian kieadilan diengan 

tidak miemandang ataiu miempierhitiungkan statius sosial, kielas, kiekayaan, 

distribiusi asiet, jiuga kieistimiewaan pada pihak tiertientiu siepierti kiemampiuan 

alami, kiecierdasan, kiekiuatan ataiu kiekiuasaan.
19

 

Pada pienielitian ini pieniulis akan mienjielaskan tierkait kieadilan 

fairniess John Rawls bahwa sietiap orang b ierhak atas p ierlakiuan yang sama 

dihadapan hiukium siesiuai diengan prosiediur KiUHAP dan KiUHP m ielaliui 

piemieriksaan ataiu piengadilan yang j iujiur dan tierbiuka ataiu siebagaimana 

mestinya. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pembalakan 

liar pada putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan putusan nomor 

2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 terhadap miscarriage of justice? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 

960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 

                                                             
19

 Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih Sebuah Studi 

Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr,” Sundermann 

JTCES 13, No. 1 (2020): hlm. 43, https://www.neliti.com/id/publications/537973/ketika-keadilan-

bertemu-dengan-kasih-sebuah-studi-perbandingan-antara-teori-kead, diakses pada 11 Juni 2024, 

pukul 20.08 WIB. 

https://www.neliti.com/id/publications/537973/ketika-keadilan-bertemu-dengan-kasih-sebuah-studi-perbandingan-antara-teori-kead
https://www.neliti.com/id/publications/537973/ketika-keadilan-bertemu-dengan-kasih-sebuah-studi-perbandingan-antara-teori-kead
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tentang tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif keadilan fairness 

John Rawls? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum pada tindak pidana pembalakan 

liar (putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan putusan nomor 

2878/K/Pid.Sus-Lh/2020) terhadap miscarriage of justice. 

2. Keadilan Fairnes John Rawls sebagai alat ukur untuk menganalisis 

keadilan hukum pada putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan 

putusan nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada 

dalam masyarakat dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai 

miscarriage of justice pada tindak pidana pembalakan liar perspektif 

keadilan hukum. 

b. Sarana untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai miscarriage 

of justice pada tindak pidana pembalakan liar perspektif keadilan 

hukum. 

2. Praktis 

a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan 

penyempurna bagi studi selanjutnya terkait miscarriage of justice 

pada tindak pidana pembalakan liar perspektif keadilan hukum. 
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b. Hasil penelitian ilmiah dapat menjadi masukan bagi para pembelajar 

sampai praktisi hukum terkhusus pada hakim guna terselenggaranya 

peradilan yang lebih baik. 

F. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil dari penelusuran literatur yang penulis lakukan 

terkait tema penelitian ini, telah ditemukan beberapa karya mumpuni yang 

berhubungan dengan miscarriage of justice pada tindak pidana pembalakan 

liar perspektif keadilan hukum diantaranya yaitu: 

Tabel 1 

Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu 

No. Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Jurnal I Wayan 

Giedie Rumiega 

diengan judul 

“Hakim 

Kiomisaris Dan 

Miscarriag ie iOf 

Justicie Dalam 

Sist iem 

Pieradilan 

Pidana 

(Ciommissi ionier 

Judgie and 

Kionsiep hakim 

kiomisaris dalam 

Rancangan 

Pierubahan 

Undang-undang 

Niomior 8 Tahun 

1981 tientang 

Acara Pidana 

t iersiebut tidak 

lain dalam 

rangka 

m ienghindari 

Subj iek 

pienielitian sama 

yaitu tientang 

miscarriag ie iof 

justicie. 

Mienjielaskan 

miscarriag ie iof 

justicie diengan 

m ienganalisis 

putusan n iom ior 

960/Pid.B/LH/2

019/PN.Pbr, 

dan putusan 

niomior 

2878/K/Pid.Sus

-Lh/2020 

bierdasarkan 
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Miscarriag ie in 

thie Criminal 

Justicie 

Syst iem)” 

t ierjadinya 

piotiensi 

pieradilan siesat. 

pierspiektif 

kieadilan 

hukum. 

2. Jurnal Tietania 

Rietnio 

Gumilang dan 

Victioria Tabita 

Maj iesty 

Lamada 

diengan judul 

“Prievientiion iof 

Miscarriag ie iof 

Justicie in thie 

Impl iemientatiion 

iof Judgies’ 

Tasks” 

Banyak t ierjadi 

miscarriag ie iof 

justicie di 

masyarakat. 

Hakim siebagai 

priofiesi yang 

m iemiliki dierajat 

l iebih tinggi 

harus b ierpiegang 

pada ietika 

priofiesi agar 

tidak tierjadi 

miscarriag ie iof 

justicie. 

Piersamaan 

antara jurnal 

t iersiebut diengan 

skripsi yang 

pienulis tulis 

adalah 

m iembahas 

t ientang 

miscarriag ie iof 

justicie. 

 

Mienggunakan 

pierspiektif 

kieadilan hukum 

diengan 

m ienganalisis 

pierkara putusan 

tindak pidana 

piembalakan 

liar. 

3. Jurnal Yuniar 

Kurniawaty 

diengan judul 

“Kionsiep 

Kieadilan 

Putusan-putusan 

yang dijatuhkan 

dianggap tidak 

didasarkan pada 

piertimbangan 

iObjiek yang 

dikaji sama 

yaitu tientang 

pieradilan siesat 

(miscarriag ie iof 

Mienambahkan 

pierspiektif 

kieadilan hukum 

diengan 

m ienganalisis 
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T ierhadap 

Vionis 

Pieradilan 

Siesat: Tinjauan 

Hukum, tahun 

2017” 

hukum yang 

c iermat dan 

kiompriehiensif. 

justcicie).  pierkara putusan 

tindak pidana 

piembalakan 

liar. 

4. Skripsi Iin 

Wulandari 

Sukarnio Putri 

diengan judul 

“Analisis 

Pierbandingan 

Hukum 

Piengaturan 

Kionsiep Ganti 

Rugi dan 

Riehabilitasi 

Bagi Kiorban 

Priosies 

Pieradilan 

Pidana Yang 

Cacat Hukum 

(Miscarriag ie 

Kionsiep 

piengaturan ganti 

rugi dan 

riehabilitasi 

dalam Kitab 

Undang-Undang 

Hukum Acara 

Pidana maupun 

Criminal 

Injuri ies 

Ciompiensatiion 

Act iOf Dutch 

sama-sama 

diciptakan untuk 

m ielindungi hak 

asasi manusia. 

Kionsiep ganti 

Piembahasan 

yang dikaji sama 

yaitu t ierkait 

miscarriag ie iof 

justicie. 

Mienganalisis 

miscarriag ie iof 

justicie 

m ienggunakan 

putusan n iom ior 

960/Pid.B/LH/2

019/PN.Pbr, 

dan putusan 

niomior 

2878/K/Pid.Sus

-Lh/2020 

bierdasarkan 

pierspiektif 

kieadilan 

hukum.  
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iOf Justicie) 

Mienurut 

Undang-

Undang Niomior 

8 Tahun 1981 

T ientang 

Hukum Acara 

Pidana Diengan 

Undang-

Undang Acara 

Pidana Bielanda 

(Criminal 

Injuri ies 

Ciompiensatiion 

Act iOf Dutch)” 

rugi dan 

riehabilitasi ini 

dapat dilakukan 

diengan dua cara. 

Piertama, 

piembaharuan 

diengan cara 

parsial, Dan 

kiedua, 

piembaharuan 

diengan cara 

univiersal. 

5. Skripsi Malik 

Al Ghani 

Nasuti ion 

diengan judul 

“Analisis 

Yuridis Tindak 

Pidana 

Mienguasai, 

Bierdasarkan 

Undang-Undang 

Niomior 18 

Tahun 2013 

t ientang 

Pienciegahan Dan 

Piembierantasan 

Pierusakan 

Piersamaan 

antara skripsi 

t iersiebut diengan 

skripsi yang 

pienulis tulis 

adalah 

m iembahas 

t ientang tindak 

Mienggunakan 

Pierspiektif 

kieadilan hukum 

dan unsur 

miscarriag ie iof 

justicie diengan 

m ienganalisis 

putusan p ierkara 
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Miemiliki Kayu 

Hasil Hutan 

Yang Tidak 

Dil iengkapi 

Surat 

Kiet ierangan 

Sahnya Hasil 

Hutan 

(PierkaraNio.11

5/Pid.Sus/Lh/2

017/Pn.Pbr)” 

Hutan, Pasal 87 

m ienjielaskan 

bahwa sietiap 

kiepiemilikan dan 

piemungutan 

kayu harus 

m iemiliki surat 

kietierangan 

sahnya kayu 

hasil hutan 

t iersiebut.  

pidana 

m ienguasai, 

m iemiliki kayu 

hasil hutan yang 

tidak diliengkapi 

surat k ietierangan 

sahnya hasil 

hutan.  

niomior 

960/Pid.B/LH/2

019/PN.Pbr, 

dan putusan 

niomior 

2878/K/Pid.Sus

-Lh/2020. 

 

G. M ietiodie Pienielitian 

1. Jienis Pienielitian 

Jienis pienielitian yang akan dilakukan adalah library riesiearch 

(kiepustakaan), yaitu diengan miembaca dan mienielaah buku, jurnal dan 

lainnya supaya bisa dip ieriolieh masalah yang m ienarik dan pienting untuk 

ditieliti.
 20

 iOlieh kariena pienielitian mienggunakan kiepustakaan, maka dalam 

hal ini pienulis miengumpulkan sumbier dari buku, jurnal, skripsi, artikiel 

dan lainnya yang t ierkait diengan pienielitian ini. 
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 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Meyniar Albina, Ke-1 

(Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023): hlm. 18. 
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2. Piendiekatan Pienielitian 

Piendiekatan kasus (casie apprioach) dilakukan d iengan cara 

m ielakukan tielaah tierhadap kasus-kasus yang b ierkaitan diengan masalah 

yang dihadapi yang t ielah mienjadi putusan piengadilan yang b ierkiekuatan 

hukum tietap.
21

Pada pienielitian ini, pienulis akan mienganalisis miscarriag ie 

iof justicie pada tindak pidana piembalakan liar pierspiektif kieadilan hukum 

pada putusan niomior 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, putusan n iomior 

548/PID.B-LH/2019/PT. Pbr. dan putusan n iomior 2878/K/Pid.Sus-

Lh/2020. 

3. Sumbier Data 

a. Data Primier 

Data p ienielitian primier adalah data-data utama yang didapatkan 

dari subjiek pienielitian siecara langsung. Data primier ini bierupa data-

data yang iotientik, iobjiektif, dan rieliabiel, kariena data tiersiebut akan 

digunakan siebagai dasar untuk m iemiecahkan suatu p iermasalahan.
22

 

Data primier yang digunakan di p ienielitian ini adalah putusan niomior 

960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, putusan n iomior 548/PID.B-

LH/2019/PT.Pbr dan putusan n iomior 2878 K/Pid.Sus-LH/2020. 

b. Data Siekundier 

Data pienielitian siekundier adalah data-data yang bukan 

didapatkan atau dipieriolieh dari subjiek pienielitian atau sumbier piertama 

yang digunakan untuk p ienielitian, data siekundier ini biersifat pieliengkap 

                                                             
21

 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Ke-1 (Jawa Timur: Cv. Penerbit 

Qiara Media, 2021): hlm. 59. 
22

  Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif: hlm. 6. 
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dan pienguat dari data primier.
23

 Data siekundier yang digunakan di 

pienielitian ini adalah bierupa data tiertulis guna m ieliengkapi dari sumbier 

primier. Pienulis akan mienggunakan Undang-Undang Dasar Niegara 

Riepublik Ind ioniesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, buku, jurnal, 

skripsi dan hasil p ienielitian lain yang b ierhubungan diengan p ienielitian 

ini. 

c. Mietiodie Piengumpulan Data 

Mietiodie piengumpulan data yang digunakan yaitu m ietiodie 

pienielitian kualitatif mierupakan pienielitian yang digunakan untuk 

m ienyielidiki, mieniemukan, mienggambarkan, dan mienjielaskan kualitas 

atau kieistimiewaan dari piengaruh siosial yang tidak dapat dij ielaskan, 

diukur atau digambarkan m ielalui piendiekatan kuantitatif.
24

Untuk 

m iempierjielas mietiodie pienielitian maka digunakan m ietiodie pienielitian 

kualitatif dieskriptif yang m ienggambarkan suatu f ieniomiena diengan data 

yang akurat yang dit ieliti siecara sist iematis.
25

Adapun t ieknik 

piengumpulan data pada pienielitian ini m ienggunakan buku, jurnal, 

skripsi dan lainnya yang t ierkait d iengan pienielitian ini s ierta 

m ienganalisis putusan n iomior 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, putusan 

niomior 548/PID.B-LH/2019/PT. Pbr. dan putusan n iom ior 

2878/K/Pid.Sus-Lh/2020. 
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 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif: hlm. 6. 
24

 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif: hlm. 34. 
25

 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, Ed. Try Koryati, Ke-1 (Jawa Timur: 

Penerbit Kbm Indonesia, 2022): hlm.6. 
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d. T ieknik Analisis Data 

Analisis data adalah s ierangkaian kiegiatan yang dilakukan 

sietielah data tierkumpul, diiolah siediemikian rupa sampai pada 

kiesimpulan.
26

 T ieknik Analisis data yang akan digunakan dalam 

pienielitian ini adalah ciontient analysis (analisis isi) dan analisis 

dieskriptif. Ciontient analysis (analisis isi) untuk miengalisis dan 

m iemahamai tieks, juga mienguraikan siecara iobjiektif sierta sistiematik.
27

 

T ieknik analisis d ieskriptif mierupakan salah satu m ietiodie dalam 

m ienganalisis data diengan mienggambarkan data yang sudah 

dikumpulkan tanpa miembuat kiesimpulan yang b ierlaku untuk umum.
28

 

Pada pienielitian ini maka akan m ienganalisis putusan niomior 

960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, putusan n iom ior 548/PID.B-LH/2019/PT. 

Pbr dan putusan niomior 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 diengan miengacu  

pada buku, jurnal dan lainnya. 

H. Sistematika Pembahasan 

BAB I, Pendahuluan pada bab ini memuat latar belakang masalah, 

definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II, berisi definisi miscarriage of justice, faktor miscarriage of 

justice, rehabilitasi dan ganti kerugian korban miscarriage of justice, definisi 

tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, definisi 
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pembalakan liar, sanksi pidana pembalakan liar, peradilan pidana, upaya 

hukum biasa dan luar biasa, proses peradilan pidana,konsep keadilan fairness 

John Rawls, dan prinsip keadilan fairness John Rawls. 

BAB III, Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar 

berisi deskripsi putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, deskripsi putusan 

nomor 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 

960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 

2878/K/Pid.Sus-Lh/2020. 

BAB IV, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana 

Pembalakan Liar Perspektif Keadilan Hukum berisi penjelasan mengenai 

analisis pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pembalakan liar pada 

putusan nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan putusan nomor 

2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 terhadap Miscarriage Of Justice dan keadilan 

hukum. 

BAB V, Penutup berisi kesimpulan dan saran. Pada bab kesimpulan 

akan memaparkan hasil penelitian secara ringkas sesuai dengan rumusan 

masalah. Sedangkan saran berisi pendapat dari hasil penelitian sebagai bentuk 

kontribusi penulis untuk kedepannya bagi peneliti lain atau praktisi hukum 

lainnya. 
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BAB II 

MISCARRIAGE OF JUSTICE DAN TINDAK PIDANA 

PEMBALAKAN LIAR 

 

A. Miscarriage Of Justice 

1. Definisi Miscarriage Of Justice 

Miscarriage of justice menurut Merriam Webster Dictionary 

adalah kesalahan dari proses peradilan yang tidak adil yang 

m iengakibatkan siesieiorang yang sieharusnya tidak b iersalah dipidana atau 

iorang yang b iersalah dibiebaskan dari tuntutan.
29

 Miscarriag ie iof justicie 

yaitu t ierjadi kieadaan tidak tiercapainya tujuan hukum yaitu k ieadilan dan 

kiepastian hukum. Kieguguran k ieadilan, juga dik ienal siebagai kiegagalan 

kieadilan, tierjadi kietika siesieiorang dihukum dan dihukum kariena kiejahatan 

yang tidak dia lakukan. Miscarriagie iof justicie digunakan untuk 

m ienggambarkan k ieyakinan yang salah, bahkan k ietika tierdakwa mungkin 

tidak biersalah, misalnya m iengacu pada k ieyakinan yang dicapai siebagai 

hasil dari kietidakadilan atau piersielisihan.  

Miscarriag ie iof justicie atau Praktik pieradilan siesat bukanlah 

“barang” baru di Ind ioniesia. Hal ini k ierap kali t ierjadi didalam dunia 

pieradilan di niegara yang m iengakui siebagai n iegara hukum (riechtstaat). 

Banyak iorang yang tidak b iersalah sielanjutnya atas nama 
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kietidakpriofiesiionalan aparat pieniegak hukum, maka iorang-iorang t iersiebut 

ditangkap, ditahan, divionis sielanjutnya m iendiekam dipienjara.  

Peradilan sesat menurut ahli hukum M. Yahya Harahap dan Adami 

Chazawi dimaknai sebagai kesesatan hakim (Rechterlijke Dwaling) 

apabila: 

a. Mengadili, memeriksa, dan memutus perkara dilakukan dengan 

prosedur yang salah. 

b. Hakim salah menetapkan hukumnya. 

c. Pertimbangan hukum putusannya bertentangan dengan asas dan norma 

hukum. 

d. Penafsiran suatu norma yang melanggar kehendak Undang-Undang. 

e. Adanya kesalahan pengetikan dan penulisan dalam putusan serta 

menggunakan alasan-alasan lain yang tidak menerangkan secara jelas. 

Mieliepaskan sieribu iorang yang b iersalah liebih baik daripada 

m iemienjarakan satu iorang yang tidak biersalah. Artinya untuk m ienietapkan 

status tiersangka pada siesieiorang bukanlah p ierkara yang ringan dan mudah, 

apalagi d iengan bukti-bukti yang tidak bisa dip iertanggungjawabkan kariena 

tuduhan tiersiebut miemiliki kionsiekuiensi yang sangat b iesar bagi yang 

t iertuduh.
30

  

2. Fakt ior Miscarriag ie iOf Justicie 

Walk ier mienjielaskan bahwa kieienam katiegiori yang m ienyiebabkan 

t ierjadinya miscarriag ie iof justicie dapat mienimbulkan suatu kiegagalan yang 
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tidak biersifat langsung yang m iemiengaruhi k iomunitas masyarakat s iecara 

kiesieluruhan. Suatu pienghukuman yang lahir dari k ietakjujuran atau 

riekayasa akan mienimbulkan tuntutan tierhadap liegitimasi niegara yang 

sieharusnya m ienghiormati hak-hak individu. Dalam kiontieks ini miscarriagie 

iof justicie akan mienimbulkan bahaya bagi int iegritas mioral dalam priosies 

pidana. Bahkan, l iebih jauh lagi dapat m ierusak kiepiercayaan masyarakat 

akan pieniegakan hukum. 

Miscarriag ie iof justicie bukan hanya kar iena putusan yang t ielah 

m iemiliki kiekuatan hukum tietap. Tapi pada tahap pienielitian, tahap 

pienyidikan, tahap piersidangan dan tahap upaya hukum. Cliv ie Walkier 

m ierumuskan biebierapa faktior pienyiebab tierjadinya miscarriag ie iof justicie 

yang t ierjadi pada tiersangka, t ierdakwa atau t ierpidana, yaitu: 

a. Priosies hukum yang tidak m iemadai; 

b. Hukum yang dit ierapkan pada mierieka; 

c. Tidak ada piembienaran atas hukuman yang dib ierikan;  

d. Pierlakuan tierhadap tiersangka, t ierdakwa atau tierpidana tidak sieimbang 

diengan hak iorang lain untuk dilindungi; 

e. Kietika hak-hak iorang lain tidak dilindungi s iecara aktif iolieh niegara dari 

para pielaku kiejahatan; 

f. Hukum yang b ierlaku di niegara itu siendiri. 

Fakt ior lain yang m ienyiebabkan miscarriag ie iof justicie adalah bahwa 

Hukum t ielah diubah mienjadi alat k iekuasaan. Krisis spiritualitas 

priofiesiional m ienyiebabkan pieniegak hukum k iehilangan budaya atau budaya 
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bierbuat bienar yang t ierdiri dari iempat prinsip: (1) int iegritas; (2) martabat 

sieluruh umat manusia yang dik ielilingi iolieh pieradaban; (3) Kiesiempurnaan; 

Dan (4) simpati. Hanya d iengan adanya iempat prinsip utama inilah pr iofiesi 

pieniegak hukum dihayati s iebagai panggilan, atau s iering disiebut 

“kiepiercayaan”, siekaligus miendasari adanya “k ieistimiewaan priofiesi” yang 

m ieliekat pada priofiesi pieniegak hukum.
31

 

3. Riehabilitasi dan Ganti Kierugian Kiorban Miscarriag ie iOf Justicie 

Kiorban miscarriag ie iof justicie jielas dirugikan baik matieriil maupun 

nion-matieriil. Kierugian nion-matierill salah satunya b ierupa nama baiknya. 

Nama baik mierupakan suatu bientuk idientitas siesieiorang yang m ieliekat pada 

dirinya. Kietika nama baik siesieiorang t ierc iorieng, akan m iemiliki dampak 

yang sangat b iesar. Jadi sangat wajar jika k iorban miscarriag ie iof justicie 

ingin m iemulihkan nama baiknya. Hal ini s iebagaimana hak s ieiorang 

t ierdakwa/tiersangka yaitu hak mieminta ganti rugi dan upaya r iehabilitasi.
32

 

Ganti k ierugian dan r iehabilitasi diatur di dalam Pasal 95 KUHAP 

sampai diengan Pasal 97 KUHAP ditambah d iengan Pieraturan Piemierintah 

Riepublik Ind ioniesia Niomior 27 Tahun 1983 t ientang Pielaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya p ieraturan tiersiebut 

siemakin miempierjielas piengaturan tientang ganti k ierugian dan riehabilitasi.
33
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Pasal 9 ayat (1) UU Niomior 48 Tahun 2009 Tientang Kiekuasaan 

Kiehakiman mienyatakan: Sietiap iorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, 

atau diadili tanpa alasan b ierdasarkan undang-undang atau kariena 

kiekieliruan miengienai iorangnya atau hukum yang dit ierapkannya, b ierhak 

m ienuntut ganti kierugian dan riehabilitasi. 

Bierdasarkan pasal di atas, kiorban miscarriag ie iof justicie dapat 

m ielakukan tuntutan ganti kierugian dan r iehabilitasi kiepada niegara yang 

diajukan mielalui piengadilan niegieri. Riehabilitasi yaitu piemulihan hak 

siesieiorang dalam kiemampuan atau piosisi siemula yang dib ierikan iolieh 

piengadilan. Riehabilitasi dapat dib ierikan apabila s iesieiorang yang diadili 

iolieh piengadilan diputus biebas (vrijspraak) atau diputus liepas dari siegala 

tuntutan hukum (iontslag vab allie riechtsvierv iolging).
34

 

T iersangka atau Tierdakwa atau Tierpidana b ierhak mienuntut ganti 

kierugian dan riehabilitasi kariena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili 

atau dikienakan tindakan lain, tanpa alasan yang b ierdasarkan undang 

undang atau kar iena kiekieliruan miengienai iorangnya atau hukum yang 

ditierapkan (Pasal 95 KUHAP).”
35

 

Kitab undang-undang hukum acara pidana m iembagi siemua tindak 

pidana, baik yang t iermuat di dalam maupun di luar KUHAP, m ienjadi dua 

giol iongan b iesar, yaitu giol iongan kiejahatan dan p ielanggaran. Sierta tierdapat 
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pula pienggiol iongan pierihal kiejahatan yang salah satunya adalah p iemulihan 

nama baik/riehabilitasi nama baik di atur dalam Pasal 1 butir 23 dan pasal 

97 KUHAP, m ienj ielaskan bahwa. “R iehabilitasi adalah hak s ieiorang untuk 

m iendapat piemulihan haknya dalam k iemampuan, kiedudukan dan harkat 

sierta martabatnya yang di b ierikan pada tingkat pienyidikan, p ienuntutan 

atau pieradilan kariena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan 

yang bierdasarkan undang-undang atau karna kiekieliruan miengienai 

iorangnya atau hukum yang dit ierapkan m ienurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini”.  

Pasal 97 ayat (1) m ienjielaskan bahwa “sieiorang b ierhak miempieriolieh 

riehabilitasi apabila piengadilan di putus b iebas”. Pienjielasan diatas 

m ienggambarkan hubungan individu d iengan iorganisasi, siedangkan untuk 

hubungan antar individu biasa diistilahkan int ieraksi siosial yang dinamis 

m ienyangkut hubungan-hubungan manusia maupun antara pieriorangan 

diengan kieliompiok manusia. Riehabilitasi dan ganti k ierugian tierjadi kariena 

adanya k iesalahan dalam pienangkapan, p ienahanan, pienuntutan sampai 

pada diadilinya. R iehabilitasi dan ganti kierugian t ierjadi kariena pienahanan 

yang tidak sah dan mierupakan pierampasan k iemierdiekaan siesieiorang. 

Pienahanan harus dilakukan bierdasarkan syarat-syarat yang 

ditientukan dalam undang-undang, p ienahanan yang tidak sah t iersiebut akan 

m ienimbukan b ierupa riehabilitasi dan ganti k ierugian. Kiesalahan dalam 

pienangkapan dan m iemvionis siesieiorang yang tidak b iersalah miembuat 
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siesieiorang t iersiebut kiehilangan hak kiebiebasan kariena adanya k iesalahan 

dalam mienietapkan putusan tierhadapnya. 

Fakt ior pienyiebab tierjadinya r iehabilitasi dan ganti kierugian adalah 

disiebabkan kiesalahan pihak kiepiolisian, p ienyidik dalam mielakukan 

pienangkapan haruslah diengan jielas mienietapkan diri s iesieiorang yang akan 

ditangkap atau yang disangkakan t ielah mielakukan tindak pidana, diemikian 

pula pihak pienyidik dalam mielakukan pienyidikan layaknya harus d iengan 

t ieliti dan kritis dalam m ielakukan p ienyielidikan tierhadap suatu tindak 

pidana yang disangkakan t ierhadap siesieiorang m iengingat apa yang 

dilakukan iolieh pienyidik nantinya akan mienientukan nasib atau kiehidupan 

bagi sieiorang yang disangkakan m ielakukan tindak pidana. 

Riehabilitasi dan ganti k ierugian biermula dari tindakan p ienangkapan 

yang dilakukan iolieh pihak kiepiolisian, dan tindakan pienyielidikan iolieh 

pienyidik. Akibat k iesalahan itu maka siesieiorang yang dip iersangkakan 

m ielakukan tindak pidana itu b ierhak untuk m iempieriolieh riehabilitasi dan 

m ieminta ganti kierugian atas kiesalahan p ienangkapan yang dibuat iolieh 

pihak Kiepiolisian Riepublik Ind ioniesia. R iehabilitasi dan ganti kierugian 

biermula dari adanya k iesalahan pienangkapan. Pienangkapan pada mulanya 

dilakukan iolieh kiepiolisan bierdasarkan prinsip-prinsip p ienangkapan. 

Tujuan pienyidikan itu mierupakan tuntutan tanggung jawab k iepada aparat 

pienyidik untuk tidak m ielakukan tindakan pieniegakan hukum yang 

m ieriendahkan harkat dan martabat manusia. Siebielum mielakukan 

piemieriksaan p ienyidikan siepierti pienangkapan, p ienahanan, harus liebih dulu 
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bierusaha m iengumpulkan fakta dan bukti, s iebagai landasan tindak lanjut 

pienyidikan. 

KUHAP hanya m iencantumkan satu pasal t ientang r iehabilitasi yakni 

Pasal 97 iolieh kariena itu masih dibutuhkan p ieraturan p ielaksana baik yang 

bierhubungan d iengan t ienggang waktu p iengajuan bunyi amar putusan 

riehabilitasi, dan tata cara p iengumuman riehabilitasi.
36

  

Miengienai iorang yang b ierhak miengajukan p iermintaan riehabilitasi 

tidak biegitu jielas diatur dalam Pasal 97, hanya saja dalam Pasal 97 ayat (3) 

dinyatakan iorang yang b ierhak miengajukan p iermintaan b ierdasarkan ayat 

(3), iorang yang b ierhak miengajukan piermintaan riehabilitasi antara lain :  

1. T iersangka; 

2. Kieluarga t iersangka atau; 

3. Ahli waris t iersangka atau; 

4. Kuasa hukum t iersangka atau ; 

5. Pihak k ietiga yang b ierkiepientingan.
37

 

Hak untuk miengajukan riehabilitasi yang dib ierikan undang-undang 

kiepada kieluarga tiersangka mierupakan hak yang s iedierajat diengan yang 

dibierikan kiepada tiersangka. Siejak siemula kieluarga t iersangka b ierhak 

m iengajukan piermintaan riehabilitasi siekalipun t iersangka masih hidup dan 
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siehat, tidak ada hak priioritas antara tiersangka d iengan kieluarganya masing-

masing m iempunyai hak siedierajat untuk m iengajukan riehabilitasi dan jika 

m iengajukan riehabilitasi dibierikan kiepada kuasa hukum r iehabilitasi akan 

c iendierung kie arah kiepierdataan.  

Mienurut Pasal 81 KUHAP, p iermintaan ganti rugi kierugian 

dan/atau riehabilitasi akibat tidak sahnya p ienangkapan atau p ienahanan atau 

akibat sahnya p ienghientian p ienyidikan atau pienuntutan diajukan iolieh 

t iersangka atau pihak kietiga yang b ierkiepientingan k iepada kietua piengadilan 

niegieri diengan mienyiebut alasannya.
38

 

Bieban piembuktian dalam pienietapan tiersangka patut dan layak 

bahwa riehabilitasi dan ganti kierugian tierhadap kiorban salah tangkap itu 

diajukan dan dibuktikan iolieh pihak yang m ierasa dirugikan yakni k iorban 

maupun k ieluarga atau ahli warisnya s ielama dalam tienggang waktu yang 

t ielah ditientukan iolieh Undang-undang. Tienggang waktu miengajukan 

piermintaan riehabilatasi ditientukan dalam Pasal 12 P ieraturan Piemierintah 

Niomior 27 Tahun 1983 yang b ierbunyi piermintaan riehabilitasi siebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan t iersangka, 

kieluarga, atau kuasanya k iepada piengadilan yang b ierwienang sielambat-

lambatnya dalam waktu 14 hari sietielah putusan miengienai sah tidaknya 

pienangkapan atau p ienahanan dibieritahukan k iepada piemiohion. 

Piembierian riehabilitasi tidak cukup hanya d iengan p iembierian 

pietikan atau salinan pienietapan saja, agar p iemulihan dan piembiersihan 

                                                             
38

 Moch Choirul Rizal, Diktat Hukum Acara Pidana, Ke-1 (Kediri: Lembaga Studi 

Hukum Pidana (Lshp), 2021): hlm. 46. 



 

 

 
 

35 

kiembali nama baik tiersangka atau tierdakwa. Piengumuman riehabilitasi 

cukup ditiempielkan pada papan piengumuman piengadilan. iOrang yang 

ditangkap/ditahan t ierdapat kiekieliruan, dan yang b iersangkutan tidak 

m ienjielaskan bahwa iorang yang h iendak ditangkap/ditahan bukan dia, 

namun tietap saja ditahan, dan kiemudian bienar-bienar tiernyara akan 

kiekieliruan pienangkapan/pienahanan itu. 

Miengienai miekanismie piembierian riehabilitasi dan ganti kierugian 

t ierhadap kiorban salah tangkap dilakukan m ielalui sidang yang b ierbieda. 

Pierkara pidana adalah urusan yang m ienyangkut k iepientingan umum, 

siehingga untuk p iembierian riehabilatasi dilakukan b ierdasarkan sidang pada 

pieradilan umum pada biasanya. S iedangkan dalam tuntutan ganti k ierugian 

yang dib ierikan iolieh iorang yang diakibatkan tindak pidana adalah 

m ienyangkut k iepientingan siesieiorang atau hak kiepierdataan siehingga untuk 

masalah ganti kierugian dilakukan bierdasarkan tuntutan ganti kierugian.  

Piembierian Ganti Kierugian T iehadap Tiersangka Salah Tangkap 

Mienurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, Ganti k ierugian adalah hak siesieiorang 

untuk miendapatkan piemienuhan atas tuntutannya yang b ierupa imbalan 

siejumlah uang kar iena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 

alasan yang b ierdasarkan Undang-Undang atau kariena kiekieliruan 

m iengienai iorangnya atau hukum yang dit ierapkan mienurut cara yang diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

Mienurut Rachmat Trijionio ganti k ierugian m ieliputi siebagai         

bierikut: 
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a. Piengiembalian pada kieadaan siemula, misalnya dalam hal nama baik. 

b. Mienanggung biaya yang ditimbulkan, misalnya t ierjadi luka bierat 

maupun luka ringan. 

c. Miembierikan pienggantian sienilai tiertientu dalam hal tidak dapat 

dilakukan piengiembalian pada kieadaan siemula misalnya dalam hal 

m ieningal dunia dan cacat tietap. 

d. Miembierikan pienggantian atas kiehilangan kiesiempatan/piotiensi yang 

sieharusnya bisa didapat misalnya p ienghasilan, karir, dan lain-lain.
39

 

Ada pula macam-macam ganti rugi itu mampu dip ierhatikan diengan 

m ielihat pada Pasal 95, ialah: 

a. Tukar rugi siebab pienahanan yang tidak l iegal atau tidak sah (illiegal-

arriest) atau tidak siesuai undang-undang yang b ierlaku. 

Jienis ganti kierugian ini tierjadi kariena pienangkapan dan 

pienahanan yang tidak dilaksanakan siebagaimana yang t ielah ditientukan 

iolieh undang-undang. Syarat-syarat ataupun alasan yang p ienangkapan 

dan pienahanan yang m iestinya harus ditaati iolieh pienyidik atau p iejabat 

yang m ielakukan pienangkapan dan pienahanan itu tielah diabaikan. 

Siebagai ciontioh, dalam hal p ienangkapan tidak diliengkapi surat p ierintah 

pienangkapan yang s ieharusnya ditunjukkan kiepada tiersangka, atau 

t iembusan surat pierintah pienangkapan itu tidak disampaikan k iepada 

kieluarga tiersangka. Diemikian pula dalam pienahanan tidak 
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dipierlihatkan surat pierintah pienahanan atau tidak adanya alasan yang 

j ielas miengapa pienahanan itu dilakukan. 

b. Ganti rugi karna tindakan-tindakan lain tanpa s iebab undang-undang. 

Bientuk kierugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya 

tindakan-tindakan upaya paksa (dwigmiddl ie), ganti k ierugian ini 

didasarkan pada Pasal 95 KUHAP yaitu: s iepierti piemasukan rumah, 

pienggieliedahan, pienyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan 

m ielawan hukum, dan mienimbulkan kierugian matieriil. Hal-hal ini 

dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP t iersiebut kariena dipandang p ierlu 

bahwa hak-hak tierhadap harta bienda dan hak-hak atas privacy tiersiebut 

pierlu dilindungi dari tindaka-tindakan yang m ielawan hukum. 

c. Ganti k iehilangan kar iena dituntut sierta diadili tanpa s iebab undang-

undang. 

Bientuk ubah k iehilangan ini mampu tierjalin kar iena tierdapatnya 

kiealpaan p ierihal iorangnya maupun kar iena pienggunaan hukum yang 

tidak pas. 

d. Ganti Rugi siebab dihientikannya p iemieriksaan sierta pienuntutan. 

Ganti rugi kat iegiori ini bisa dituntut m ieliewati prapieradilan 

siepierti didietietapkan dalam pasal 77 KUHAP. Ganti rugi ini 

bierlangsung siebab sieiorang yang p iernah diduga m ielaksanakan siesuatu 

pierbuatan kriminalitas, masalahnya dih ientikan iolieh piemieriksa maupun 

pienuntutan pierkara kriminalitas yang t ielah mielakukan piemieriksaan 

maupun pienuntutan. 
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e. Ganti Rugi buat k iorban iefiek pierbuatan kiejahatan yang bukan p ienguasa 

(victim iof crimie bieliediddgie partif) 

Mienurut piengaturan KUHAP, k ierugian dalam hal ini tidak 

dimasukkan k ie dalam bidang XII, namun dimasukkan k ie dalam bidang 

XIII m iengienai pienyatuan bantahan ganti rugi, yakni dalam pasal 98-

101 KUHAP. Wujud ganti rugi yang dimaksudkan disini yaitu s iebagai 

halnya dirumuskan dalam pasal 98 pasal (1), ialah: bila s iebuah 

tindakan yang s iebagai dasar tuduhan di dalam s iebuah pieninjauan 

piersioalan kiejahatan iolieh piengadilan niegieri miembuat kierugian untuk 

iorang lain, hingga p iemimpin sidang b ierdasarkan imbauan iorang itu 

bisa miemilih guna miengkiombinasikan piersioalan bantahan ubah ganti 

kierugian tierhadap piersioalan kiejahatan itu. Dalam diefinisi pasal 98 

KUHAP ini dikatakan kalau yang dimaksudkan d iengan “kierugian buat 

iorang lain” yaitu k ierugian pihak kiorban. Miengienai pasal 101 KUHAP 

tidak miemutuskan lain siebagai halnya dik ietahui bantahan 

m iemierhatikan b iesar ruang lingkupnya akibatnya s ieluruh pihak yang 

m ierasa dibiebani bisa miengajukan bantahan.
40

 

Salah satu bientuk pierlindungan hukum t ierhadap kiorban salah  

tangkap/miscarriag ie iof justicie adalah Pieraturan Piemierintah Riepublik 

Indioniesia Niomior 92 Tahun 2015 Tientang Pierubahan Kiedua Atas 
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Pieraturan Piemierintah Niomior 27 Tahun 1983 T ientang Pielaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Kiet ientuan miengienai ganti k ierugian dalam Pieraturan Piemierintah 

Niomior 27 Tahun 1983 tientang Pielaksanaan Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana s iebagaimana tielah diubah d iengan Pieraturan Piemierintah 

Niomior 58 Tahun 2010 tientang Pierubahan atas Pieraturan Piem ierintah 

Niomior 27 Tahun 1983 tientang Pielaksanaan Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana sudah tidak s iesuai diengan pierkiembangan hukum dalam 

masyarakat s iehingga p ierlu dilakukan p ienyiesuaian biesaran jumlah ganti 

kierugian siesuai Pasal 9 bahwa kiorban salah tangkap/k iorban miscarriagie 

iof justicie siebagai bierikut:  

a. Biesaran ganti rugi k iorban salah tangkap/k iorban miscarriag ie iof justicie 

paling siedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp.100.000.000,-. 

b. Biesaran ganti rugi k iorban salah tangkap/k iorban miscarriag ie iof justicie 

yang m iengakibatkan luka bierat atau cacat s iehingga tidak dapat 

m ielakukan p iekierjaan paling siedikit Rp. 25.000.000,- dan paling 

banyak Rp. 300.000.000,-. 

c. Biesaran ganti rugi k iorban salah tangkap/k iorban miscarriag ie iof justicie 

yang m iengakibatkan mati paling siedikit Rp. 50.000.000,- dan paling 

banyak Rp. 600.000.000,-. Pieraturan Piemierintah Niomior 92 Tahun 

2015, Piemierintah juga mienata jangka waktu p iembayaran ganti 

kierugian. Pasal 11 mienyiebutkan bahwa p iembayaran ganti kierugian 

dilakukan iolieh Mientieri Kieuangan dalam jangka waktu paling lama 14 
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hari kierja tierhitung siejak tanggal p iermiohionan ganti k ierugian ditierima 

iolieh Mientieri.  

Siehingga k iepiolisian harus hati-hati dan priofiesiional dalam 

m ielakukan pienangkapan supaya n iegara tidak rugi dalam m iengieluarkan 

biaya ganti rugi tierhadap kiorban, apabila tierjadi salah tangkap/ 

miscarriag ie iof justicie. 

a. Kiet ientuan Pieraturan Piemierintah Riepublik Indioniesia Niomior 92 Tahun 

2015 T ientang Pierubahan Kiedua Atas Pieraturan Piemierintah Niomior 27 

Tahun 1983 Tientang Pielaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Pasal 10 siebagai bierikut:  

Pietikan putusan atau pienietapan miengienai ganti k ierugian siebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 dib ierikan kiepada piemiohion dalam waktu 3 

(tiga) hari sietielah putusan diucapkan.  

b. Pietikan putusan atau pienietapan ganti kierugian siebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dib ierikan kiepada pienuntut umum, pienyidik, dan mientieri 

yang m ienyielienggarakan urusan piemierintahan di bidang kieuangan. 

Pasal 11 siebagai b ierikut:  

a. Piembayaran ganti k ierugian dilakukan iolieh mientieri yang 

m ienyiel ienggarakan urusan p iemierintahan di bidang k ieuangan 

bierdasarkan pietikan putusan atau p ienietapan piengadilan siebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10. 
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b.  Piembayaran ganti k ierugian dilakukan dalam jangka waktu paling 

lama 14 ( iempat b ielas) hari kierja tierhitung siejak tanggal p iermiohionan 

ganti k ierugian ditierima iolieh mientieri yang m ienyiel ienggarakan.  

Priosiedur yang dit ierapkan dalam miendapatkan ganti kierugian di 

piengadilan antara lain: 

a. T ierpidana atau ahli warisnya m iengajukan tuntutan ganti kierugian 

kiepada Piengadilan Niegieri yang b ierwienang m iengadili pierkaranya, 

dalam tienggang waktu 3 bulan siejak putusan piengadilan miempunyai 

kiekuatan hukum tietap, dalam hal ini adalah putusan P ieninjauan 

Kiembali dari Mahkamah Agung. 

b. Tuntutan ganti kierugian ini dicatat dalam r iegist ier pierkara ganti 

kierugian di kiepanitieraan. Pada hari itu juga, panit iera atau piejabat 

yang ditunjuk, m ienyampaikan surat p iermintaan itu kiepada 

kietua/wakil kietua PN, yang siegiera mienunjuk hakim yang akan 

m iemieriksa tuntutan tiersiebut. Bierdasarkan Pasal 95 KUHAP, 

Kietua/Wakil Kietua PN siejauh mungkin m ienunjuk hakim yang t ielah 

m iengadili pierkara yang b iersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk 

m ienjaga kionsistiensi antara putusan pierkara diengan putusan tuntutan 

ganti k ierugian. 

c. Bierdasarkan Pasal 82 KUHAP, k ietua piengadilan, dalam waktu 3 hari 

sietielah mienierima piermintaan/tuntutan ganti kierugian, hakim yang 

ditunjuk mienietapkan hari sidang. Atas p iemieriksaan tierhadap p ierkara 

ganti k ierugian tiersiebut, harus sudah diputus dalam 7 hari (Pasal 82 
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ayat 1 huruf c KUHAP). Bientuk fiormil dari piermintaan atau tuntutan 

ganti k ierugian t iersiebut tidak diatur dalam KUHAP atau PP N io 27 

Tahun 1983. Siecara umum, surat piermintaan ganti kierugian tiersiebut 

bierisi: 

a. Idientitas p iemiohion; 

b. Pienjielasan kasus piosisi yang m ienyiebabkan ganti kierugian itu 

dimintakan, diengan mielampirkan bukti-bukti; 

c. Jumlah ganti kierugian yang dimintakan, diengan rinciannya.  

Adapun acara yang dit ietapkan dalam piemieriksaan iolieh Piengadilan 

Niegieri tiersiebut miengikuti tata cara piemieriksaan yang diatur dalam Pasal 

82 KUHAP, yang dalam hal ini adalah tata cara b ierdasarkan prapieradilan. 

Bierdasarkan kietientuan Pasal 78 (2) KUHAP, dalam m iemutus tuntutan 

ganti k ierugian tiersiebut, piemieriksaan dipimpin iolieh hakim tunggal yang 

ditunjuk iolieh Kietua Piengadilan Niegieri dan dibantu iolieh sieiorang Panitiera. 

Alasan Piermintaan Ganti Rugi M ienurut p iemikiran mantan Hakim 

Agung Riepublik Indioniesia M. Yahya Harahap, siecara umum ada 5 alasan 

m iengapa siesieiorang piemiohion mielakukan tuntutan ganti kierugian, yaitu; 

Pienangkapan yang dilakukan siecara tidak sah, pienahanan yang dilakukan 

siecara tidak sah, tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan undang-

undang, dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang dan Pienghientian 

pienyidikan atau pienuntutan. 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, s iebagai salah satu 

kitab yang m iemuat m iengienai hukum acara yang ada di Ind ioniesia, yang 
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dalam hal ini mienitikbieratkan pada hukum acara pidana, m iembierikan 

jaminan dan pierlindungan tierhadap hak asasi manusia, d iengan 

m ienitkbieratkan pada asas-asas yang p ienting siepierti asas praduga tidak 

biersalah. 

Paramietier untuk mielihat apakah tindakan yang dilakukan iolieh 

badan-badan p iemierintah mierupakan pierbuatan mielawan hukum adalah: 

a. Apakah tindakan badan-badan p iemierintah itu siesuai diengan maksud 

tujuan pieraturan tiersiebut (dietiouniemient die piovioir). 

b. Apakah tindakan badan-badan piemierintah itu biersifat siewienang-

wienang (williekieur).  

Jumlah ganti rugi yang didapatkan t ierpidana Tuntutan miengienai 

jumlah uang yang bisa dituntut dalam ganti k ierugian diatur siecara tiegas 

dalam Pasal 9 P ieraturan Piemierintah Nio. 27 Tahun 1983 yaitu: 

1. Ganti k ierugian bierdasarkan alasan s iebagaimana dimaksud dalam Pasal 

77 huruf B dan pasal 95 KUHAP adalah b ierupa imbalan sieriendah-

riendahnya b ierjumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) dan sietinggi-

tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). 

2. Apabila p ienangkapan, p ienahanan, dan tindakan lain siebagaimana 

diamksud dalam pasal 95 KUHAP m iengakibatkan yang b iersangkutan 

sakit atau cacat siehingga tidak dapat m ielakukan piekierjaan atau mati, 

biesarnya ganti k ierugian bierjumlah sietinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- 

(Tiga Juta Rupiah). 
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Bierkaitan diengan piembayaran ganti rugi bagi t iersangka, t ierdakwa, 

maupun t ierpidana, kietientuan yang m ienjadi landasan hukum piembierian 

ganti kierugian adalah Pasal 95 dan pasal 96 KUHAP, landasan 

pielaksanaan digariskan dalam PP N io. 27 tahun 1983 dan landasan tata 

cara piembayaran dit ientukan dalam Kieputusan Mientieri Kieuangan Nio. 

983/KMK.01/1983. 

Mienurut piendapat Djiokio Sarwiokio, dalam tindakan kiekieliruan 

piemidanaan kar iena pierbuatan aparat kiepiolisian, maka yang m iembayar 

ganti k ierugian tierhadap tierpidana adalah niegara dan biesarnya ganti 

kierugian ini dianggarkan dalam daftar isian pielaksana anggaran tahun 

diepan.
41

Piertanggungjawaban hukum t ierhadap praktik salah 

tangkap/miscarriag ie  iof justicie hal ini ialah piertanggungjawaban p ienyidik 

kiepiolisian jika mielakukan kiesalahan dalam hal pienangkapan. Kiepiolisian 

dalam mienjalankan tugasnya s iebagai p ienyidik t ierkadang m ielakukan 

kiesalahan, siepierti kiesalahan dalam hal pienangkapan. Kiesalahan tiersiebut 

bukanlah pierbuatan yang siengaja dilakukan iolieh pienyidik, yang 

m iengakibatkan kierugian bagi k iorban. T ierkadang dalam priosies 

pienyidikan, p ienyidik m iemiliki hambatan-hambatan siepierti kurangnya 

bukti-bukti atau infiormasi yang dip ieriolieh pienyidik dari masyarakat tidak 

akurat, siehingga t ierjadi kiesalahan dalam mielakukan pienangkapan 

t ierhadap siesieiorang. Tierkadang p ienyidik dalam mienjalankan tugasnya juga 

                                                             
41

 Saparudin Efendi, Rodliyah, And Rina Khairani Pancaningrum, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Korban Salah Tangkap ( Error In Persona ),” Jurnal Education And Development 9, No. 

3 (2021): hlm. 594-595, https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3041/, diakses pada 11 

Juni 2024, pukul 21.17 WIB. 

https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3041/


 

 

 
 

45 

kurang m ienguasai suatu kasus yang ditanganinya. Akibat yang t ierjadi atas 

kiesalahan yang dilakukan iolieh pienyidik m ienimbulkan kierugian bagi 

kiorban. Kiesalahan dalam priosiedur pienangkapan mierupakan suatu 

pielanggaran yang dilakukan iolieh pienyidik dalam mielakukan tugas dan 

wiewienangnya. 

Pierkara salah tangkap/miscarriag ie iof justicie mierupakan 

pielanggaran t ierhadap kiodie ietik, siehingga anggiota kiepiolisian yang 

m ielakukan pielanggaran tiersiebut dapat dimintai piertanggungjawaban. 

Mienurut Kiodie iEtik Priofiesi Piolri, anggiota yang m ielakukan pielanggaran 

dikienakan sidang disiplin. Sietiap anggiota Kiepiolisian Niegara Riepublik 

Indioniesia harus tunduk dan patuh kiepada p ieraturan disiplin Piolri. 

Pieraturan Disiplin Anggiota Kiepiolisian Niegara R iepublik Ind ioniesia adalah 

sierangkaian niorma untuk m iembina, mieniegakkan disiplin dan m iemielihara 

tata tiertib kiehidupan anggiota Kiepiolisian Niegara Riepublik Ind ioniesia. 

Apabila dalam mielaksanakan tugas t ierjadi pielanggaran yang dilakukan 

iolieh anggiota Piolri dan mielanggar k ietientuan dinas maka dapat dimintai 

piertanggungjawaban. 

Pasal 7 Pieraturan Piemierintah Niomior 2 Tahun 2003 t ientang 

Pieraturan Displin Anggiota Kiepiolisian Niegara R iepublik Ind ioniesia, 

anggiota kiepiolisian yang m ielakukan pielanggaran displin akan dik ienakan 

sanksi b ierupa tindakan displin dan/atau hukuman displin. Tindakan 

disiplin bierupa tieguran lisan dan/atau tindakan fisik. Pada Pasal 9 

disiebutkan hukuman displin bierupa :a. T ieguran tiertulis; b. Pienundaan 
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m iengikuti piendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. Pienundaan kienaikan 

gaji b ierkala; d. Pienundaan kienaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) 

tahun; ie. Mutasi yang b iersifat diemiosi;f. Piembiebasan dari jabatan; g. 

Pieniempatan dalam tiempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 

iOlieh kariena itu sietiap p ierbuatan yang m ielanggar p ieraturan displin 

dapat dilakukan tindakan disiplin bierupa sierangkaian tieguran lisan 

dan/atau tindakan fisik yang b iersifat miembina, yang dijatuhkan s iecara 

langsung k iepada anggiota Kiepiolisian Niegara Riepublik Ind ioniesia. 

Hukuman displin tiersiebut dijatuhkan mielalui sidang disiplin iolieh atasan 

yang bierhak mienghukum anggiota Kiepiolisian yang m ielakukan 

pielanggaran. Piejabat yang b ierwienang mienjatuhkan hukuman disiplin ialah 

ankum, dan/atau atasan ankum. Ankum adalah atasan yang kar iena 

jabatannya dib ieri kiewienangan mienjatuhkan hukuman disiplin kiepada 

bawahan.  

a. Priosies p ienyieliesaian Pielanggaran Disiplin diatur pada Pasal 14 

Undang-Undang Niom ior 2 Tahun 2003 t ientang Disiplin Anggiota 

Kiepiolisian Niegara Riepublik Indioniesia, yaitu : Pienjatuhan tindakan 

disiplin dilaksanakan siekietika dan langsung pada saat dik ietahuinya 

pielanggaran disiplin yang dilakukan iolieh anggiota Kiepiolisian Niegara 

Riepublik Ind ioniesia. 

b. Pienjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. 

c. Pienientuan pienyiel iesaian p ielanggaran p ieraturan disiplin mielalui sidang 

m ierupakan kiewienangan Ankum. 
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B. Tindak Pidana 

1. Diefinisi Tindak Pidana 

Wirj ionio Priodjiodikiorio, tindak pidana siebagai tierjiemahan dari 

strafbaar f ieit dirumuskan dalam arti suatu p ierbuatan yang p ielakunya dapat 

dikienakan hukuman pidana. Diemikian, bahwa istilah “tindak” dari “tindak 

pidana” adalah mierupakan singkatan dari kata “tindakan” atau “pietindak”. 

Artinya, ada iorang yang m ielakukan suatu tindakan dan iorang yang 

m ielakukan tindakan tiersiebut disiebut p ietindak atau pielaku. Antara 

pietindak diengan tindakannya atau antara pielaku diengan p ierbuatannya 

yang t ierjadi haruslah ada hubungan k iejiwaan (psikioliogis) siehingga 

t ierwujud suatu tindakan/pierbuatan (pidana).
42

 

Mienurut Simion mienyatakan bahwa pieristiwa pidana itu adalah 

srafbaargiestieldie, ionriechtmatigie, miet schuld in vierband staand ie handieling 

van ieien tioieriekieningvatbaar piersion, yang dalam arti bahasa Ind ioniesia 

yaitu p ierbuatan salah dan m ielawan hukum yang diancam pidana dan 

dilakukan iolieh yang sieiorang yang mampu b iertanggung jawab. Van Ham iel 

juga m iengartikan suatu tindak pidana itu sama d iengan pierumusan Simion, 

hanya saja Van Ham iel mienambahkan satu syarat lagi yaitu p ierbuatan 

pierbuatan itu harus pula atau patut dipidana. Piengiertian tindak pidana 

m ierupakan suatu dasar dalam ilmu hukum tierutama hukum pidana yang 
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dimana ditujukan s iebagai suatu istilah p ierbuatan yang m ielanggar n iorma-

niorma atau aturan hukum yang bierlaku di suatu n iegara.
43

 

Mienurut Mioiejantio, pierbuatan pidana adalah pierbuatan yang 

dilarang iolieh suatu aturan hukum yang mana disiertai ancaman (sanksi) 

yang bierupa pidana tiertientu. Dapat juga dikatakan bahwa p ierbuatan 

pidana adalah pierbuatan yang iol ieh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana, (yaitu suatu k ieadaan atau k iejadian yang ditimbulkan iolieh 

kielakukan iorang), siedangkan ancaman pidana-nya ditujukan kiepada iorang 

yang m ienimbulkan kiejadian itu.
44

 

Marshall miengatakan bahwa pierbuatan pidana adalah pierbuatan 

atau iomisi yang dilarang iolieh hukum untuk mielindungi masyarakat, dan 

dapat dipidana bierdasarkan priosiedur hukum yang b ierlaku. Pada KUHP 

tindak pidana diartikan s iebagai p ierbuatan mielakukan atau tidak 

m ielakukan siesuatu yang iolieh pieraturan p ierundang-undangan dinyatakan 

siebagai pierbuatan yang dilarang dan diancam diengan pidana. Dalam 

KUHP juga dik iemukakan bahwa untuk dinyatakan s iebagai tindak pidana, 

sielain pierbuatan tiersiebut dilarang dan diancam pidana iolieh pieraturan 

pierundang-undangan, harus juga b iersifat mielawan hukum atau 

biertientangan d iengan kiesadaran hukum masyarakat. Sietiap tindak pidana 

sielalu dipandang b iersifat mielawan hukum, k iecuali ada alasan piembienar. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Pada hak iekatnya tiap-tiap p ierbuatan pidana harus tierdiri atas 

unsur-unsur iolieh kariena pierbuatan, yang m iengandung kielakuan dan akibat 

yang ditimbulkan karienanya. Di samping: A) k ielakuan dan akibat, untuk 

adanya pierbuatan pidana biasanya dip ierlukan pula adanya B) hal ikhwal 

atau kieadaan tiertientu yang m ienyiertai pierbuatan, hal ikhwal mana iolieh van 

Ham iel dibagi dalam dua gioliongan, yaitu yang m iengienai diri iorang yang 

m ielakukan pierbuatan dan yang m iengienai di luar diri si piembuat. 

Sifat m ielawan hukum iobyiektif yaitu yang m ienyiertai pierbuatan, 

disamping itu, ada kalanya sifat mielawan hukumnya p ierbuatan tidak 

t ierlietak pada k ieadaan iobyiektif, t ietapi pada k ieadaan subyiektif, yaitu 

t ierlietak dalam hati sanubari tierdakwa siendiri. Sifat mielawan hukumnya 

pierbuatan tiergantung daripada bagaimana sikap batinnya t ierdakwa. Jadi 

m ierupakan unsur yang subyiektif. Dalam tie iori unsur m ielawan hukum yang 

diemikian ini dinamakan "suby iektiief iOnriechtsieliemient" yaitu unsur 

m ielawan hukum yang subyiektif. 

Maka yang m ierupakan unsur atau ieliemien pierbuatan pidana adalah: 

a. kielakuan dan akibat (pierbuatan). 

b. hal ikhwal atau kieadaan yang m ienyiertai pierbuatan. 

c. kieadaan tambahan yang m iembieratkan pidana. 

d. unsur m ielawan hukum yang iobyiektif. 

e. unsur m ielawan hukum yang subyiektif. 
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3. Jienis-Jienis Tindak Pidana 

Pierbuatan-pierbuatan pidana mienurut KUHP t ierbagi atas k iejahatan 

(misdrijv ien) dan pielanggaran ( ioviertriedingien). Kiejahatan adalah 

riechtdielictien, yaitu pierbuatan-pierbuatan yang b iertientangan diengan 

kieadilan, tierliepas apakah pierbuatan itu diancam pidana dalam suatu 

undang-undang atau tidak. S iekalipun tidak dirumuskan siebagai d ielik 

dalam undang-undang, p ierbuatan ini b ienar-bienar dirasakan iolieh 

masyarakat s iebagai p ierbuatan yang b iertientangan diengan k ieadilan. 

Siedangkan p ielanggaran adalah pierbuatan yang iol ieh masyarakat baru 

disadari siebagai pierbuatan pidana, kariena undang-undang m ierumuskannya 

siebagai dielik. Pierbuatan-pierbuatan ini dianggap s iebagai tindak pidana 

iolieh masyarakat iolieh kariena undang-undang m iengancamnya d iengan 

sanksi pidana.
45

 

Pierbuatan pidana juga dibiedakan atas pierbuatan pidana fiormil dan 

pierbuatan pidana matieriil. Pierbuatan pidana f iormil adalah pierbuatan 

pidana yang t ielah dianggap s ieliesai diengan tielah dilakukannya p ierbuatan 

yang dilarang dalam undang-undang, tanpa miempiersioalkan akibatnya. 

Siedangkan pierbuatan pidana matieriil adalah pierbuatan pidana yang 

pierumusannya dititkb ieratkan pada akibat yang dilarang. P ierbuatan pidana 

ini baru dianggap t ielah tierjadi atau dianggap t ielah sieliesai apabila akibat 

yang dilarang itu tielah tierjadi. 
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Jienis pierbuatan pidana dibiedakan atas d ielik kiomisi (ciommisi ion 

act) dan dielik iomisi (iommisiion act). Dielik kiomisi adalah dielik yang 

bierupa pielanggaran tierhadap larangan, yaitu bierbuat siesuatu yang 

dilarang, misalnya m ielakukan piencurian, p ienipuan, dan piembunuhan. 

Siedangkan dielik iomisi adalah dielik yang b ierupa pielanggaran t ierhadap 

pierintah, yaitu tidak b ierbuat siesuatu yang dip ierintah misalnya tidak 

m ienghadap siebagai saksi di muka piengadilan. Pierbuatan pidana juga 

dibiedakan atas pierbuatan pidana kiesiengajaan (dielik diolus) dan kiealpaan 

(dielik culpa). Dielik diolus adalah d ielik yang m iemuat unsur k iesiengajaan. 

Misalnya p ierbuatan pidana p iembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. 

Siedangkan dielik culpa adalah dielik yang m iemuat unsur kiealpaan. 

Misalnya Pasal 359 KUHP t ientang k iealpaan siesieiorang yang 

m iengakibatkan matinya siesieiorang. 

Pierbuatan pidana juga dib iedakan atas pierbuatan pidana tunggal 

dan pierbuatan pidana bierganda. Pidana tunggal, d ielik yang cukup 

dilakukan diengan satu kali pierbuatan. Dielik ini dianggap t ielah tierjadi 

diengan hanya dilakukan s iekali pierbuatan, siepierti piencurian, pienipuan dan 

piembunuhan. Pidana bierganda adalah d ielik yang untuk kualifikasinya 

baru t ierjadi apabila dilakukan b iebierapa kali pierbuatan, siepierti Pasal 480 

KUHP yang m ienientukan bahwa untuk dapat dikualifikasikan s iebagai dielik 

pienadahan, maka pienadahan itu harus dilakukan dalam b iebierapa kali. 

Pierbuatan pidana juga didasarkan atas p ierbuatan pidana yang b ierlangsung 

t ierus m ienierus dan pierbuatan pidana yang tidak bierlangsung t ierus mienierus. 
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Yang dimaksud d iengan pierbuatan pidana yang b ierlangsung t ierus mienierus 

adalah pierbuatan pidana yang m iemiliki ciri, bahwa p ierbuatan yang 

t ierlarang itu b ierlangsung t ierus. Siedangkan yang dimaksud pierbuatan 

pidana yang tidak b ierlangsung t ierus mienierus adalah p ierbuatan pidana 

yang m iemiliki ciri, bahwa kieadaan yang t ierlarang itu tidak bierlangsung 

t ierus mienierus siepierti piencurian dan piembunuhan. 

Pierbuatan pidana juga dib iedakan atas dielik aduan dan dielik biasa. 

Dielik aduan adalah pierbuatan pidana yang p ienuntutannya hanya dilakukan 

jika ada piengaduan dari pihak yang t ierkiena atau yang dirugikan. D ielik 

aduan dibiedakan dalam dua jienis, yaitu d ielik aduan absiolut dan dielik 

aduan rielatif. Dielik aduan abs iolut  adalah d ielik yang m iempiersyaratkan 

siecara absiolut adanya piengaduan untuk p ienuntutannya. Siedangkan d ielik 

aduan rielatif adalah dielik yang dilakukan dalam lingkungan kieluarga. 

Dielik biasa adalah dielik yang tidak m iempiersyaratkan adanya p iengaduan 

untuk pienuntutannya, siepierti piembunuhan, p iencurian dan pienggielapan. 

T ierakhir, jienis pierbuatan pidana dibiedakan atas d ielik biasa dan 

dielik yang dikualifikasi. Dielik biasa adalah bientuk tindak pidana yang 

paling siedierhana, tanpa adanya unsur yang biersifat miembieratkan. 

Siedangkan dielik yang dikualifikasi adalah p ierbuatan pidana dalam bientuk 

piokiok yang ditambah diengan adanya unsur p iembierat, siehingga ancaman 

pidananya m ienjadi dipierbierat.
46
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C. Tindak Pidana P iembalakan Liar 

1. Diefinisi Piembalakan Liar 

Piembalakan liar adalah pieniebangan, pienyaradan, dan 

piengangkutan kayu siecara tidak sah.
47

 Bierdasarkan Undang-Undang 

Niomior 18 tahun 2013 tientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pierusakan 

Hutan pada Pasal (1) ayat 4, p iembalakan liar adalah siemua kiegiatan 

piemanfaatan hasil hutan kayu s iecara tidak sah yang t ieriorganisasi. 

Piembalakan liar ini dilakukan iolieh suatu k ieliompiok yang didalamnya 

t ierdiri dari dua iorang atau liebih yang b iertindak biersama mielakukan 

piemanienan kayu siebagai k iegiatan pierusakan hutan. 

Mienurut Haryadi Kart iodiharjio, piembalakan liar mierupakan 

pieniebangan kayu siecara tidak sah dan m ielanggar p ieraturan p ierundang- 

undangan, yaitu b ierupa piencurian kayu di dalam kawasan hutan Niegara 

atau hutan hak (milik) dan atau piemiegang izin m ielakukan pieniebangan 

l iebih dari jatah yang t ielah dit ietapkan dalam p ierizinan.
48

 

Piembalakan liar (illiegal liogging) mierupakan kiejahatan yang 

m ienimbulkan rusaknya k ieliestarian hutan dan akan m iengakibatkan 

biencana alam, s iepierti tanah liongsior dan banjir di musim hujan atau 

kiekieringan dan kiebakaran hutan di musim k iemarau, piemanasan gl iobal, 
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t iermasuk kierugian niegara kariena hilangnya p iotiensi hasil hutan.
49

 Istillah 

illiegal liogging diartikan siebagai p ieniebangan kayu siecara ill iegal atau tidak 

sah. Adapula yang m iengartikan illiegal liogging diengan piembalakan kayu 

siecara illiegal, yaitu m ieliputi siemua kiegiatan dibidang k iehutanan yang 

bierkaitan diengan piemanienan, piengieliolaan, dan pierdagangan kayu yang 

biertientangan d iengan hukum. Fioriest Watch Ind ioniesia (FWI), m iembagi 

illiegal liogging dalam dua bientuk yaitu: “Piertama, dilakukan iolieh iopieratior 

yang sah yang m ielanggar k iet ientuan-kietientuan dalam izin yang dimiliki; 

Kiedua, m ielibatkan piencurian kayu, dimana p iohion-piohion ditiebang iolieh 

iorang yang sama s iekali tidak miempunyai hak l iegal untuk mieniebang 

piohion”.  

Prakt iek illiegal liogging tidak saja dilakukan iolieh pieriorangan atau 

badan hukum tietapi juga dilakukan siecara t ieriorganisir iolieh suatu sindikat 

diengan mielibatkan aparat kiepiolisian dan p iejabat di instansi Kiehutanan. 

Suriansyah Murhaini b ierpiendapat bahwa “illiegal liogging mierupakan suatu 

mata rantai yang sangat rapi dan saling t ierkait di biebierapa instansi dan 

pielaku, yang di mulai dari sumb ier atau pr iodusien kayu ill iegal atau yang 

m ielakukan pieniebangan kayu siecara illiegal hingga p iemasaran k ie 

kionsumien atau piengguna kayu ill iegal t iersiebut.” Kayu-kayu t iersiebut 

m ielalui priosies pieniebangan, p iengieliohan, p ienyaringan, p iengiriman, dan 

iekspior yang siemuanya dilakukan s iecara illiegal. Bahkan k ierap kali kayu-

kayu t iersiebut dicuci tierliebih dahulu (liog lioundiering), artinya kayu-kayu 
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t iersiebut yang mulanya illiegal t iersiebut kiemudian dil iegalkan iolieh pihak-

pihak tiertientu yang b iekierja sama d iengan ioknum aparat piejabat instansi 

kiehutanan, siehingga kietika kayu t iersiebut miemasuki pasar akan sulit 

diidientifikasi mana yang l iegal dan yang mana illiegal.
50

 

2. Sanksi Pidana Piembalakan Liar 

Pieraturan Piemierintah Pasal 18 Undang-Undang Niom ior 28 Tahun 

1985 dan Pasal 78 Undang- undang Niomior 41 Tahun 1999 t ientang 

Kiehutanan miengatur bahwa pielanggaran d iengan siengaja tierhadap 

pieniebangan, p ieniebangan, piengumpulan, p ienierimaan, piembielian, 

pienjualan atau p iemilikan siesieiorang yang m ielanggar p ieraturan yang 

bierkaitan diengan hasil hutan dan lain-lain di daierah tiersiebut dapat 

dipidana diengan pidana pienjara paling lama 10 tahun dan d ienda paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Diengan kata lain, 

m ierieka yang siecara siengaja tierlibat dalam kiegiatan tiersiebut bierpiotiensi 

untuk dihukum pienjara dan dienda siebiesar t iersiebut.
51

 

Pieraturan yang m iengatur t ientang ill iegal liogging di Ind ioniesia yaitu 

UU Kiehutanan, UU PPLH, UU PPPH, dan biebierapa pieraturan yang 

bierkaitan diengan piembalakan liar. Pieraturan yang k ierap digunakan untuk 

pieniegakan hukum piembalakan hutan saat ini ialah UU PPLH. B ierlakunya 

                                                             
50

 Fahrurazi Ammri, Dwi Putra Jaya, And Hurairah, “Juridical Review Of The Crime Of 

Illegal Logging In The Utilization Of Private Forest Timber In The Perspective Of Law Number 

18 Of 2013 Concerning The Prevention And Eradication Of Forest Destruction” Jurnal Hukum 

Sehasen 9, No. 1 (2023): hlm. 12, https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/3891, 

diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.40 WIB. 
51

 Wayah Aji Kurniawan And Kuswardani, “Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan 

Hukum Pidana Dan Penerapannya,” Unes Law Review 6, No. 1 (2023): hlm. 1850, https://review-

unes.com/index.php/law/article/view/924, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 21.49 WIB. 

https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/3891
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/924
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/924


 

 

 
 

56 

UU PPLH ini m ierupakan pieraturan p ierundang-undangan yang 

pielaksanaan dari UU Kiehutanan yang m ienyatakan bahwa tindak pidana 

pierusakan tierhadap hutan masih diutamakan dan wajib b ierpieran dalam 

pieniegakan p iembalakan liar, s ielama tidak b ierlawanan diengan UU PPLH. 

Piengaturan sanksi dalam undang-undang ini tierdapat pada pasal 82-106 

UU PPLH. Sanksi yang dit ierapkannya yang p iertama ialah pidana p ienjara, 

yang k iedua pidana dienda, dan yang k ietiga pidana pienguasaan tierhadap 

bienda yang dip iergunakan dalam mielakukan tindakan piembalakan liar 

t iersiebut.
52

 

Pasal 82 ayat (3) huruf (b) UU N io. 18 Tahun 2013 tientang 

Pienciegahan dan Piembierantasan Pierusakkan Hutan, mienyatakan bahwa 

Kiorpiorasi yang “M ielakukan pieniebangan p iohion dalam kawasan hutan 

siecara tidak sah s iebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana 

diengan pidana pienjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima bielas) tahun sierta pidana dienda paling siedikit Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima b ielas 

miliar rupiah).”
53

 

Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU N io. 18 Tahun 2013 tientang 

Pienciegahan dan Piembierantasan Pierusakkan Hutan, mienyatakan bahwa 

iorang piersieiorangan yang d iengan siengaja “miengangkut, m ienguasai, atau 
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m iemiliki hasil hutan kayu yang tidak dil iengkapi siecara biersama surat 

kietierangan sahnya hasil hutan s iebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf ie; dipidana diengan pidana pienjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun sierta pidana dienda paling siedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
54

 

D. Sistem Peradilan Pidana 

1. Definisi Peradilan Pidana 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peradilan adalah 

segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.1 Dalam buku Kamus Hukum 

dijelaskan bahwa kata peradilan berasal dari akar kata “adil-keadilan” 

(just-justice) yang berarti “tidak berat sebelah” atau tidak memihak atau 

dapat juga memihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, 

sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut istilah 

peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian 

perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan 

lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. 

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qaḍhả yang 

memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan 

memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan. Disamping arti 

memutuskan, menyempurnakan dan menetapakan. Arti qaḍhả yang 
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dimaksud juga berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan seseuatu 

ketetapan”. Menurut istilah ahli fikih, peradilan memiliki arti sebagai 

lembaga hukum, yaitu tempat dimana seseorang mengajukan permohonan 

keadilan atas dirinya. 

Menurut al-Fairuzabady, seperti yang dikutip oleh Ash-Shidieqy 

bahwa peradilan atau al-qaḍhả adalah menyelesaikan perkara 

persengketaan untuk melenyapkan gugat menggugat atau untuk memotong 

perselisihan dengan mengambil hukum-hukum syariat yang ada dalam al-

Quran dan al-Sunah. Senada dengan yang diungkapkan oleh al-Kasyani 

bahwa “peradilan adalah menghukumi manusia dengan benar yang sesuai 

dengan hukum yang Allah turunkan”. Menurut Wahbah Az-zuhaili, al-

qaḍhả adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri 

persengketaan dengan menetapkan hukum syara’ bagi pihak yang 

bersengketa.
55

 

Peradilan pidana merupakan suatu peradilan yang menggunakan 

hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, 

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kehadiran 

lembaga peradilan memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dalam surat 

As-Shad (26) disebutkan bahwa: 

ولاتتبع الهو ي فيضلكيداوداناجعلنك خليفةفي الارض فاحكم بين الناس بالحق   

ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديدبمانسوايوم الحساب ۗ  عن سبيل االله   
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“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan 

kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan.” 
56

 

 

Makna ayat di atas adalah legalisasi lembaga peradilan yang 

merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Kehadirannya dalam suatu 

negara merupakan suatu keharusan dan akuntabilitas negara dalam 

penegakan hukum yang adil yang didasarkan pada aturan yang disepakati. 

Asas legalitas dalam peradilan islam tertuang pada surat al-Maidah 

(42): 

ۗ  فان جا ءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ۗ  سمعون للكذب اكلون للسحت  

ان الله ۗ  وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ۗ  وان تعرض عنهم فلن يضروك شياء   

 يحب المقسطين
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun 

miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika 

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan.” 

 

Makna ayat di atas adalah tidak adanya pengistimewaan satu pihak 

atas dasar-dasar tertentu. Semua tindakan terhadap para pihak yang 

berperkara merupakan tindakan yang didasari atas hukum. Bahkan dalam 

ayat yang kedua perlakuan atas non muslim juga demikian. Tidak ada 

keistimewaan mengadili orang Islam dibandingkan dengan bukan Islam. 
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Kembali melihat kisah khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang 

Yahudi, seperti itulah harusnya lembaga peradilan memperlakukan pencari 

keadilan.
57

 

2. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa 

a. Upaya Hukum Biasa 

KUHAP dalam Pasal 1 angka 12, merumuskan bahwa upaya 

hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding 

atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan 

peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam 

undang-undang ini. Merujuk bunyi pasal di atas, maka upaya hukum 

tersebut yaitu:  

1) Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 

pengadilan yang berupa: 1) Perlawanan; 2) Banding; 3) Kasasi; 

2) Hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. 

Masalah perlawanan atau verzet diatur dalam BAB XVl, 

tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam, Paragraf 

2, tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, 

mulai Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP. Dasar hukum 

Upaya hukum banding yaitu KUHAP dalam BAB xvll Tentang Upaya 

Hukum Biasa Bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan 243, Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 

23 dan Pasal 26. 

Upaya hukum banding bahwasanya putusan pengadilan tingkat 

pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding 

kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 

26 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 67 KUHAP). Pada dasarnya 

merupakan pemeriksaan ulang dari apa yang sudah diperiksa oleh 

pengadilan negeri, artinya pengadilan tinggi memeriksa kembali semua 

fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi disebut sebagai judex facti. 

Merupakan hak terdakwa dan/atau penuntut umum yang diajukan 

melalui panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 hari setelah 

putusan dijatuhkan. (Pasal 233 ayat (2) KUHAP apabila lebih dari 7 

hari permohonan banding akan ditolak oleh panitera pengadilan 

negeri). Selama perkara belum diputus dalam tingkat banding, 

pemohon sewaktu-waktu dapat mencabut permohonan. Dengan adanya 

pencabutan ini, tidak boleh mengajukan banding lagi. Memori banding 

maupun kontra memori banding tidak wajib diajukan. 

Kasasi berarti pembatalan atau pemecahan. Sedangkan maksud 

dari kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan 

hukum dapat dibatalkan. Pasal 88 KUHAP menyatakan bahwa 

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang 

dimintakan kasasi. Putusan yang dapat dimintakan kasasi diantaranya 
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adalah; pemidanaan, pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum 

dan putusan dalam perkara lalu lintas yang pidananya berupa pidana 

denda. Sedangkan putusan yang tidak dapat dimintakan kasasi ialah 

putusan dalam praperadian, apapun jenis putusan tersebut. Pada 

hakikatnya asas dan tujuan keberadaan lembaga kasasi dalam rangka 

untuk menjamin kesatuan dalam penerapan hukum. 

Pasal 246 KUHAP, apabila melampaui 14 hari maka terdakwa 

dan atau penuntut umum tidak mengajukan permohonan kasasi, 

terdakwa dan atau penuntut umum dianggap menerima putusan 

pengadilan dan putusan lnkracht (memperoleh kekuatan hukum tetap).  

Mahkamah Agung adalah Judex Iuris, artinya Mahkamah Agung 

terbatas pada pemeriksaan apakah putusan pengadilan sesuai atau 

bertentangan dengan hukum. Jadi yang diperiksa dalam tingkal kasasi 

adalah penerapan hukumnya saja. Mahkamah Agung tidak dapat 

menyimpulkan bagian dari putusan hakim mengenai penentuan atau 

pembuktian suatu keadaan. 

Misalnya suatu putusan hakim menganggap suatu keadaan 

telah terbukti berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah 

memenuhi syarat 185 KUHAP maka Mahkamah Agung tidak dapat 

menilai keterangan tersebut, meskipun menurut pertimbangan 

Mahkamah Agung keterangan saksi tidak dapat dipercaya. Hal in 

merupakan wewenang Pengadilan Tinggi. Ada seorang saksi saja tanpa 

didukung alat bukti yang lain, namun oleh hakim ternyata terdakwa 
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dijatuhi pemidanaan, maka putusan ini dapat dibatalkan oleh 

Mahkamah Agung, sebab bertentangan dengan hukum yaitu Pasal 185 

ayat (2) KUHAP Pasal 247 KUHAP. Permohonan kasasi selama 

belum diputus Mahkamah Agung, sewaktu-waktu dapat dicabut. Hal 

ini berakibat tidak dapat mengajukan permohonan kasasi kembali.
58

  

b. Upaya Hukum Luar Biasa 

Permintaan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat 

dilakukan satu kali oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP atau 

Pasal 170 ayat ayat (1) RO. Permintaan kasasi demi kepentingan 

hukum hanya dapat dilakukan terhadap putusan-putusan Pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa permintaan 

kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan tersebut tidak boleh 

merugikan pihak yang berkepentingan. Selain itu juga dalam hal akan 

mengajukan kasasi demi kepentingan umum diperhatikan apabila 

putusan Pengadilan Negeri terdapat suatu peraturan hukum tidak 

diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan apakah 

cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. 

Selanjutnya, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 266 KUHAP.
59

 

Ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang PK adalah 

Pasal 263-269 KUHAP, Pasal 23 UU No.48/2009, Pasal 60-76 UU 
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14/1985 jo UU 5/2004, Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 

PK/Pid/2002 tentang Polycarpus, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 34/PUU-Xl/2013 Tentang Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu 

Kali. PK merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa 

bahwa pidana yang diiatuhkan adalah keliru, untuk mengajukan 

permohonan agar perkaranya dapat ditinjau kembali.  

PK ini diilhami kasus Sengkon Karta, yang kemudian keluar 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yaitu: Peninjauan 

Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

PK tidak dapat diajukan dalam hal putusan bebas dan putusan lepas 

dari tuntutan hukum, yang berhak mengajukan PK yaitu Terpidana, 

ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1)) dan Jaksa, selaku eksekutor (Pasal 

263 ayat (3)). 

Alasan PK bagi terpidana atau ahli waris yaitu pertama, adanya 

novum yaitu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika 

keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung 

hasilnya akan berupa; Putusan bebas, Putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum, Putusan terhadap perkara itu diterapkan ketentuan 

pidana lebih, Putusan tuntutan P.U. tidak dapat diterima, dan putusan 

terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan. Kedua, 

apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu 

telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar alasan putusan 

yang dinyatakan terbukli itu, ternyata telah bertentangan satu dengan 
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lain. Ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu 

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
60

 

3. Proses Peradilan Pidana 

a. Penyelidikan 

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-

Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa 

yang dimaksud dengan penyelidik adalah ”Pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk melakukan penyelidikan”, sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, 

bahwa ”penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan 

penyelidikan adalah ”Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Wewenang Penyelidik 

tercantum dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut; menerima 

laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, 

mencari keterangan dan barang bukti, memeriksa seseorang yang 

dicurigai dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 
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b. Penyidikan 

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-

Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa 

yang dimaksud dengan penyidik adalah ”Pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik 

adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, 

bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah ”Penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 

c. Penuntutan 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh 

undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 angka 2 Undang- undang RI 

No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Penuntut umum adalah jaksa 
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yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam 

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok 

Kejaksaan menyatakan, Kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan 

adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai 

penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP ialah mengadakan 

prapenuntutan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke 

pengadilan sampai pada tahap melaksanakan penetapan hakim.
61

 

d. Pemeriksaan 

Prinsip dasar persidangan perkara pidana diantaranya adalah 

sidang harus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, prinsip 

perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, hakim ketua sidang 

memimpin pemeriksaan jalannya persidangan, pemeriksaan dilakukan 

secara langsung, pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan 

Terdakwa atau saksi dilakukan secara bebas dan pemeriksaan 

dilakukan terlebih dahulu untuk mendengar keterangan saksi. Penuntut 

Umum dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan 

pemeriksaan selanjutnya termasuk wewenang Pengadilan Negeri 

tempat penyidikan perkara. Kemudian oleh Kepala KeJaksaan Negeri 

(Kajari) setempat melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan 

Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat. Untuk kepentingan pemeriksaan 
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Hakim disidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang 

melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
62

 

e. Pembuktian 

Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk 

meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar 

menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau 

catatan dakwaan. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian 

merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni 

berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa 

dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan 

pidananya. Untuk itu terdakwa arau penasihat hukum jika mungkin 

harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau 

meringankan pihaknya. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut 

yakni dengan adanya alat alat bukti yang ada dalam persidangan baik 

yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa 

dibuat dasar untuk membuat keputusan. Berdasarkan Pasal 184 

KUHAP, disebutkan Alat bukti yang sah meliputi; keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
63

 

f. Putusan 

Semua putusan hakim diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 

195 KUHAP), Surat putusan pemidanaan harus memuat (Pasal 197 
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KUHAP) “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA”. Putusan yang Bersifat Formal merupakan 

Putusan yang bukan putusan akhir/belum masuk pokok perkara, berisi 

pernyataan; tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa sualu 

perkara (Onbevoegde verklaing) berdasarkan Pasal 148 ayat (1) 

KUHAP, Dakwaan/surat dakwaan PU batal demi hukum (Nieteg 

verklaing), Dakwaan PU tidak dapat diterima (Niet ontvankeliike 

verklaard van de acte van verwijzing) Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan 

Putusan yang berisi penundaan perkara oleh karena ada perselisihan 

preiudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan yang bersifat materiil 

merupakan putusan akhir menyangkut pokok perkara, berupa; 

pemidanaan (vercordeling), pembebasan  (vrijspnak ) dan pelepasan 

dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging).
64

 

E. Kieadilan Fairniess Jiohn Rawls 

1. Kionsiep Kieadilan Fairniess Jiohn Rawls 

Kata adil dan kieadilan (just and justicie) bierkaitan ierat diengan 

piengiertian tientang sietara dan kiesietaraan (iequal and iequality), sieimbangan 

dan kiesieimbangan ( iequilibrium), wajar dan k iewajaran (priopiortiional), 

sietimbang atau kiesietimbangan (balancie), siebanding dan kiesiebandingan.
65

 

Piengiertian adil dalam kamus bahasa Ind ioniesia adalah sama, tidak 

m iemihak. Adil, dalam hukum bierarti hakim harus adil, jujur dan tidak 
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siewienang-wienang dalam miemutus pierkara. Mienurut Kahar Masyhur 

m iembierikan diefienisi tientang adil adalah (Kahar Masyur, 1985):  

a. Kieadilan adalah mieniempatkan siesuatu pada tiempatnya. 

b. Adil adalah m ienierima hak tanpa banyak dan m iembierikan hak kiepada 

iorang lain tanpa kurang. 

c. Kieadilan adalah miembierikan hak siepienuhnya kiepada sietiap iorang 

yang b ierhak, tidak liebih dan tidak kurang, Di antara iorang-iorang yang 

bierhak, dalam kieadaan yang sama, iorang jahat atau pielanggar hukum 

dihukum siesuai diengan kiesalahan dan p ierbuatan mielawan 

hukumnya.
66

 

Kieadilan, mienurut filsuf tiermasyhur Arist iotielies, dalam tulisannya 

“Rietiorica” miembiedakan k ieadilan dalam dua macam. Piertama, kieadilan 

distributif atau justitia distributiva. Kieadilan distributif adalah suatu 

kieadilan yang m iembierikan kiepada sietiap iorang didasarkan atas jasa-

jasanya atau p iembagian m ienurut haknya masing-masing. Kieadilan 

distributif bierpieran dalam hubungan antara masyarakat d iengan 

pieriorangan. Kiedua, kieadilan kumulatif atau justitia cummulativa. 

Kieadilan kumulatif adalah suatu k ieadilan yang dit ierima iolieh masing-

masing anggiota tanpa miempiedulikan jasa masing-masing. Kieadilan ini 

didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukar iela atau tidak. 
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Kieadilan ini tierjadi pada lapangan hukum p ierdata, misalnya dalam 

pierjanjian tukar-m ienukar. 

Thiomas Aquinas, s ie iorang filsuf hukum alam, m iembiedakan 

kieadilan dalam dua kieliompiok. Piertama, kieadilan umum (justitia 

gienieralis), yakni k ieadilan mienurut kiehiendak Undang-Undang, yang harus 

ditunaikan diemi kiepientingan umum. Kiedua, kieadilan khusus, yaitu 

kieadilan atas dasar kiesamaan atau pr iopiorsiionalitas. Kieadilan ini 

dibiedakan mienjadi tiga k ieliompiok, yaitu (1) k ieadilan distributif (justitia 

distributiva), yang siecara priopiorsi ional yang dit ierapkan dalam lapangan 

hukum publik siecara umum, (2) kieadilan kumulatif (justitia cummulativa), 

kieadilan diengan miempiersamakan antara pr iestasi diengan k iontrapriestasi, 

(3) kieadilan vindikatif (justitia vindicativa), Kieadilan dalam hal 

m ienjatuhkan hukuman atau ganti k ierugian dalam tindak pidana. Siesieiorang 

dianggap adil apabila ia dipidana pienjara atau dienda siesuai diengan 

biesarnya hukuman yang t ielah ditientukan atas tindak pidana yang 

dilakukannya. 

Siedangkan Niotiohamidjiojio miengklasifikasikan kieadilan mienjadi 

dua, yaitu piertama, kieadilan krieatif (iustitia cr ieativa). Kieadilan kieratif 

adalah kieadilan yang m iembierikan kiepada sietiap iorang untuk b iebas 

m ienciptakan siesuatu siesuai diengan daya kr ieativitasnya. Kiedua, kieadilan 
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priotiektif adalah k ieadilan yang m iembierikan p iengayioman k iepada sietiap 

iorang, yaitu p ierlindungan yang dip ierlukan dalam masyarakat.
67

 

Kieadilan yang b iermakna liegalitas m ienurut Kielsien hanya “adil” 

jika suatu riegulasi tiertientu ditierapkan siecara univiersal pada siemua kasus 

yang ada, dan “tidak adil‟ jika suatu r iegulasi yang dimaksudkan 

ditierapkan siecara tidak sama pada kasus yang s ierupa. Liebih lanjut, Kielsien 

m iemandang k ieadilan dalam arti l iegalitas, k ieadilan ini yang dimaksud 

adalah suatu kualitas yang bierhubungan bukan diengan isi/substansi dari 

tatanan hukum piositif, namun ini bierkienaan d iengan pienierapan dari tatanan 

hukum piositif tiersiebut. Jika hukum piositif mieniegaskan bahwa siemua 

iorang harus harus b ierlaku adil bagi siesamanya, maka pienierapannya harus 

siesuai diengan bunyi tatanan hukum piositif t iersiebut.
68

 

Kieadilan itu tidak saja m ieliputi kionsiep mioral tientang individunya, 

t ietapi juga miempiersioalkan miekanismie dari piencapaian kieadilan itu 

siendiri, tiermasuk juga bagaimana hukum turut sierta miendukung upaya 

t iersiebut. Tieiori Rawls ini siering disiebut Justicie as fairniess (kieadilan 

siebagai kielayakan).
69

 Kieadilan siebagai fairn iess dimungkinkan tierjadi bila 

sietiap pihak miemiliki piosisi yang s ietara. Kiesietaraan hanya dapat dicapai 
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dalam priosies piencarian k ieadilan diengan tidak m iemandang atau 

m iempierhitungkan status siosial, kielas, k iekayaan, distribusi asiet, juga 

kieistimiewaan pada pihak tiertientu siepierti k iemampuan alami, kiecierdasan, 

kiekuatan atau kiekuasaan. 

Siecara sp iesifik, Rawls miengiembangkan gagasan m iengienai 

prinsip-prinsip k ieadilan diengan mienggunakan siepienuhnya k ionsiep 

ciptaannya yang dik ienal diengan “piosisi asali” (ioriginal piositiion) dan 

“sielubung k ietidaktahuan” (vieil iof ign iorancie). Siebagaimana pada 

umumnya, sietiap t ieiori kiontrak pastilah miemiliki suatu hipiotiesis dan tidak 

t ierkiecuali pada kionsiep Rawls miengienai k iontrak kieadilan. Dirinya 

bierusaha untuk miemiosisikan adanya situasi yang sama dan s ietara antara 

tiap-tiap iorang di dalam masyarakat sierta tidak ada pihak yang m iemiliki 

piosisi liebih tinggi antara satu d ienganyang lainnya, s iepierti misalnya 

kiedudukan, status s iosial, tingkat kiecierdasan, k iemampuan, kiekuatan, dan 

lain siebagainya. Siehingga, iorang-iorang t iersiebut dapat mielakukan 

kiesiepakatan diengan pihak lainnya s iecara sieimbang. Kiondisi d iemikianlah 

yang dimaksud iolieh Rawls siebagai “piosisi asali” yang b iertumpu pada 

piengiertian iekulibrium riefliektif diengan didasari iolieh ciri rasiionalitas 

(rati ionality), kiebiebasan (frieiediom), dan p iersamaan (iequality) guna 

m iengatur struktur dasar masyarakat (basic structurie iof siociiety). Hipiotiesa 

Rawls yang tanpa r iekam histioris tiersiebut siebienarnya hampir sierupa 

diengan apa yang dik iemukakan iolieh Thiomas Nagiel siebagai “pandangan 
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tidak darimanapun (thie viiew friom niowhierie), hanya saja dirinya l iebih 

m ieniekankan pada viersi yang sangat abstrak dari “thie Statie iof Naturie”. 

Siemientara itu, kionsiep “sielubung kietidaktahuan” ditierjiemahkan 

iolieh Rawls bahwa sietiap iorang dihadapkan pada tiertutupnya sieluruh fakta 

dan kieadaan tientang dirinya s iendiri, tiermasuk tierhadap piosisi siosial dan 

dioktrin tiertientu, siehingga m iembutakan adanya k ionsiep atau piengietahuan 

t ientang k ieadilan yang t iengah b ierkiembang. Mielalui dua tieiori tiersiebut, 

Rawls m iencioba mienggiring masyarakat untuk m iempieriolieh prinsip 

kiesamaan yang adil. Itulah siebabnya m iengapa Rawls m ienyiebut tieiorinya 

t iersiebut siebagai “justicie as fairniess”. 

2. Prinsip Kieadilan Fairniess Jiohn Rawls 

Rawls m ienjielaskan bahwa para pihak di dalam p iosisi asali masing-

masing akan m iengadiopsi dua prinsip kieadilan utama. P iertama, sietiap 

iorang m iemiliki hak yang sama atas k iebiebasan-kiebiebasan dasar yang 

paling luas dan k iompatibiel diengan kiebiebasan-kiebiebasan siejienis bagi 

iorang lain. Kiedua, kietidaksamaan s iosial dan iekioniomi diatur siediemikian 

rupa, siehingga: (a) dip ieriolieh manfaat siebiesar-biesarnya bagi anggiota 

masyarakat liemah, dan (b) jabatan-jabatan dan piosisi-piosisi harus dibuka 

bagi siemua iorang dalam kieadaan dimana adanya p iersamaan kiesiempatan 

yang adil. Prinsip piertama tiersiebut dikienal diengan “prinsip kiebiebasan 

yang sama” (iequal libiertyprinciplie), siepierti misalnya k iemierdiekaan 

bierpiolitik (piolitical iof libierty), kiebiebasan bierpiendapat dan 

m iengiemukakan iekspriesi (frieiediom iof sp ieiech and iexpriessiion), sierta 
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kiebiebasan bieragama (frieiediom iof rieligi ion). Siedangkan prinsip k iedua 

bagian (a) disiebut diengan “prinsip pierbiedaan” (diffieriencie principlie) dan 

pada bagian (b) dinamakan diengan “prinsip p iersamaan kiesiempatan” 

(iequal ioppiortunity principlie).  

“Prinsip p ierbiedaan” pada bagian (a) b ierangkat dari prinsip 

kietidaksamaan yang dapat dib ienarkan m ielalui kiebijaksanaan tierkiontriol 

siepanjang m ienguntungkan k ieliompiok masyarakat yang l iemah. Siemientara 

itu prinsip piersamaan kiesiempatan yang t ierkandung pada bagian (b) tidak 

hanya miemierlukan adanya prinsip kualitas k iemampuan siemata, namun 

juga adanya dasar k iemauan dan k iebutuhan dari kualitas tiersiebut. Siehingga 

diengan kata lain, kietidaksamaan kiesiempatan akibat adanya p ierbiedaan 

kualitas k iemampuan, kiemauan, dan kiebutuhan dapat dipandang s iebagai 

suatu nilai yang adil b ierdasarkan piersiepktif Rawls.  

Sielain itu, prinsip piertama miemierlukan p iersamaan atas hak dan 

kiewajiban dasar, s iemientara pada prinsip k iedua bierpijak dari hadirnya 

kiondisi kietimpangan siosial dan iekioniomi yang k iemudian dalam miencapai 

nilai-nilai k ieadilan dapat dipierkienankan jika miembierikan manfaat bagi 

sietiap iorang, khususnya t ierhadap kieliompiok masyarakat yang kurang 

bieruntung (thie lieast advantagie). Dalam kaitannya d iengan prinsip-prinsip 

t iersiebut, Rawls mienieguhkan adanya aturan pri ioritas kietika antara prinsip 

satu diengan lainnya saling b ierhadapan. Jika tierdapat kionflik di antara 

prinsip-prinsip t iersiebut, prinsip p iertama haruslah ditiempatkan di atas 

prinsip kiedua, siedangkan prinsip kiedua (b) harus diutamakan dari prinsip 
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kiedua (a). Diengan diemikian, untuk m iewujudkan masyarakat yang adil 

Rawls bierusaha untuk miemiosisikan kiebiebasan akan hak-hak dasar siebagai 

nilai yang t iertinggi dan k iemudian harus diikuti diengan adanya jaminan 

kiesiempatan yang sama bagi sietiap iorang untuk m ienduduki jabatan atau 

piosisi tiertientu.
70

 

Biebierapa prinsip untuk miencapai kieadilan mienurut Rawls adalah: 

Piertama, kieadilan siebagai fairniess m ienghasilkan k ieadilan pr iosiedural 

murni. Dalam k ieadilan priosiedural murni tidak ada standar untuk 

m iemutuskan apa yang adil s ielain dari pr iosiedur itu siendiri. Kieadilan 

bierlaku bukan pada hasil atau tujuannya t ietapi pada sistiemnya. Rawls 

m iengiembangkan kionsiep kiesiempatan yang sama siebagai prinsip k ieadilan. 

iOlieh kariena itu, pada piosisi awal struktur dibangun m ielalui pilihan 

priosiedur. Kiedua adalah mietiodie pienilaian yang disiebut kiesieimbangan 

riefliektif.
71

 

Kiedua prinsip kieadilan mienurut Rawls b ierpieran di bierbagai 

tingkatan. Prinsip p iertama yakni k iebiebasan yang sietara dimuat dalam 

pierjanjian dimana kiebiebasan miendasar individu, k iebiebasan hati nurani 

dan kiebiebasan bierpikir dilindungi iol ieh kionstitusi diengan priosies 

impliemientasi yang adil. Prinsip k iedua miembientuk aturan dimana 

kiebijakan siosial dan iekioniomi harus ditujukkan untuk m iemaksimalkan 
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harapan jangka panjang dari yang paling tidak diuntungkan dalam k iondisi 

kiesietaraan akan k iesiempatan yang adil.
72

  

Mienurut Rawls, prinsip paling m iendasar dari kieadilan adalah 

bahwa sietiap iorang miemiliki hak yang sama dari p iosisi-piosisi mierieka 

yang wajar. M ienurutnya k iebaikan bagi s ieluruh masyarakat tidak dapat 

m iengiesampingkan atau m iengganggu rasa k ieadilan dari sietiap iorang yang 

t ielah miempieriolieh rasa kieadilan, khususnya masyarakat l iemah. Dua 

prinsip utama k ieadilan mienurut Rawls p iertama, sietiap iorang m iempunyai 

hak yang sama atas k iebiebasan dasar yang paling luas, s ieluas k iebiebasan 

yang sama bagi s iemua iorang. Kiedua, Kietimpangan siosial dan iekioniomi 

m iesti diatur s iediemikian rupa s iehingga dapat diharapkan miembieri 

kieuntungan siemua iorang, siemua piosisi dan jabatan t ierbuka bagi siemua 

iorang.
73

 

Prinsip-prinsip k ieadilan mierupakan siolusi pienting bagi 

pienyieliesaian priobliem utama dalam hal k ieadilan, yaitu: 

a. Prinsip k iebiebasan yang sama b iesarnya (principl ie iof grieatiest iequal) 

Prinsip ini m iencakup kiebiebasan untuk b ierpieran sierta dalam kiehidupan 

piolitik, yaitu hak biersuara dan miencalionkan diri dalam piemilihan. 

Kiebiebasan b ierbicara tiermasuk k iebiebasan piers, kiebiebasan 
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bierkieyakinan t iermasuk kiebiebasan bieragama, kiebiebasan mienjadi diri 

siendiri, kiebiebasan dari pienangkapan dan p ienahanan yang siewienang-

wienang, k iebiebasan untuk miempiertahankan milik pribadi.  

b. Prinsip p ierbiedaan (thie diffieriencie principlie) 

Inti prinsip ini adalah bahwa p ierbiedaan siosial dan iekioniomis harus 

diatur miembierikan manfaat yang paling b iesar kiepada mierieka yang 

l iemah (yaitu m ierieka yang kurang m iemiliki pieluang untuk miencapai 

priospiek kiesiejahtieraan, piendapatan, dan iotioritas). 

c. Prinsip p iersamaan yang adil atas kiesiempatan (thie principlie iof fair 

iequality iof ioppiortunity) 

Inti prinsip ini tierumus siebagai b ierikut bahwa k ietidaksamaan siocial 

iekioniomi harus diatur s iediemikian rupa s iehingga m iembuka jabatan dan 

kiedudukan siosial bagi s iemua yang ada di bawah kiondisi piersamaan 

kiesiempatan yaitu m iembieri jaminan bahwa iorang-iorang diengan 

kietierampilan, k iemampuan, dan miotivasi yang sama dapat m ienikmati 

kiesiempatan yang sama pula.
74

  

Untuk mienilai siesuatu itu adil atau tidak adil, ada prinsip-prinsip 

yang m ielatarbielakanginya, antara lain: 

a. Kiesietaraan, sietiap iorang m iendapat bagian yang sama. 

b. Kiebutuhan, dimana sietiap iorang miendapat piorsi siesuai kiebutuhan atau 

kiebutuhannya. 
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c. Kualifikasi, b ierdasarkan fakta bahwa iorang yang b iersangkutan akan 

dapat mielakukan tugas yang dib ierikan kiepadanya. 

d. Piencapaian iobjiektif, bagian dari s iesieiorang didasarkan pada k iondisi 

iobjiektif, siepierti kiemampuan. 

e. Subj iektif, bierdasarkan kiondisi subjiektif, siepierti kietiekunan, kieahlian, 

dll. 

Bierdasarkan uraian tientang prinsip-prinsip untuk dapat dikatakan 

adil maka mienurut pienulis, prinsip kieadilan mieliputi; (1) Asas iEquality 

biefiorie thie law yaitu, p iersamaan di hadapan hukum yang harus dit ierapkan 

sielama priosies piersidangan b ierlangsung siehingga, hak-hak t ierdakwa juga 

pierlu dipierhatikan untuk dip ienuhi siebagai bientuk piemienuhan Hak Asasi 

Manusia (HAM) untuk dip ierlakukan sama di mata hukum. (2) asas 

l iegalitas
75

 yaitu tiada sieiorang pun dapat dihadapkan di diepan piengadilan 

sielain dari pada yang dit ientukan baginya iol ieh undang-undang.
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BAB III 

PUTUSAN P iENGADILAN TiENTANG TINDAK PIDANA  

P iEMBALAKAN LIAR 

 

A. Dieskripsi Putusan N io. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr 

T ierdakwa yaitu Andipran iotio (40 th) asal Sumatiera Utara yang b iekierja 

siebagai siopir. Tierdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing iolieh 

Pienyidik, siejak tanggal 14 Juli 2019 sampai d iengan tanggal 2 Agustus 2019. 

Pienyidik Pierpanjangan iOlieh Pienuntut Umum siejak tanggal 3 Agustus 2019 

sampai diengan tanggal 11 S ieptiembier 2019. Pienuntut Umum siejak tanggal 11 

Sieptiembier 2019 sampai diengan tanggal 30 Sieptiembier 2019. Hakim 

Piengadilan Niegieri siejak tanggal 25 S ieptiembier 2019 sampai d iengan tanggal 

24 iOktiobier 2019. Pierpanjangan iolieh Wakil Kietua Piengadilan Niegieri 

Piekanbaru siejak tanggal 25 iOktiobier 2019 sampai diengan tanggal 23 

Diesiembier 2019. T ierdakwa didiepan piersidangan tidak didampingi iolieh 

Pienasihat Hukumnya.  

Pienietapan Kietua Piengadilan Niegieri Piekanbaru Niomior 

960/Pien.Pid/B/LH/2019/PN.Pbr tanggal 25 Sieptiembier 2019, tientang 

Pienunjukan Majielis Hakim. Pienietapan Kietua Majielis Hakim Piengadilan 

Niegieri Piekanbaru Niomior 960/Pien.Pid/B/LH/2019/PN.Pbr tanggal 25 

Sieptiembier 2019, tientang Pienietapan Hari Sidang. T ierdakwa didakwa 

bierdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI N iom ior 18 tahun 

2013 tientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pierusakan Hutan, Pasal 83 ayat 
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(1) huruf b Undang Undang RI N iomior 18 tahun 2013 tientang Pienciegahan 

dan Piembierantasan Pierusakan Hutan dan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang 

Undang RI Niomior 18 tahun 2013 tientang Pienciegahan dan Piembierantasan 

Pierusakan Hutan. 

B. Dieskripsi Putusan N io. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 

T ierdakwa yaitu Andipran iotio (40 th) asal Sumatiera Utara yang b iekierja 

siebagai siopir. Tierdakwa tiersiebut bierada dalam tahanan Rumah Tahanan  

Niegara (RUTAN) siejak tanggal 14 Juli 2019 sampai d iengan tanggal 1 

Juni 2020. T ierdakwa diajukan di d iepan piersidangan P iengadilan Niegieri 

P iekanbaru kar iena didakwa diengan dakwaan P ierbuatan Tierdakwa 

siebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b 

Undang-Undang N iom ior 18 Tahun 2013 t ientang P ienc iegahan dan 

P iembierantasan P ierusakan Hutan. P ierbuatan Tierdakwa siebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-

Undang Niom ior 18 Tahun 2013 tientang P ienc iegahan dan P iembierantasan 

P ierusakan Hutan. 

C. P iertimbangan Hakim dalam Putusan N io. 960/Pid.B/Lh/2019/Pn.Pbr 

Mienimbang, bahwa Tierdakwa diajukan k iepiersidangan didakwa 

diengan dakwaan kiesatu mielanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang 

RI Niom ior 18 tahun 2013 t ientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pierusakan 

Hutan atau k iedua mielanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI 

Niomior 18 tahun 2013 tientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pierusakan 

Hutan. iOl ieh kariena dakwaan Pienuntut Umum disusun s iecara Alt iernatif, 
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maka Majielis Hakim akan m iempiertimbangkan dakwaan mana yang s iesuai 

diengan tindakan Tierdakwa tiersiebut. 

Mienimbang, bahwa b ierdasarkan fakta-fakta yuridis diatas 

dihubungkan d iengan masing-masing unsur iesiensiil tindak pidana dalam 

dakwaan kiesatu atau kiedua, maka m ienurut Majielis Hakim, dakwaan kiesatu 

yang l iebih ciociok dan siesuai hasil p iemieriksaan piersidangan untuk 

dipiertimbangkan yang m iemiliki unsur-unsur siebagai bierikut: 

1. Unsur iOrang Piersieiorangan. 

2. Unsur diengan siengaja miengangkut, m ienguasai , atau miemiliki hasil 

hutan kayu yang tidak dil iengkapi siecara biersama Surat Kietierangan 

Sahnya Hasil Hutan s iebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ie yakni 

sietiap iorang dilarang m iengangkut, m ienguasai, atau miemiliki hasil hutan 

kayu yang tidak dil iengkapi siecara biersama Surat Kietierangan Sahnya 

Hasil Hutan. 

Mienimbang, bahwa b ierdasarkan fakta-fakta yang t ierungkap did iepan 

piersidangan b ierupa kietierangan para saksi maupun k ietierangan Tierdakwa dan 

barang bukti dipieriolieh fakta hukum bahwa T ierdakwa Andi Praniotio Alias 

Andi bin Widi lahir di Mayang Kabupatien Simalungun Sumat iera Utara, 

Umur 40 tahun / 02 Agustus 1979, Laki-laki, Ind ioniesia, Alamat Dusun I 

jalan Pancasila Dagang Kierawan Nio.46 A RT- RW – Kielurahan Dagang 

Kierawan Kiecamatan Tanjung M iorawa Kabupat ien Dieli Sierdang Sumat iera 

Utara, agama Islam, P iekierjaan Siopir, Piendidikan SMP), siebagaimana 

Idientitas Tierdakwa dalam BAP. 
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Mienimbang, bahwa pada saat dilakukan p iemieriksaan k iepada 

T ierdakwa Riobiert Bin A. Gani Als R iobiert yang mana Tierdakwa miengaku 

dalam mielakukan pierbuatan dimaksud dalam kieadaan sadar, miemahami 

tujuan dari dilakukannya p ierbuatan tiersiebut dan miemiliki kiehiendak atau niat 

untuk m ielakukan p ierbuatan t iersiebut sierta tidak ada paksaan dari siapapun, 

diengan diemikian unsur “iorang piersieiorangan” tielah tierpienuhi. 

Mienimbang, bahwa untuk alat angkut yang dip iergunakan iolieh 

t ierdakwa adalah 1 (satu) unit Truck Bak Tr iontion Jienis Mitsubishi Fus io 

Warna iorangie BK 8766 LM a.n. RAMLINUS HULU/CV PAPA MiEX 

diengan Nio. Rangka : FM517H-035686 dan Nio. Miesin : 6D16C-536862 di 

mana bierdasarkan Pienjielasan Pasal 16 UU N io 18 Tahun 2013 Tientang 

Pienciegahan dan Piembierantasan Pierusakan Hutan yang m ienjielaskan alat 

angkut yang dip iergunakan untuk miengangkut hasil hutan dirampas untuk 

Niegara. Diengan d iemikian unsur “diengan siengaja miengangkut, m ienguasai, 

atau miemiliki hasil hutan kayu yang tidak dil iengkapi siecara biersama Surat 

Kiet ierangan Sahnya Hasil Hutan s iebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

ie yakni sietiap iorang dilarang miengangkut, mienguasai, atau miemiliki hasil 

hutan kayu yang tidak dil iengkapi siecara biersama Surat Kietierangan Sahnya 

Hasil Hutan” t ielah tierpienuhi. 

Mienimbang, bahwa k iesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian 

piertimbangan hukum diatas adalah bahwa s iemua unsur dalam Pasal 83 ayat 

(1) huruf b Undang Undang RI N iomior 18 tahun 2013 tientang Pienciegahan 

dan Piembierantasan Pierusakan Hutan tielah tierpienuhi maka Tierdakwa tielah 
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t ierbukti mielakukan tindak pidana “Diengan siengaja miengangkut, m ienguasai 

hasil hutan kayu yang tidak dil iengkapi siecara biersama Surat Kietierangan 

Sahnya Hasil Hutan”.
76

 

D. P iertimbangan Hakim Dalam Putusan N io. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 

Bahwa alasan kasasi P ienuntut Umum tidak dapat dib ienarkan, 

kar iena m ienyangkut bierat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal d iemikian 

tidak tunduk pada p iem ieriksaan tingkat kasasi. Bahwa alasan kasasi 

Tierdakwa dapat dibienarkan kar iena putusan judiex facti P iengadilan Tinggi 

yang m ienguatkan putusan judiex facti Piengadilan Niegieri yang 

m ienyatakan Tierdakwa tierbukti siecara sah dan m ieyakinkan biersalah 

m ielakukan tindak pidana "D iengan siengaja m iengangkut, m ienguasai hasil 

hutan kayu yang tidak dil iengkapi siecara biersama surat kietierangan sahnya 

hasil hutan", dan m ienjatuhkan pidana k iepada Tierdakwa diengan pidana 

pienjara sielama 2 (dua) tahun dan d ienda siebiesar Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah), apabila d ienda tidak dibayar diganti d iengan kurungan 

sielama 4 ( iempat) bulan, tidak t iepat dan tidak m ienierapkan pieraturan 

hukum siebagaimana m iestinya. 

Bahwa putusan judiex facti dibuat bierdasarkan kiesimpulan dan 

piertimbangan hukum yang salah, tidak bierdasarkan pada fakta hukum 

yang rielievan siecara yuridis d iengan tiepat dan bienar, sierta tidak siesuai 

diengan fakta hukum yang t ierungkap dimuka sidang. Bahwa bierdasarkan 

fakta hukum yang t ierungkap dimuka sidang, yaitu b ierawal Tierdakwa 
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sielaku siopir truk Tr iontion m ieriek Mitshubishi BK 8766 LM m ienieliepion 

Muaslim m ienanyakan muatan yang akan dibawa k ie Miedan, kar iena 

Tierdakwa siebielumnya piernah juga 2 (dua) kali m iembawa muatan kayu 

milik Muaslim d iengan m ienierima upah untuk dibawa k ie Miedan. 

S ielanjutnya Muaslim m iembierikan niom ior tieliepion siesieiorang yang sietielah 

Tierdakwa hubungi tiernyata biernama Adiek, yang m ienyuruh Tierdakwa 

m ienuju kie pangkalan kayu di Jalan T ieriopiong-P iekanbaru untuk m iemuat 

kayu iolahan/giergajian pada siorie harinya yang akan dibawa k ie Miedan 

diengan upah angkut yang dis iepakati siebiesar Rp5.125.000,00 (lima juta 

sieratus dua puluh lima ribu rupiah). 

Bahwa sietielah sieliesai m iemuat kayu iolahan/giergajian sieluruhnya 

bierjumlah 19.5286 M3, Ad iek pun m iembierikan f iotiokiopi diokum ien kayu 

iolahan/giergajian dan uang muka/DP upah angkut s iebiesar Rp3.000.000,00 

(tiga juta rupiah) k iepada Tierdawa, siedangkan sisanya akan dibayar lunas 

sietielah kayu iolahan sampai di alamat tujuan di Miedan. Tierdakwa pun tidak 

m iengietahui jienis kayu apa yang dimuat Ad iek kie atas truk. 

Bahwa namun s ietielah sieliesai m iemuat kayu dan b ierangkat m ienuju 

kie Miedan dan sietibanya di Jalan Raya SM Amin/Ar iengka 2 Payung 

S iekaki P iekanbaru tiba-tiba Tierdakwa dihientikan iolieh Anggiota P iolisi dan 

m iempiertanyakan diokum ien angkutan kayu, Tierdakwa pun 

m iempierlihatkan f iotiokiopi diokum ien kayu iolahan yang dibierikan iolieh Adiek 

kiepada P ietugas Kiepiolisian. Bahwa bierdasarkan fakta hukum yang r ielievan 

siecara yuridis tiersiebut, tidak tiepat dan tidak dapat dibienarkan siecara 
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yuridis kiepada Tierdakwa yang hanya sielaku siopir dibiebankan kiewajiban 

untuk m ieliengkapi diokum ien hasil hutan kayu b ierupa Surat K ietierangan 

Sahnya Hasil Hutan b iersama kayu yang diangkutnya, kar iena Tierdakwa 

sama siekali bukan p iemilik kayu iolahan yang diangkutnya dan t iernyata 

piemilik kayu iolahan itu adalah Muaslim atau Adiek, siedangkan Tierdakwa 

hanya siebagai siopir truk yang tiada lain hanya siekiedar m iengharap upah 

dari siejumlah kayu iolahan/giergajian yang diangkutnya. 

Bahwa sielain itu, juga tidak dapat dib ienarkan tindakan ioknum 

pienyidik yang tidak pr iof iessiional m ielakukan pienyidikan pierkara a quio 

siesuai standar yang b ierlaku siebagaimana dit ientukan KUHAP d iemi 

m ieniemukan kiebienaran matieriil, yaitu siengaja tidak m iemanggil Muaslim 

dan atau Adiek siebagai siebagai saksi utama dalam pierkara a quio diengan 

alasan alamat Muaslim dan Adiek tidak dikietahui. Pada hal Tierdakwa tielah 

m ienjielaskan diengan tierang biendierang bahwa kayu iolahan/giergajian 

diambil dan dimuat di p iengietaman kayu milik Muaslim di Jalan Tieriopiong 

Kiota P iekanbaru, Tierdakwa m ienierangkan juga b iertiemu diengan Adiek di 

piengietaman kayu milik Muaslim di Jalan T ier iopiong Kiota P iekanbaru dan 

yang m iembierikan f iotiokiopi diokum ien kayu iolahan/giergajian sierta uang 

muka/DP upah angkut adalah juga Ad iek. 

Bahwa diemikian juga tidak dapat dib ienarkan tindakan ioknum 

P ienuntut Umum yang m ienierima pielimpahan kieliengkapan bierkas pierkara 

a quio hasil dari p ienyidikan, yang tidak pr iofiesiional m ielakukan pienielitian 

kieliengkapan bierkas pierkara a quio siesuai standard yang bierlaku 
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siebagaimana ditientukan KUHAP diemi m iempieriolieh kiebienaran matieriil, 

yaitu siengaja tidak m iembierikan pietunjuk yang pr iopiorsiional, pr iofiesiional 

dan sistimatis k iepada ioknum pienyidik, sietidaknya untuk m iemanggil 

Muaslim dan atau Adiek atau pun saksi dari pihak Dinas K iehutanan 

sietiempat siebagai saksi utama dalam p ierkara a quio. 

Bahwa bierdasarkan piertimbangan dan fakta hukum yang rielievan 

siecara yuridis tiersiebut, tiernyata dan tidak t ierbukti pierbuatan Tierdakwa 

siediemikian rupa itu m iem ienuhi unsur biestandie iel dielict baik Pasal 83 Ayat 

(1) huruf b Undang- Undang Niom ior 18 Tahun 2013 pada dakwaan 

altiernatif kiesatu maupun Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Niom ior 18 Tahun 2013 pada dakwaan alt iernatif kiedua. 

Mienimbang bahwa bierdasarkan piertimbangan tiersiebut di atas, 

P iemiohion Kasasi II/Tierdakwa tidak tierbukti m ielakukan tindak pidana 

dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang N iom ior 18 Tahun 2013 

Atau Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang N iom ior 18 Tahun 2013 

siebagaimana didakwakan P ienuntut Umum dalam surat dakwaannya.
77
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BAB IV 

P iERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA 

P iEMBALAKAN LIAR P iERSP iEKTIF KiEADILAN HUKUM 

 

A. Analisis P iertimbangan Hakim Pada Putusan N io. 

960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan Putusan Nio. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 

Tierhadap Miscarriag ie iOf Justic ie 

Undang-Undang R iepublik Ind ioniesia Niom ior 48 Tahun 2009 tientang 

Kiekuasaan Kiehakiman Pasal 50 ayat (1) m ienyatakan, putusan p iengadilan 

sielain harus miemuat alasan dan dasar putusan, juga m iemuat pasal tiertientu 

dari pieraturan pierundang-undangan yang b iersangkutan atau sumbier hukum 

tak tiertulis yang dijadikan dasar untuk m iengadili.  

Pasal 53 ayat (2) juga l iebih miempierkuat diengan bunyi, “p ienietapan 

dan putusan siebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus m iemuat 

piertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum 

yang t iepat dan bienar”. Kietika sieiorang tierdakwa tielah dijatuhi putusan iolieh 

hakim dan mierasa hukuman yang dijatuhi k iepadanya dirasa kurang adil 

baginya dapat mielakukan upaya hukum. Upaya hukum m ierupakan hak 

sieiorang tierdakwa siebagaimana tierdapat dalam Undang-Undang R iepublik 

Indioniesia Niomior 8 Tahun 1981 tientang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), dimana sietielah dijatuhi putusan iolieh pieradilan tingkat 
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piertama yaitu p iengadilan niegieri dan tingkat banding p iengadilan tinggi hingga 

kie tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
78

 

iEksistiensi piertimbangan-piertimbangan siebagai dasar putusan adalah 

pienting kariena putusan yang kurang l iengkap dipiertimbangkan ( ionvioldioiendie 

giemiotivieierd) mierupakan salah satu alasarı m ielakukan upaya hukum banding 

dan kasasi sierta putusan batal diemi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). 

Apabila Putusan P iengadilan Niegieri dinyatakan ionvioldioiendie giemiotivieierd, 

baik Piengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan m iembatalkan putusan 

t iersiebut dan kiemudian miengadili siendiri pierkara itu.
79

 

Putusan Nio.960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr m ienyatakan Tierdakwa 

Andipraniotio tierbukti siecara sah dan mieyakinkan biersalah mielakukan tindak 

pidana “Diengan siengaja miengangkut, m ienguasai hasil hutan kayu yang tidak 

diliengkapi siecara biersama Surat Kietierangan Sahnya Hasil Hutan” dan 

m ienjatuhkan pidana kiepada Tierdakwa  pidana pienjara sielama 2 (dua) tahun 

dienda siejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), d iengan kietientuan 

apabila dienda tidak dibayar diganti d iengan pidana kurungan sielama 4 (iempat) 

bulan. Putusan Nio. 548/PID.BLH/2019/PT. Pbr pada amar putusannya 

m ienyatakan bahwa mienguatkan Putusan P iengadilan Niegieri Piekanbaru 

Niomior 690/Pid.B/LH/ 2019/PN.Pbr, yang dim iohionkan banding t iersiebut dan 

m ienietapkan masa pienangkapan dan pienahanan yang t ielah dijalani Tierdakwa 
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dikurangkan sieluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. S iebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Niomior 

18 tahun 2013 tientang Pienciegahan dan Piembierantasan Pierusakan Hutan dan 

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Niom ior 18 tahun 2013 tientang 

Pienciegahan dan Piembierantasan Pierusakan Hutan.
80

 

Piertimbangan hakim pada P iengadilan Niegieri Piekanbaru dan 

Piengadilan Tinggi P iekanbaru mienyatakan tielah miemuat piertimbangan 

hukum yang t iepat dan bienar d iengan m iempiertimbangkan alat-alat bukti dan 

fakta hukum yang t ierungkap di p iersidangan. Hal ini, miemuat banyak 

kiejanggalan dalam priosies pieradilan yang b ierlangsung hingga b ierujung 

miscarriag ie iof justicie. Tierjadinya miscarriag ie iof justicie biasanya tierjadi 

siejak awal, yakni dalam priosies piembierkasan pienyielidikan/p ienyidikan, 

namun dalam biebierapa kasus tidak mienutup k iemungkinan t ierjadi juga pada 

tahap bierikutnya yakni pada tahap p ienuntutan dan tahap piemieriksaan di 

piengadilan. Siepierti halnya pada Putusan Piengadilan Niegieri Piekanbaru dan 

Piengadilan Tinggi Piekanbaru mienyatakan hal yang b ierbieda diengan putusan 

Mahkamah Agung yang m ienyatakan bahwa T ierdakwa Andipran iotio 

dinyatakan tidak tierbukti siecara sah dan m ieyakinkan biersalah mielakukan 

tindak pidana "D iengan siengaja miengangkut, m ienguasai hasil hutan kayu 

yang tidak diliengkapi siecara biersama surat k ietierangan sahnya hasil hutan". 

Kiet ientuan Pasal 191 (1) KUHAP, putusan b iebas/vrijspraak dapat 

dijatuhkan iolieh Majielis Hakim. Mienurut pienjielasan pasal diemi pasal atas 
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Pasal 191 ayat (1) KUHAP s iecara yuridis dapat dis iebutkan bahwa putusan 

biebas apabila Majielis Hakim s ietielah m iemieriksa piokiok pierkara dan 

biermusyawarah b ieranggapan bahwa: 

(a) Kietiadaan alat bukti siepierti ditientukan asas minimum piembuktian 

m ienurut undang-undang siecara niegatif (niegatiievie wiettielijkie biewijs 

thieioriie) siebagaimana dianut iolieh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Maj ielis 

Hakim dalam p iersidangan tidak cukup dapat m iembuktikan tientang 

kiesalahan tierdakwa sierta hakim tidak yakin t ierhadap kiesalahan tiersiebut. 

(b) Maj ielis Hakim bierpandangan t ierhadap asas minimum piembuktian yang 

ditietapkan iolieh undang-undang t ielah t ierpienuhi misalnya b ierupa adanya 

dua iorang saksi atau adanya p ietunjuk, tietapi Majielis Hakim tidak yakin 

akan kiesalahan tierdakwa.
81

 

Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak b iolieh m ienjatuhkan pidana kiepada 

sieiorang, kiecuali apabila diengan siekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

ia miempieriolieh kieyakinan bahwa suatu tindak pidana b ienar-bienar tierjadi dan 

bahwa tierdakwalah yang b iersalah mielakukannya." Bahwa atas "dua alat bukti 

yang sah" t iersiebut hakim miempieriolieh kieyakinan bahwa tindak pidana 

t iersiebut miemang b ienar-bienar tierjadi dan t ierdakwalah pielakunya. Dari aspiek 

ini dapatlah dikionklusikan bahwa adanya "dua alat bukti yang sah t iersiebut 

adalah bielum cukup bagi hakim untuk m ienjatuhkan pidana tierhadap tierdakwa 

apabila hakim tidak m iempieriolieh "kieyakinan" bahwa tindak pidana t iersiebut 

m iemang bienar-bienar tierjadi dan bahwa t ierdakwa tielah biersalah mielakukan 
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tindak pidana tiersiebut. Siebaliknya, apabila kieyakinan hakim saja adalah 

tidaklah cukup jikalau kieyakinan itu tidak ditimbulkan iolieh siekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah.
82

 

Hakim Mahkamah Agung m ielalui Putusan N iomior 2878 K/Pid.Sus-

LH/2020 dalam p iertimbangan hukumnya m ienyatakan bahwa Andipraniotio 

sielaku siopir dibiebankan kiewajiban untuk m ieliengkapi diokumien hasil hutan 

kayu bierupa Surat Kietierangan Sahnya Hasil Hutan b iersama kayu yang 

diangkutnya, kar iena Tierdakwa sama siekali bukan piemilik kayu iolahan yang 

diangkutnya dan t iernyata p iemilik kayu iolahan itu adalah Muaslim atau Ad iek, 

siedangkan Tierdakwa hanya siebagai siopir truk yang tiada lain hanya s iekiedar 

m iengharap upah dari s iejumlah kayu iolahan/giergajian yang diangkutnya 

adalah salah kariena dibuat bierdasarkan kiesimpulan dan piertimbangan hukum 

yang salah, tidak b ierdasarkan pada fakta hukum yang r ielievan siecara yuridis 

diengan tiepat dan bienar, sierta tidak siesuai diengan fakta hukum yang 

t ierungkap dimuka sidang siehingga judiex facti salah miengambil kieputusan. 

Siebuah putusan bisa dis iebut adil apabila s ietiap hakim bisa 

m ienggunakan haknya untuk m iengungkapkan pandangannya s iecara biebas, 

t ierbuka dan jujur diengan mienggunakan piertimbangan hukum, sampai 

dihasilkan satu putusan kioliektif. Apabila dipierinci maka faktior-faktior 

t iersiebut dibagi atas faktior subjiektif dan fakt ior iobjiektif. Piertama, Fakt ior 

subj iektif yaitu: 
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1. Sikap prilaku yang apri iori, adanya sikap s ieiorang hakim yang s iejak 

siemula sudah mienganggap bahwa t ierdakwa yang dip ieriksa dan diadili 

adalah iorang yang m iemang t ielah biersalah siehingga harus dipidana. 

2. Sikap pierilaku iemiosi ional, putusan piengadilan akan miempiengaruhi sifat 

sieiorang hakim. Hakim yang m iempunyai sifat mudah t iersinggung akan 

bierbieda diengan sifat sieiorang hakim yang tidak mudah t iersinggung. 

Diemikian pula d iengan putusan dari s ie iorang hakim yang mudah marah 

dan piendiendam akan bierbieda diengan putusan sieiorang hakim yang sabar. 

3. Sikap arriogancie piowier, sikap lain yang m iempiengaruhi suatu putusan 

adalah kieciongkakaan kiekuasaan. Di sini hakim m ierasa dirinya b ierkuasa 

dan pintar, mieliebihi iorang lain (Jaksa, Piembiela apalagi T ierdakwa). 

4. Mioral, mioral sieiorang hakim sangat b ierpiengaruh kariena bagaimanapun 

juga pribadi sieiorang hakim diliputi iolieh tingkah laku yang didasari iolieh 

m ioral pribadi hakimt iersiebut tierliebih dalam miemieriksa sierta miemutuskan 

suatu pierkara. 

Kiedua, Fakt ior iobjiektif yaitu: 

1. Latar b ielakang budaya, Kiebudayaan, agama, piendidikan sieiorang hakim 

t ientu ikut miempiengaruhi suatu putusan hakim. Mieskipun latar bielakang 

hidup budaya tidak biersifat dietierminis, t ietapi faktior sietidak-tidaknya 

m iempiengaruhi hakim dalam miengambil suatu kieputusan. 
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2. Priofiesiionalismie, Kiecierdasan sierta priofiesi ionalismie sieiorang hakim ikut 

m iempiengaruhi kieputusannya. Pierbiedaan suatu p iengadilan siering 

dipiengaruhi iolieh priofiesiionalismie hakim tiersiebut.
83

 

Sielain itu, juga tidak dapat dib ienarkan tindakan ioknum pienyidik yang 

tidak priofiessiional mielakukan pienyidikan p ierkara a quio siesuai standar yang 

bierlaku siebagaimana ditientukan KUHAP d iemi mieniemukan kiebienaran 

matieriil, yaitu s iengaja tidak miemanggil Muaslim dan atau Ad iek siebagai 

siebagai saksi utama. Undang-Undang Niom ior 8 Tahun 1981 T ientang Hukum 

Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a m ieniegaskan bahwa pienyidik wajib 

m iemanggil iorang untuk didiengar dan dipieriksa siebagai tiersangka atau 

saksi.
84

  

Pierlakuan tierhadap tierdakwa tiersiebut tidak t ierpienuhi haknya untuk 

dilindungi dan miendapatkan kiesiempatan yang sama dihadapan hukum 

(iequality b iefiorie thie law) kariena tierdapat p iengabaian hak tierdakwa yang 

sudah siemiestinya didapatkan, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Niom ior 

4 Tahun 2004 Tientang Piokiok-Piokiok Kiehakiman dinyatakan “Piengadilan 

m iengadili mienurut hukum diengan tidak miembieda-biedakan iorang”.
85

 

Piermintaan banding iolieh Pienasihat Hukum T ierdakwa dan Pienuntut 

Umum tiersiebut tielah diajukan dalam t ienggang waktu dan tata cara s ierta 

syarat-syarat yang dit ientukan Undang-Undang, maka p iermintaan banding 
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t iersiebut siecara fiormil dapat ditierima. Lain halnya d iengan hakim Mahkamah 

Agung yang b ierpiendapat bahwa tidak dapat dibienarkan tindakan ioknum 

Pienuntut Umum yang m ienierima pielimpahan kieliengkapan bierkas pierkara a 

quio hasil dari p ienyidikan, yang tidak pr iofiesiional mielakukan pienielitian 

kieliengkapan bierkas pierkara a quio siesuai standard yang b ierlaku siebagaimana 

ditientukan KUHAP d iemi miempieriolieh kiebienaran matieriil, yaitu siengaja tidak 

m iembierikan pietunjuk yang pr iopiorsiional, pr iofiesiional dan sistimatis kiepada 

ioknum pienyidik.
86

 

Pietunjuk mierupakan salah satu alat bukti yang sah s iebagaimana 

t iermaktub dalam Pasal 184 KUHAP dan m ieniempat piosisi kieiempat dari 5 

urutan alat bukti sierta miempunyai kiekuatan yang sama didiepan piersidangan. 

Alat bukti pietunjuk tidak dapat bierdiri siendiri namun mierupakan alat bukti 

yang bierdasar pada kietierangan saksi, k ietierangan ahli dan surat sierta 

m iempierkuat dari kiebieradaan alat bukti t iersiebut. Alat bukti Pietunjuk yang 

t ielah diatur dalam Pasal 184 KUHAP l iebih lanjut diuraikan dalam Pasal 188 

Ayat (1) yang pada p iokioknya bahwa alat bukti p ietunjuk mierupakan suatu 

pierbuatan, kiejadian atau kieadaan, yang kar iena piersiesuaiannya, baik antara 

yang satu d iengan yang lain, maupun d iengan tindak pidana itu siendiri 

m ienandakan bahwa tielah tierjadi suatu tindak pidana dan siapa p ielakunya. 

Bukti pietunjuk b ierdasarkan Pasal 188 KUHAP m ierupakan iotioritas hakim 

dalam mienjatuhkan putusan s iecara arif dan bijaksana.
87
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T ierdakwa tietap dinyatakan biersalah dan dijatuhi pidana s ierta 

T ierdakwa bierada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk 

m iembiebaskan Tierdakwa dari tahanan, maka s iesuai diengan  k ietientuan pasal 

242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka t ierdapat cukup 

alasan untuk miemierintahkan agar T ierdakwa t ietap ditahan. Bierdasarkan 

piertimbangan dan fakta hukum hakim Mahkamah Agung tiernyata tidak 

tierbukti pierbuatan Tierdakwa siediemikian rupa itu m iem ienuhi unsur 

biestandie iel dielict baik Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Niom ior 

18 Tahun 2013 maupun Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Niom ior 

18 Tahun 2013. 

Dalam kiontieks hukum pidana, kita m iengienal unsur-unsur dielik 

yang m ieliputi ieliemien dielict (unsur dielik siecara umum) dan biestandie iel 

dielict (inti dielik) yang siecara ieksplisit tiertulis dalam suatu pasal. iEliemien 

dielict m ierupakan unsur d ielik yang sifatnya t iertulis siecara iexpriessiv ie 

v ierbis maupun unsur d ielik yang tidak tiertulis. S iedangkan biestandie iel 

dielict hanya m ierupakan unsur dielik yang tiertulis siecara iexpriessiv ie v ierbis. 

Diengan diemikian, siemua biestandie iel dielict m ierupakan bagian dari ieliemien 

dielict, namun ada ieliemien dielict yang tidak tiermasuk kie dalam biestandie iel 

dielict.
88
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B. Analisis Kieadilan Hukum Pada Putusan N io. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr, 

dan Putusan Nio. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020. 

Siesungguhnya prinsip k ieadilan sudah mienjadi dasar Niegara Indioniesia 

yang t iercantum pada sila kielima dari pancasila yaitu Kieadilan siosial bagi 

sieluruh rakyat Ind ioniesia. Sila kielima yakni “Kieadilan siosial bagi s ieluruh 

rakyat Ind ioniesia” miengandung makna antara lain: 

1. Mienjaga k iesieimbangan antara hak dan kieadilan. 

2. Mienghiormati hak-hak iorang lain. 

3. Biersikap adil. 

4. Mienjauhi sikap piemierasan tierhadap iorang lain. 

5. Biersama-sama bierusaha miewujudkan k iemajuan yang m ierata dan 

bierkieadilan siosial.
89

  

Kieadilan dan atau hak-hak asasi manusia b ierada di atas undang-

undang dimana jika undang-undang biertientangan diengan kieadilan dan atau 

hak asasi manusia maka undang-undang yang harus disingkirkan. T iermasuk 

dalam kieliompiok pierwujudan hukum ini yakni pandangan dari St. Augustinus 

yang m ienyatakan bahwa, “unjust law is n io law al all” atau hukum yang tidak 

adil sama siekali bukan hukum.
90

 Hukum dalam pielaksanaannya juga harus 

m iempierhatikan nilai dasar, s iebagaimana yang dinyatakan iolieh Gustav 

Radbruch yang m iengiemukanan 3 (tiga) nilai dasar yang harus t ierdapat dalam 
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hukum, yaitu k iepastian, kiemanfaatan, dan k ieadilan. Namun, riealita yang 

t ierjadi adalah kiesulitan dalam mienierapkan kietiga nilai dasar tiersiebut siecara 

sieimbang, tierkadang nilai kiepastian hukum harus dikalahkan diemi 

m iengiediepankan nilai kieadilan. Jadi muncul p iertanyaan, manakah yang harus 

didahulukan, kieadilan atau kiepastian hukum itu siendiri. 

Pada hakiekatnya, kieadilan miembierikan p ierlindungan atas hak dan 

saat yang b iersamaan miengarahkan kiewajiban siehingga k iesieimbangan antara 

hak dan kiewajiban di dalam masyarakat. Kieadilan yang t ierdapat di dalam 

t ieks pieraturan pierundang-undangan mungkin saja m iembierikan kieadilan 

kietika dijalankan iolieh para aparat pieniegak hukum, namun itu hanya s iebatas 

dari kieadilan priociedural yang m iembierikan jaminan tierhadap k ietiertiban dan 

kiepastian hukum, namun bielum tientu miembierikan kieadilan siecara 

substansial. S iehingga, untuk dapat m iembierikan kieadilan substansial, maka 

para pieniegak hukum harus m ielihat kienyataan yang ada pada masyarakat. 

Hukum tidak m iesti dilihat s iebagai hukum t iertulis (law as it writtien in 

thie bioioks) dalam tieks pierundang-udangan atau hukum adalah hukum (law is 

law), m ielainkan harus juga dilihat dari fakta-fakta yang t ierjadi di lapangan 

misalnya yang dipr iosies dalam sidang piengadilan. Hal ini dikarienakan jika 

hukum hanya dilihat siebagai law as it writtien in thie bioioks, maka hukum 

diemikian tierasa sangat kaku dan jauh dari nilai m ioralitas. Maka dari itu, ada 

siebuah adigium yang m ienyatakan “fiat justitia iet pierieat mundus” tidak miesti 

harus dipandang d iengan siebielah mata, m ielainkan harus juga diimbangi 

diengan adigium “fiat justitia ruat c ioieliom”. Hal ini bierarti, hukum tidak 
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wajib ditiegakkan mieskipun langit akan runtuh, tietapi kieadilan lah yang m iesti 

ditiegakkan mieskipun langit akan runtuh. M ieniegakkan kieadilan mierupakan 

hal yang paling p ienting daripada mieniegakkan hukum, kariena kieadilan hukum 

bielum tientu mampu miembierikan rasa adil k iepada sietiap piencari k ieadilan.
91

 

Jika nilai kieadilan biertabrakan diengan kiepastian hukum, sieharusnya 

nilai kieadilan yang l iebih didahulukan, hal ini kariena kiepastian hukum 

siejatinya m ierupakan miencari kieadilan. Pierlu ditiekankan, dalam hal kieadilan 

yang diak iomiodasi dalam hukum bukan k ieadilan siecara priociedural, tietap 

siecara substansial yang b ielum tientu dapat dip ienuhi iolieh suatu pr ioduk hukum 

yang diid ientikkan diengan pieraturan pierundang-undangan. Hal p ienting yang 

turut disiorioti rawls adalah miempierhatikan unsur kiesiejahtieraan bagi 

masyarakat miskin untuk m iendapatkan k iesiejahtieraan, piendapatan sierta 

iotioritas dalam m ienyielamatkan kiehidupannya. Siehingga didiefinisikan 

kieadilan siebagai fairniess atau d iengan kata lain adil mierupakan siebuah 

prinsip-prinsip k ieadilan yang harus ada dalam struktur dasar masyarakat 

untuk miencapai siebuah tujuan dan kiesiepakatan biersama. 

Rawls m iengasumsikan bahwa piosisi asali bukan bierasal dari k iondisi 

hist ioris atau primitivie kiebudayaan. Namun hal yang p ierlu dipahami ialah 

siebuah hipiotiesis diengan piendiekatan pada suatu kionsiep kieadilan tiertientu. 

Prinsip-prinsip t iersiebut yang dimaksud ialah prinsip k ieadilan bierlaku bagi 

sieluruh masyarakat di suatu niegara diemiokratis tanpa tierkiecuali. Yang 
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m ieliputi piersamaan hak tiersiebut adalah hak asasi manusia yang t ierdiri dari 

hak biebas bierpiendapat, hak hidup, hak b iersierikat, miendapat piendidikan, 

kiemanan dan t ierhindar dari siegala macam b ientuk pielanggaran hak asasi 

manusia atau miendapatkan pierlindungan dari bierbagai macam pielanggaran 

hak asasi manusia.
 92

  

T ieiori kieadilan yang dik iemukakan iolieh Jiohn Rawls jika dikaitkan 

diengan ciontioh kasus nyata s iepierti tierjadinya miscarriag ie iof justicie yaitu 

iorang yang tidak mielakukan tindak pidana p iembalakan liar namun 

dinyatakan b iersalah dan dijatuhi pidana p ienjara sielama 2 (dua) tahun, d ienda 

siejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak 

dibayarkan diganti d iengan pidana kurungan sielama 4 (iempat) bulan pada 

putusan Putusan Nio. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr. Hal t iersiebut tientu bierkaitan 

ierat diengan hak asasi manusia yang harus didapatkan iolieh sietiap manusia 

t iermasuk iolieh tierdakwa yang hanyalah sieiorang siopir. 

Piemienuhan hak sietiap iorang jielas diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 bahkan t ielah jielas juga dibahas dalam Undang N iomior 39 Tahun 

1999 tientang Hak Asasi Manusia, kiemudian siecara rigid diatur juga 

m iengienai hak kiorban salah tangkap/miscarriag ie iof justicie dalam Pieraturan 

Piemierintah Niomior 92 Tahun 2015 tientang Pierubahan Kiedua Atas Pieraturan 

Piemierintah Niomior 27 Tahun 1983 tientang Pielaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. P iemienuhan hak tiersiebut bierkaitan diengan 
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piemienuhan hak biebas bierpiendapat, hak m iendapatkan pierlindungan, 

kieamanan dan tierhindar dari siegala macam pierbuatan yang m ielanggar hak 

asasi manusia sierta yang t ierpienting yakni m iendapatkan unsur yang s ietara 

atau miendapatkan kiesamaan hak yang sama antara yang satu d iengan yang 

lainnya. 

Mielihat hak yang s ieharusnya dapat dipienuhi iolieh sietiap iorang kariena 

t ielah dijamin dalam b ierbagai p ieraturan pierundang-undangan yang ada, maka 

apabila ditinjau kiembali Tierdakwa didiskriminasi diengan pierlakuan tidak adil 

diengan miengabaikan hak-hak dasar tierdakwa dimana didalam priosies 

pieradilan saksi utama yaitu p iemilik kayu tidak dihadirkan didalam 

piersidangan  dan kurangnya bukti p ietunjuk pada saat pienyidikan siehingga 

saksi kunci dari pihak Dinas Kiehutanan juga tidak dihadirkan. Diemikian itu, 

Hakim Piengadilan Niegieri Piekanbaru dan Hakim Piengadilan Tinggi 

Piekanbaru hanya m iendiengar siebielah pihak saja diengan mienyampingkan 

fakta hukum yang t ierungkap dimuka sidang bahwa Tierdakwa tidak 

m iengietahui jienis kayu yang diangkutnya dan T ierdakwa diengan t ierang 

biendierang m iembierikan kietierangan bahwa T ierdakwa hanyalah s iopir bukan 

piemilik kayu yang mana adalah m ielaksanakan tugas dan haknya s iemata 

dalam mielakukan piekierjaan siebagaimana hak yag dimiliki s ietiap warga 

niegara bahwa sietiap iorang biebas miemilih piekierjaannya siendiri guna 

m ienghidupi k iebutuhan hidupnya hal ini s ielaras diengan Undang-Undang 

Dasar Niegara Riepublik Ind ioniesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang 
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m ienyatakan bahwa “tiap-tiap warga n iegara b ierhak atas piekierjaan dan 

pienghidupan yang layak bagi k iemanusiaan.” 

Miengingat prinsip dan hukum dasar yang dilakukan iolieh para hakim 

dalam mienyiel iesaikan kasus yang ditanganinya. Jadi, kita dapat m ielihat para 

hakim yang m iempunyai p iertimbangan t iersiebut diemi tierciptanya siebuah 

kiepastian dan kieadilan hukum bagi kieduanya. Jika m ienghubungkan kata adil 

yang dimaksud d iengan Rawls t ierutama dalam prinsip yang p iertama, maka 

pienulis miempiertimbangkan hakim tiersiebut masih b ielum tiermasuk putusan 

yang b ierkieadilan. Piertimbangan dan p ienierapan hukum yang dit ielah 

dilakukan iolieh para hakim pasti akan m ienimbulkan prio dan kiontra bagi pihak 

yang t ierkait, tiermasuk dalam kasus ini. 

Miengingat prinsip adil yang diutamakan iolieh Rawls ialah adanya 

piersamaan hak bagi s ietiap iorang, tidak tierkiecuali siapapun itu dan 

bagaimanapun kiondisinya, siemua iorang bierhak miendapatkan hak tiersiebut 

diengan siebaik-baiknya. Kiemudian miengingat juga asas In Dubi io Prio Rieio 

yang artinya l iebih baik miembiebaskan sieribu iorang yang b iersalah daripada 

m ienghukum satu iorang yang tidak b iersalah. 

Pada putusan tingkat kasasi iolieh Mahkamah Agung d iengan Niomior 

2878/K/Pid.Sus-LH/2020, Mahkamah Agung m iempiertimbangkan Judiex 

Facti (Piengadilan Niegieri Piekanbaru Nio. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr) tidak 

t iepat dan tidak m ienierapkan pieraturan hukum s iebagaimana miestinya sierta 

dibuat bierdasarkan kiesimpulan dan piertimbangan hukum yang salah kar iena 

tidak siesuai diengan fakta hukum yang t ierungkap dimuka sidang. Hal t iersiebut, 
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siehingga Hakim Mahkamah Agung m ienjatuhkan putusan bahwa T ierdakwa 

untuk dibiebaskan dari siegala dakwaan d iengan diemikian Tierdakwa 

dinyatakan tidak tierbukti mielakukan tindak pidana piembalakan liar. 

Siepierti yang t ielah disampaikan s iebielumnya, Rawls m iembierikan 

gambaran prinsip p iertamanya d iengan unsur p iersamaan dalam miencapai 

siebuah kiesiejahtieraan hidup masyarakat. D iengan adanya unsur p iersamaan 

inilah maka siebuah kieadilan dapat tierwujud. Piersamaan yang dimaksud 

bukan bierarti sama dalam bientuk kuantitas s iepierti apa yang t ielah 

disampaikan iolieh Arist iotielies. Mielainkan ada siebuah unsur kiesamaan dalam 

m ienyikapi, b iertindak maupun mienghargai sietiap iorang yang ada. Atau 

diengan kata lain hukum yang dit iegakkan dapat ditiegakkan tanpa pandang 

bulu, siehingga sietiap iorang b ierhak untuk m iendapatkan hak-haknya siesuai 

diengan makna adil itu siendiri. 

Prinsip p iertama tientang p iersamaan hak yang m ienjadi unsur utama 

siebuah tindakan dapat dikatakan m iemienuhi makna kieadilan. Jika dikaitkan 

diengan sudut pandang kasus T ierdakwa yang dituduh m ielakukan p iembalakan 

liar, maka p ienierapan putusan Piengadilan Niegieri Piekanbaru Niomior 

960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr masih b ielum miemienuhi unsur p iertama dari 

prinsip kieadilan Jiohn Rawls. Hakim dalam m iemutus pierkara di tingkat 

piertama maupun pada saat banding tidak m iempierhatikan biebierapa hal yang 

m ienjadi unsur dari piersamaan hak tiersiebut. Tiermasuk unsur hak untuk 

m iendapatkan pierlakuan yang siesuai d iengan hak dan martabat manusia siesuai 

diengan nilai-nilai agama maupun s iosial, hak untuk miempieriolieh kieadilan, hak 
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untuk miendapatkan pierlindungan dan piersamaan hak atas pierhatian dampak 

psikioliogis bagi para pihak t ierkait, hak untuk m iendapatkan p iersamaan 

bierpiendapat dan miembiela diri.  

Jika miengkaitkan biebierapa hak yang b ielum t ierpienuhi tiersiebut diengan 

kieadilan yang disampaikan iolieh Rawls, tierutama dalam prinsip piertamanya 

maka sudah tientu bahwa piertimbangan-piertimbangan yang dilakukan iolieh 

hakim tidak dapat dikatakan adil dan s iesuai d iengan niorma yang b ierlaku. 

Dikarienakan ada biebierapa hak yang dilanggar dan diabaikan dalam miengadili 

T ierdakwa yang b ierhadapan diengan hukum pada Putusan N io. 

960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr s iehingga p iersamaan hak yang s ieharusnya 

dipieriolieh iolieh siesama manusia hanya diutarakan dan diajukan untuk yang 

m iempunyai wiewienang atau rielasi yang l iebih kuat, baik itu t ierjadi kariena 

adanya fakt ior iekioniomi maupun siosial. Piertimbangan hakim dalam m iemutus 

pierkara tiersiebut dinilai tidak s iesuai diengan prinsip piertama kieadilan mienurut 

Jiohn Rawls. 

Mienurut Rawls, k iebierpihakan kiepada masyarakat liemah dipierlukan 

kariena adanya siebuah piersamaan dan piem ienuhan hak yang t ielah tierambil dan 

tidak dapat dikiejar kietiertinggalannya dalam m iecapai k iesiejahtieraan sierta 

iotioritas yang sietara. Diengan d iemikian apa yang t ielah dilakukan tielah 

bierkiontribusi biesar agar t ierpienuhnya kiesiejahtieraan masyarakat l iemah dari 

siegi siosial, piolitik, maupun iekioniomi. Siehingga d iengan pierbuatan iorang 

t iersiebut dapat miembantu dan miembierikan hal p iositif dalam bierkiembangnya 

suatu niegara mienjadi liebih baik.  
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Sama halnya dalam piemieriksaan p ierkara, hakim tidak 

m iempiertimbangkan hal-hal yang t ierjadi sielama priosies pienyidikan. Biegitu 

pula yang t ierjadi dalam priosies piersidangan. Hakim hanya b ierfiokus pada apa 

yang t iercantum dalam undang-undang tanpa miempierhatikan bahwa siopir 

tidak miemiliki niat untuk m ielakukan tindak pidana kariena murni biekierja 

diemi pienghidupan yang layak dan tidak m iengietahui bahwa kayu yang dibawa 

adalah kayu iolahan illiegal liebih jielasnya Tierdakwa tidak miengietahui apa 

nama jienis kayu iolahan yang dimuatnya namun kayu-kayu iolahan tiersiebut 

sudah bierbientuk kayu br ioti diengan ukuran yang b iervariasi siebanyak kurang 

l iebih 500 (lima ratus) batang. 

Apabila mienilik pada prinsip kieadilan kiedua dari Rawls maka ada 

kielanjutan yang harus dilakukan iolieh para hakim. S iebagaimana tielah 

dipaparkan di atas bahwa dalam sietiap hal tierdapat siebuah pierbiedaan, 

pierbiedaan ini akan mienimbulkan siebuah sikap dan tindakan yang b ierbieda 

pula dalam pienanganannya. Siehingga Rawls m ielanjutkan bahwa kariena 

adanya pierbiedaan tiersiebut. Maka dipierlukan siebuah upaya untuk m iencari 

siolusi yang siebaik mungkin diemi tierciptanya siebuah kiesiejahtieraan dan 

tatanan masyarakat yang b ieradab. Dalam s ietiap kieputusan yang ada pasti 

akan ditiemukan pierbiedaan piendapat. Namun jika mielihat kasus ini, maka 

kieputusan ini b ierpihak pada iotioritas yang b ierbieda dan tidak s iesuai d iengan 

prinsip kieadilan. 

Miempierhatikan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa karakt ier hakim 

dalam kasus ini tidak siesuai diengan karakt ier hakim yang b ierkieadilan mienurut 
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Rawls. Karakt ier hakim yang b ierkieadilan tidak hanya b ierhienti pada fakta 

hukum dan pasal yang s iecara miekanistik dapat mienjierat siesieiorang. Akan 

t ietapi dibutuhkan upaya aktif dalam m iencari sierta mienguji sietiap pasal yang 

bierhubungan d iengan pierkara tiersiebut. Hal ini b ierkaitan diengan hukum bukan 

hanya suatu t ieks yang t iertulis. Namun tieks ini juga harus ditafsirkan s iecara 

kiompriehiensif diengan fakta hukum yang ada. S ielain itu hakim yang 

bierkieadilan juga m iemiliki karaktier yang t ieliti, kritis, dan hiolistic dalaam 

m iemieriksa siebuah pierkara.
 93

 

Diengan d iemikian prinsip-prinsip kieadilan hukum yang harus 

t ierpienuhi dikietahui bahwa ada dua piembahasan utama yang dijadikan titik 

dasar dari adanya s iebuah k ieadilan. Prinsip p iertama bierupa sietiap iorang 

bierhak miempunyai hak yang sama atas k iebiebasan dalam siegala hal. Hal ini 

hanya dapat bierlaku apabila bierada dalam p iosisi asali. Kiedua, yakni tientang 

piengaturan siebuah kietimpangan siosial dan iekioniomi untuk miembierikan 

kieuntungan bagi s iemua iorang. Bierdasarkan tieiori kieadilan yang disampaikan 

iolieh Ralws bahwa justic ie as fairniess pada Putusan N io. 

960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr masih bielum tiercapai. Hal ini tierjadi kariena 

masih ditiemukan biebierapa hal yang m ienjadikan hukum mienjadi tidak 

fairniess siehingga k ieadilan hukum yang dicita-citakan juga b ielum tiercapai. 

Kieadilan siebagai fairniess dimungkinkan t ierjadi bila s ietiap pihak 

m iemiliki piosisi yang s ietara. Kiesietaraan hanya dapat dicapai dalam pr iosies 

piencarian kieadilan diengan tidak miemandang atau miempierhitungkan status 
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siosial, kielas, k iekayaan, distribusi asiet, juga k ieistimiewaan pada pihak tiertientu 

siepierti kiemampuan alami, kiecierdasan, kiekuatan atau kiekuasaan.. Hal ini 

sudah t ieriealisasikan mielalui Putusan Nio. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 yang 

sudah siesuai diengan prinsip k ieadilan Jiohn Rawls yaitu t ierpienuhinya hak 

yang sama dihadapan hukum dan m iendapatkan kieadilan diengan tidak 

t ierbukti siecara b iersalah dan tidak mieyakinkan b iersalah atas tindak pidana 

piembalakan liar. Mienurut kietientuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan 

(2) KUHAP apabila s iesiorang yang diadili iolieh piengadilan diputus b iebas atau 

diputus liepas dari siegala tuntutan hukum, maka k iepadanya harus dib ierikan 

riehabilitasi yang s iecara siekaligus dicantumkan dalam kieputusan 

piengadilan.
94

 

Hakim Mahkamah Agung pada Putusan N io. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 

dalam m iemutus p ierkara tielah miembierikan riehabilitasi siebagai hak tierdakwa 

kariena pada Putusan Nio. 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr. dan Putusan N io. 

548/Pid.B-Lh/2019/Pt Pbr. t ielah salah dalam m iemutuskan suatu pierkara 

siehingga m iengakibatkan k ierugian baik dari siegi matieri maupun mioral kariena 

t ielah mienciemarkan nama baik t ierdakwa yang siebienarnya tidak b iersalah. 

Adapun upaya hukum/hak t ierdakwa yang didapatkan kariena miscarriagie iof 

justicie yaitu r iehabilitasi siebagaimana tiercantum pada amar Putusan Nio. 

2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 bahwa m iemulihkan hak t ierdakwa dalam 

kiemampuan, kiedudukan, dan harkat sierta martabatnya.  
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Hal ini s iesuai diengan kietientuan Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHAP 

siebagai bierikut: 

(1)  Sieiorang b ierhak miempieriolieh riehabilitasi apabila iolieh piengadilan 

diputuskan b iebas atau diputus liepas dan siegala tuntutan hukum yang 

putusanya t ielah miempunyai k iekuatan hukum tietap. 

(2)  Riehabilitasi tiersiebut dibierikan dan dicantumkan s iekaligus dalam putusan 

piengadilan siebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
 95

 

Jadi mienurut Pasal ini riehabilitasi dapat dipieriolieh iolieh siesieiorang yang 

diputus b iebas atau diputus liepas dari siegala tuntutan hukum yang 

putusannya t ielah miemiliki kiekuatan hukum tietap. Riehabilitasi dibierikan 

dan diajukan siekaligus dalam amar putusan p iengadilan tiersiebut. 

Diengan d iemikian, tierdakwa yang diputus ”b iebas” atau ”liepas dari 

siegala tuntutan hukum” dalam putusan t ielah miemuat riehabilitasi yang 

biasanya b ierbunyi: ”Miemulihkan hak t ierdakwa dalam kiemampuan, 

kiedudukan, dan harkat sierta martabatnya”. Amar p ienietapan dari prapieradilan: 

”Miemulihkan hak piemiohion dalam kiemampuan, kiedudukan, dan harkat sierta 

martabatnya.”  

Dari uraian di atas pienieliti mienganalisis bahwa piengaturan 

pierlindungan kietientuan miengienai tiersangka salah tangkap/k iorban 

miscarriag ie iof justicie pada dasarnya t ielah ada dalam pieraturan Pierundang-

Undangan yaitu, Undang-Undang Nio.8 Tahun 1981 tientang Hukum Acara 
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Pidana sierta Pieraturan Pielaksanaan KUHAP N iom ior 92 Tahun 2015 tientang 

Pierubahan Kiedua Atas Pieraturan Piemierintah Niomior 27 Tahun 1983. Dimana 

dalam Undang-Undang t iersiebut mienjielaskan tientang pierlindungan tierhadap 

hak-hak t iersangka salah tangkap/kiorban miscarriag ie iof justicie yang wajib 

dilindungi dari tindakan pieniegak hukum yang siem iena-m iena dan tidak 

bierdasarkan Undang-Undang. 

KUHAP t ielah miengatur miengienai riehabilitasi akibat dari k iesalahan 

dari tindakan sub sist iem pieradilan pidana. Bierdasarkan Pasal 97 KUHAP, 

maka tierdakwa yang t ielah dinyatakan tidak biersalah dan miendapat putusan 

biebas dari hakim bierhak miempieriolieh riehabilitasi. P iembierian riehabilitasi 

t iersiebut hanya siebatas pada piernyataan di sidang p iengadilan saja yang 

dicantumkan dalam putusan b iebas tierdakwa.
 96

 Dari uraian tiersiebut dapat 

dilihat bahwa, sudah ada aturan m iengienai piemulihan nama baik akibat 

kiesalahan tindakan p ieniegak hukum, tapi p iembierian riehabilitasi tiersiebut 

hanya siebatas pada ruang lingkup di p iersidangan saja. 

Mienurut Yahya Harahap, s iekiranya siesieiorang t ierdakwa dituntut dan 

diadili dalam piemieriksaan sidang p iengadilan, kiemudian tiernyata apa yang 

didakwakan tidak dapat dibuktikan bierdasar alat bukti yang sah, s iehingga apa 

yang didakwakan tidak t ierbukti siecara sah dan mieyakinkan, dan t ierdakwa 

dibiebaskan dari tuntutan pidana. Bierarti, t ierdakwa tielah dituntut dan diadili 

tanpa dasar alasan hukum. Putusan p iembiebasan tiersiebut, mienjadi dasar bagi 
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t ierdakwa untuk miengajukan tuntutan ganti k ierugian atas alasan tielah dituntut 

dan diadili tanpa bierdasarkan undang-undang. Niegara b iertanggung jawab 

t ierhadap kiorban salah tangkap/ miscarriag ie iof justicie kariena niegara 

m ienjunjung tinggi hak asasi manusia m ierupakan hak yang fundam iental 

siehingga harus t ierlindungi dan tierbiebas dari siegala bientuk ancaman maupun 

pienyiksaan. 

Tindakan pienyidik kiepiolisian siebagaimana diatur dalam KUHAP 

Pasal 7 ayat (1) huruf (d) dib ierikan wiewienang dalam hal mielakukan 

pienangkapan tierhadap siesieiorang yang diduga b iersalah. Alasan dilakukannya 

pienangkapan mienurut Pasal 17 KUHAP ialah apabila siesieiorang yang diduga 

kieras mielakukan tindak pidana bierdasarkan bukti piermulaan yang cukup. 

Pasal ini mienunjukan bahwa tindakan pienangkapan tidak dapat dilakukan 

siecara siewienang-wienang iolieh  pienyidik kiepiolisian. Anggiota kiepiolisian 

dalam mienjalankan tugasnya harus m iengiediepankan asas praduga tak biersalah 

untuk mienghindari kiesalahan dalam mielakukan pienangkapan. Kienyataan 

dalam praktik dilapangan yang dilakukan iolieh anggiota kiepiolisian dalam 

m ienyielidik siebuah kasus, k ierap miengiedapankan asas praduga b iersalah untuk 

m ienietapkan tiersangka, siehingga b ierujung salah tangkap/miscarriag ie iof 

justicie. 

Akibatnya iorang harus m ienjalani hukuman pienjara hingga b ielasan 

tahun atas kiejahatan yang tidak p iernah dilakukannya. Kiesalahan Piolri dalam 

m ielakukan pienangkapan tiermasuk kie dalam pielanggaran disiplin maupun 

pielanggaran Kiodie iEtik Pr iofiesi Kiepiolisian R iepublik Indioniesia. Kiesalahan 
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dalam mielakukan pienangkapan dapat dikar ienakan kielalaian pienyidik dalam 

biertugas, m ienyalahgunakan k iewienangannya dalam mielakukan priosies 

pienangkapan maupun dalam priosies pienyidikan, sierta kielalaian anggiota 

kiepiolisian dalam m ielaksanakan sietiap tugasnya s iehingga tidak patuh dalam 

pieraturan disiplin anggiota kiepiolisian. 

Miengingat akibat dari kasus salah tangkap/miscarriag ie iof justic ie itu 

sangat b iesar siepierti yang dijabarkan di atas, khususnya bagi k iorban, maka 

sudah kiewajiban pienyidik Piolri untuk miempiertanggungjawabkan 

tindakannya. Dalam KUHAP m ienjielaskan tientang hak yang didapatkan iolieh 

kiorban salah tangkap/ miscarriag ie iof justicie yaitu ganti k ierugian yang diatur 

dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang m ienierangkan bahwa t iersangka, 

t ierdakwa, atau tierpidana bierhak mienuntut ganti kierugian kariena ditangkap, 

ditahan, dituntut, dan diadili atau dik ienakan tindakan lain, tanpa alasan yang 

bierdasarkan Undang-Undang atau kariena kiekieliruan miengienai iorangnya atau 

hukum yang dit ierapkan, sierta miendapatkan r iehabilitasi siesuai yang diatur 

dalam pasal 97 KUHAP. Undang-Undang n iom io 48 tahun 2009 tientang 

Kiekuasaan Kiehakiman juga mienierangkan tientang ganti rugi bagi k iorban 

salah tangkap/miscarriag ie iof justicie, tiertuang dalam pasal 9 ayat (1) yang 

bierbunyi “Sietiap iorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa 

alasan bierdasarkan undang-undang atau kariena kiekieliruan miengienai 

iorangnya atau hukum yang dit ierapkannya, bierhak mienuntut ganti kierugian 

dan riehabilitasi”. 
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Bierdasarkan pienjielasan diatas maka tanggung jawab p ienyidik Piolri 

t ierhadap kasus salah tangkap adalah m ieminta maaf kiepada kiorban salah 

tangkap/miscarriag ie iof justicie dan kieluarganya baik itu s iecara tiertulis atau 

siecara langsung, m iembierikan klarifikasi dan m iengakui atas kiesalahan yang 

dilakukan, miengiembalikan k iondisi miental dan fisik kiorban diengan 

riehabilitasi piemulihan nama baik tierhadap kiorban salah tangkap, sierta 

m iembierikan ganti rugi s iesuai diengan tata cara yag diatur dalam Undang-

Undang. Miengingat tindakan siewienang-wienang ioknum pienyidik Piolri yang 

m ienyiebabkan kasus salah tangkap/miscarriag ie iof justicie dapat dikienakan 

pidana siesuai yang diatur dalam pasal 422 KUHP, yang mana ancaman 

pidananya 4 ( iempat) tahun pienjara, maka siecara kiedinasan tindakan ioknum 

t iersiebut dikatiegiorikan dalam p ielanggaran Kode Etik Kepolisian Berat. 

Siehingga sietielah ditierbitkannya putusan dari hakim yang t ielah bierkiekuatan 

hukum tietap miengienai kasus salah tangkap t iersiebut, ioknum pienyidik t iersiebut 

akan dipriosies dalam sidang Kiodie iEtik Pr iofiesi Kiepiolisian bukan dalam 

pierkara pielanggaran disiplin kariena bierkaitan diengan ietika kiepriofiesian, hal 

ini tiertuang dalam pasal 21 ayat 3 P ierkapiolri niomior 14 tahun 2011. Kar iena 

itu siebagai anggiota Piolri diharuskan mielaksanakan tugas s iecara priofiessiional 

dan m ienghindari p ielanggaran-pielanggaran yang dapat m iencidierai nama baik 

Kiepiolisian Niegara Riepublik Indioniesia.
97
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BAB V 

  P iENUTUP 

 

A. Simpulan 

Bierdasarkan pienielitian miengienai miscarriag ie iof justicie pada Putusan 

Nio.960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr dan Putusan Nio.2878/K/Pid.Sus-LH/2020 

dalam pierspiektif kieadilan hukum, pienulis mienarik kiesimpulan siebagai 

bierikut: 

1. Piertimbangan hukum hakim pada Putusan Nio. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr 

terdapat kekeliruan bahwa terdakwa hanyalah sopir yang bekerja tidak 

mengetahui kayu yang diangkutnya adalah kayu illegal dan tidak memiliki 

maksud dengan sengaja dan sadar turut serta melaukan tindak pidana 

pembalakan liar demikian itu menurut hakim pada Putusan Nio. 

2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 tidak seharusnya dibebankan melengkapi Surat 

Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan kurangnya bukti petunjuk yaitu 

pemilik kayu sekaligus sebagai saksi utama tidak dihadirkan. Hal tersebut 

biertientangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tierjadinya miscarriagie iof 

justicie. 

2. Piertimbangan hukum hakim pada Putusan Nio. 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr 

ditinjau dari kieadilan hukum bierdasarkan pierspiektif Jiohn Rawls dalam 

Kieadilan Fairnies masih bielum tiercapai. Terdakwa didiskriminasi diengan 

m iengabaikan hak-hak dasar tierdakwa dalam hal ini tidak sesuai dengan 
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prinsip kebebasan yang sama bahwa setiap warga negara memiliki hak 

yang sama atas hak dasar, piertimbangan hukum yang tidak siesuai diengan 

fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa hanya sopir dan pemilik kayu 

illegal tidak dihadirkan sebagai saksi utama hal tersebut juga tidak sesuai 

dengan prinsip kesetaraan bahwa setiap individu haruslah memiliki 

kesempatan yang adil dan sama tanpa melihat latar belakangnya. Melalui 

Putusan Nio. 2878/K/Pid.Sus-Lh/2020 telah m iembierikan riehabilitasi dan 

tercapainya keadilan fairness.  

B. Saran 

Bierdasarkan hasil pienielitian dan piembahasan, pienulis akan 

m iembierikan saran siebagai b ierikut: 

1. Piengadilan harus biersih dari siegala bientuk KKN (k iorupsi, k iolusi, dan 

niepiotismie) utamanya maj ielis hakim, harus b iebas dari siegala bientuk 

campur tangan d iemi miewujudkan pieradilan yang jujur, b iersih dan 

bierwibawa supaya kiediepannya dapat mieminimalisir tierjadinya 

miscarriag ie iof justicie. 

2. Pierlunya m ieningkatkan ilmu piengietahuan, kieahlian, mioral dan budaya 

hukum yang baik kiepada para pieniegak hukum untuk tidak siemiena-m iena 

dalam miemahami hukum dan tidak siewienang-wienang dalam 

m ienggunakan k iekuasaan dan mienjalankan tugasnya. 
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
 

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada 

peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: 

Nama lengkap : Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi; 

Tempat lahir : Mayang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara; 

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 02 Agustus 1979; 

Jenis kelamin : Laki-laki; 

Kebangsaan : Indonesia; 

Tempat tinggal   : Dusun I jalan Pancasila Dagang Kerawan No.46 A RT- 

RW – Kelurahan Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung 

Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara; 

Agama : Islam; 

Pekerjaan : Sopir; 
 
 

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh: 

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019; 

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 

sampai dengan tanggal 11 September 2019; 

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 

September 2019; 

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 

tanggal 24 Oktober 2019; 

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 

Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019; 

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya; 

Pengadilan Negeri tersebut: 

Telah membaca: 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 

960/Pen.Pid/B/LH/2019/PN.Pbr tanggal 25 September 2019, tentang 

Penunjukan Majelis Hakim; 

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 

960/Pen.Pid/B/LH/2019/PN.Pbr tanggal 25 September 2019, tentang Penetapan 

Hari Sidang; 
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3. Berkas Perkara atas nama Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi beserta seluruh 

lampirannya; 

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan 

mendengar keterangan Terdakwa; 

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan; 

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada 

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: 

1. Menyatakan terdakwa Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi telah terbukti bersalah 

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 

mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama 

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ” sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang 

Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) 

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 

perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 (lima 

ratus juta rupiah) subsider 6 ( enam ) bulan pidana kurungan; 

3. Menyatakan Barang Bukti berupa: 

 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 

LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H- 

035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 

1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 

19,5286 m3 ( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) yang 

sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- ( dua puluh enam 

juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ). 

 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 

LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H- 

035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862. 

 Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 

dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257,YEY140763, WED581755, 

GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, 

VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, 

HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, 

LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, 

UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, 

WEJ627557.     
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Dirampas untuk Negara. 

 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Ind 

ustri Furniture dari kayu ( Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru 

Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat. 

 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Industri nomor : 503.4 

/01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN 

yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat. 

 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas 

nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan 

oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat. 

 1 (satu) Lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor : 07 /03-14 / 

503.6 / PK / I / DPMPTSP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik 

NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat. 

Tetap terlampir dalam berkas perkara. 

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua 

ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, 

Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada 

pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya bagi 

Terdakwa; 

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Pembelaan 

Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan 

tetap pada Tuntutannya semula; 

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah 

melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut 

Umum sebagai berikut: 

K E S A T U : 

Bahwa ia terdakwa Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi pada hari Sabtu 

tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 

di bulan Juli 2019 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 

bertempat di Jalan Raya Sm Amin / Arengka 2 HR Kecamatan Payung Sekaki 

Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , dengan sengaja mengangkut, 

menguasai , atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama 
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Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf e yakni setiap orang dilarang mengangkut ,menguasai,atau memiliki hasil 

hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai 

berikut : 

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan 

informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk 

Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM dengan muatan kayu olahan 

tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan 

lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, mendapat informasi tersebut, 

Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi Harry Purwanto pergi mengecek 

kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas 

Pekanbaru, 

Dan sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto 

melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di 

curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / 

ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat 

itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan tangan dari dalam mobil untuk 

memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut. 

Dan saat itu langsung 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor 

Polisi BK 8766 LM yang dikendarai terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi 

Joko Sutrisno meminta terdakwa untuk turun dan setelah itu saksi Joko Sutrisno 

dan saksi Harry Purwanto melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk 

Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat 

itu juga diketahui bahwa terdakwat membawa kayu – kayu yang sudah dalam 

bentuk olahan berupa balok, dan setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – 

kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal dokumen atas kayu – 

kayu itu, dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ surat pengantar 

Barang yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu 

( Perabot ) Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kabupaten Sijunjung 

Sumatera Barat “ . 

Kemudian saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto mempertanyakan 

kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama ANDI PRANOTO dan saat itu 

terdakwa menerangkan bahwa kayu – kayu tersebut di angkutnya dari jalan 

Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui 

hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu 

yang di bawanya maka saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto 
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meminta terdakwa berikut barang bukti dengan kendaraan 1 (satu) unit Truk 

Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang digunakan untuk 

mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda 

Riau untuk dimintai keterangan. 

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba 

Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu tanggal 24 

juli 2019 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 : 

a. Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002. 

Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru. 

b. Nama / NIP  : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005. 

Jabatan : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru. 

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi 

Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23 

Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus 

tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian 

barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus 

tanggal 13 Juli 2019,dengan disaksikan oleh : 

Nama / NRP  : Dicky Martinez Siregar,SH / 79010884 

Jabatan : Anggota Polda Riau. 

Dengan hasil sebagai berikut : 

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda 

Riau. 

2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh 

puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 ( sembilan belas 

koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan rincian sebagai berikut : 

 

 
No 

 
Kel.Jenis 

 

Ukuran ( cm x cm x cm ) 

Tebal Lebar Panjang 

 

Jumlah 

( kpg ) 

 

Volume 

( m3) 

1 Meranti 5 14 2,10 458 6,7326 

2 Meranti 5 14 2,00 914 12,7960 

 
 
Jumlah 

   
 
1372 

 
19,5286 
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3. Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya 

Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), 

Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan ( GRT ) sebagai pungutan 

untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari 

perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut : 

 
Kel.Jenis 

 
Volume 

( m3 ) 

 
Konversi 

* 2 ( m3 ) 

 
PNBP 

 
KET 

 
 

 
Meranti 

 
 

 
19,5286 

 
 

 
39,0572 

 
PSDH(Rp) 

 
2.694.947 

 
@Rp.69.000 

DR US $ 566,32 @US$14,5 

GRT(Rp) 26.949.468 @Rp.690.000 

 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 

Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan . 

A T A U : 

K E D U A : 

Bahwa ia terdakwa Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi pada hari Sabtu 

tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 

di bulan Juli 2019 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 

bertempat di Jalan Raya Sm Amin / Arengka 2 HR Kecamatan Payung Sekaki 

Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , dengan sengaja melakukan 

pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan 

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ( setiap orang 

dilarang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau 

menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu ) 

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : 

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan 

informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk 

Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM dengan muatan kayu olahan 

tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan 
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lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, mendapat informasi tersebut, 

Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi Harry Purwanto pergi mengecek 

kebenaran informasi tersebut dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas 

Pekanbaru, 

Dan sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto 

melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di 

curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / 

ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau.Dan saat 

itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan tangan dari dalam mobil untuk 

memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut. 

Dan saat itu 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 

LM yang dikendarai oleh terdakwa memberhentikan mobilnya dan meminta 

terdakwa untuk turun dan setelah itu Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto 

melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor 

Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa 

terdakwa membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk olahan berupa balok, 

dan setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu 

ditanyakan kepada terdakwa perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu 

dokumen yang iperlihatkan adalah berupa “ surat pengantar Barang yang 

bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu ( Perabot ) Jorong 

Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab. Sijunjung Sumatera Barat “ .dan 

saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto mempertanyakan kepada terdakwa 

yang saat itu mengaku bernama ANDI PRANOTO dan saat itu terdakwa 

menerangkan bahwa kayu – kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di 

Pekanbaru bukan dari Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya 

ketidak sesuaian terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di 

bawanya maka saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto meminta 

terdakwa berikut barang bukti dengan kendaraan 1 (satu) unit Tronton yang 

digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor 

Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan. 

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba 

Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu tanggal 24 

juli 2019 pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 : 

a. Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002. 

Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru. 

b. Nama / NIP  : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005. 

Jabatan : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru. 
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Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi 

Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23 

Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus 

tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian 

barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus 

tanggal 13 Juli 2019,dengan disaksikan oleh : 

Nama / NRP  : Dicky Martinez Siregar,SH / 79010884 

Jabatan : Anggota Polda Riau. 

Dengan hasil sebagai berikut : 

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda 

Riau. 

2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh 

puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 ( sembilan belas 

koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan rincian sebagai berikut : 

 
No 

 
Kel.Jenis 

 

Ukuran ( cm x cm x cm ) 

Tebal Lebar Panjang 

 

Jumlah 

( kpg ) 

 

Volume 

( m3) 

1 Meranti 5 14 2,10 458 6,7326 

2 Meranti 5 14 2,00 914 12,7960 

 
 
Jumlah 

   
 
1372 

 
19,5286 

3. Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya 

Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), 

Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan ( GRT ) sebagai pungutan 

untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari 

perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut : 

 
Kel.Jenis 

 
Volume 

( m3 ) 

 
Konversi 

* 2 ( m3 ) 

 
PNBP 

 
KET 

 
 

 
Meranti 

 
 

 
19,5286 

 
 

 
39,0572 

 
PSDH(Rp) 

 
2.694.947 

 
@Rp.69.000 

DR US $ 566,32 @US$14,5 

GRT(Rp) 26.949.468 @Rp.690.000 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, 

Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya, 

Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu: 

1. JOKO SUTRISNO, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan 

membenarkan semua keterangannya; 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi 

mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 

(satu) unit Truk Tronton dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat 

keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru 

dengan tujuan ke daerah Medan; 

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan 4 

(empat) personil orang lainnya pergi mengecek kebenaran informasi tersebut 

dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru, Dan pada sekira 

jam 01.30 Wib, kami bertemu dengan 1 (satu) unit Truk Tronton merek 

Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai 

mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / 

ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan 

saat itu saksi langsung mengeluarkan tangan saksi dari dalam mobil untuk 

memberi aba-aba berhenti kepada Sopir truk tersebut. Dan saat itu Mobil Truk 

memberhentikan mobilnya dan meminta pihak Sopir untuk turun dan setelah 

itu kami melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton merek 

Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, 

dan saat itu juga diketahui bahwa sopir tersebut membawa kayu – kayu yang 

sudah dalam bentuk olahan berupa balok; 

- Bahwa setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat 

itu ditanyakan kepada Sopir perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat 

itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ surat pengantar Barang 

yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu (Perabot) 

Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab. Sijunjung Sumatera 

Barat “ .dan saat saksi mempertanyakan kepada sopir yang saat itu mengaku 
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bernama ANDI PRANOTO dan saat itu sopir menerangkan bahwa kayu – 

kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari 

Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian 

terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka Saksi 

meminta pihak sopir Truk (terdakwa ) berikut kerneknya (EDI) dengan 1 (satu) 

unit Truk Tronton merek Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM 

yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor 

Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan; 

- Bahwa saksi sudah memanggil pemilik 1 (satu) unit Truk Tronton merek 

Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM namun tidak datang; 

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi 

Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 

23 Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus 

tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian 

barang sitaan oleh Ahli Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum Dengan hasil 

sebagai berikut : 

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus 

Polda Riau. 

2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus 

tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 ( sembilan 

belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan jenis Meranti. 

- Bahwa dari keterangan terdakwa kalau yang menyuruh terdakwa mengangkut 

kayu olahan dengan tujuan ke Medan adalah Muaslim dan Adekyang 

keberadaannya tidak diketahui ( DPO ); 

- Bahwa terdakwa mengakui mendapat upah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta 

rupiah ) dari Muaslim dan Adek; 

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan 

keterangan saksi tersebut; 

 
2. HARRY PURWANTO, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan 

membenarkan semua keterangannya; 

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi 

mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 

(satu) unit Truk Tronton dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat 
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keterangan sahnya hasil hutan akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru 

dengan tujuan ke daerah Medan; 

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan 4 

(empat) personil orang lainnya pergi mengecek kebenaran informasi tersebut 

dan melakukan patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru, Dan pada sekira 

jam 01.30 Wib, kami bertemu dengan 1 (satu) unit Truk Tronton merek 

Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai 

mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. AMIN / 

ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dan 

saat itu saksi langsung mengeluarkan tangan saksi dari dalam mobil untuk 

memberi aba-aba berhenti kepada Sopir truk tersebut. Dan saat itu Mobil Truk 

memberhentikan mobilnya dan meminta pihak Sopir untuk turun dan setelah 

itu kami melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton merek 

Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, 

dan saat itu juga diketahui bahwa sopir tersebut membawa kayu – kayu yang 

sudah dalam bentuk olahan berupa balok; 

- Bahwa setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat 

itu ditanyakan kepada Sopir perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat 

itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ surat pengantar Barang 

yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu ( Perabot ) 

Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kab. Sijunjung Sumatera 

Barat “ .dan saat saksi mempertanyakan kepada sopir yang saat itu mengaku 

bernama ANDI PRANOTO dan saat itu sopir menerangkan bahwa kayu – 

kayu tersebut di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari 

Sijunjung – Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian 

terhadap surat / dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka Saksi 

meminta pihak sopir Truk (terdakwa ) berikut kerneknya (EDI) dengan 1 (satu) 

unit Truk Tronton merek Mitsubishi warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM 

yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor 

Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan; 

- Bahwa barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus 

Polda Riau dan berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping 

dengan volume sebesar 19,5286 m3 ( sembilan belas koma lima dua delapan 

enam meter kubik ) dengan jenis Meranti; 

- Bahwa dari keterangan terdakwa kalau yang menyuruh terdakwa mengangkut 

kayu olahan dengan tujuan ke Medan adalah Muaslim dan Adekyang 

keberadaannya tidak diketahui ( DPO ); 
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- Bahwa terdakwa mengakui mendapat upah sebesar Rp.3.000.000,-( tiga juta 

rupiah ) dari Muaslim dan Adek; 

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan 

keterangan saksi tersebut; 

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Andi Pranoto Alias Andi Bin 

Widi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada mengangkut dan membawa kayu 

olahan dengan mempergunakan 1 (satu) unit Truck Tronton merek Mitshubisi 

warna Orange dengan Nomor Polisi BK 8766 LM, pada hari Sabtu tanggal 13 

Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu melintas di Jalan Raya SM. Amin / 

Arengka 2 Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau; 

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa nama jenis kayu olahan yang di 

muatnya dan bawa namun kayu-kayu olahan tersebut sudah berbentuk kayu 

broti dengan ukuran bervariasi ada ukuran 90 cm x 210 cm, 80 cm x 200 cm 

sebanyak lebih kurang 500 batang; 

- Bahwa kayu olahan yang dimuat dan di bawa tersebut dari pengetaman kayu 

yang ada di Jalan Teropong Kota Pekanbaru milik Pak MUASLIM, dan kayu 

olahan tersebut rencananya mau diangkut Ke Medan; 

- Bahwa Terdakwa pun mencoba menelpon Pak MUASLIM untuk menanyakan 

muatan, lalu jawab Pak MUASLIM pada saat itu ”nanti telpon si Bro, lalu 

dakwa di berikan No Handphone dengan Nomor 082391156526” setelah itu 

terdakwa mencoba menelpon ke nomor Handphone yang di berikan Pak 

MUASLIM dan yang mengangkat telponnya mengaku bernama ADEK dan 

saat itu terdakwa di suruh untuk pergi ke pengetaman kayu yang berada di 

Jalan Teropong untuk memuat kayu dan sekira pukul 18.00 Wib sesampainya 

di pengetaman kayu jalan Teropong, terdakwa bertemu dengan ADEK di 

pengetaman kayu dan dengan perjanjiannya untuk mengangkut kayu olahan 

tersebut hingga sampai ke tujuan di Medan maka terdakwa akan di bayar Rp 

5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terjadi 

kesepakatan maka kayu olahan tersebut dimuat ke mobil terdakwa oleh para 

pekerja dan setelah selesai maka terdakwa pun diserahkan berupa lembaran 

fotocopy sebagai dokumen untuk kayu yang terdakwa bawa dan kemudian 

terdakwa juga di serahkan uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai uang 

muka/ DP dan sisanya akan di bayarkan setelah muatan kayu sampai di 

Medan. Pada pukul 01.00 Wib, hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, selesai muat 

kayu, terdakwa berangkat dari pengetaman kayu menuju ke Medan dan pada 

saat mobil truk yang terdakwa bawa melintas di jalan raya SM Amin / Arengka 
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2 Payung Sekaki Pekanbaru, terdakwa di berhentikan dari samping kanan 

mobil terdakwa , oleh pengendara Mobil Kijang yang tidak terdakwa kenal 

namanya mengaku sebagai Anggota Polisi dan menyuruh terdakwa untuk 

turun dari Mobil sambil mempertanyakan muatan yang terdakwa bawa berikut 

surat-surat atas muatan yang terdakwa bawa dan saat itu terdakwa turun dari 

mobil dan mengatakan memuat Kayu kemudian terdakwa memperlihatkan 

dokumen surat atas kayu yang terdakwa bawa; 

- Bahwa Terdakwa baru dua kali mengangkut kayu dari Pak MUASLIM. 

Pertama terdakwa mengangkut kayu olahan dari pengetaman kayu yang 

berada di Jalan Teropong dan membawa kayu tersebut ke Panglong yang 

berada di Jalan Kartama dekat Kantor Auri Pekanbaru dan dari mengantar 

kayu tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu 

rupiah) dan dokumen atas kayu yang terdakwa bawa tersebut hanya surat 

faktur saja.Dan yang keduanya yaitu pada saat terdakwa di bawa ke kantor 

Polisi pada saat sekarang ini; 

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 

barang bukti berupa: 

 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 LM 

a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 

dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 1.372 (seribu 

tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 

( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) yang sudah dilelang 

dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- ( dua puluh enam juta tiga ratus dua 

puluh lima ribu rupiah ). 

 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 LM 

a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H-035686 

dan No. Mesin : 6D16C-536862. 

 Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 

dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257,YEY140763, WED581755, 

GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, 

CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, 

QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, 

HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, 

UEN869843, WEJ627557. 

 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Ind ustri 

Furniture dari kayu ( Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru 

Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat. 

 
 
 
 

 
Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 

 1  (satu)  Lembar  foto  copy  surat  tanda  daftar  Industri  nomor  :  503.4 

/01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang 

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat. 

 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas 

nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan oleh 

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung 

Propinsi Sumatera Barat. 

 1 (satu) Lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan  nomor : 07 /03-14 / 

503.6 / PK / I / DPMPTSP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik 

NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat. 

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Terdakwa serta telah 

disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; 

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti 

surat; 

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara 

persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan 

dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat- 

surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu 

dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat 

disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, 

berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada 1 

(satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM dengan 

muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan 

akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, 

mendapat informasi tersebut, Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi 

Harry Purwanto pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan 

patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru; 

2. Bahwa sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto 

melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM 

yang di curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas di Jalan Raya SM. 

AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi 

Riau. Dan saat itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan tangan dari 

dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut; 
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3. Bahwa saat itu langsung 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi 

BK 8766 LM yang dikendarai terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi 

Joko Sutrisno meminta terdakwa untuk turun dan setelah itu saksi Joko 

Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) 

unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut 

muatannya, dan saat itu juga diketahui bahwa terdakwat membawa kayu – 

kayu yang sudah dalam bentuk olahan berupa balok, dan setelah mengetahui 

adanya pengangkutan kayu – kayu tersebut saat itu ditanyakan kepada 

terdakwa perihal dokumen atas kayu – kayu itu, dan saat itu dokumen yang 

diperlihatkan adalah berupa “ surat pengantar Barang yang bertuliskan 

PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu ( Perabot ) Jorong Kemang 

Sentosa Kec. Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat “ . 

4. Bahwa kemudian saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry Purwanto 

mempertanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama ANDI 

PRANOTO dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa kayu – kayu tersebut 

di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – 

Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / 

dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka saksi Joko 

Sutrisno dan saksi Harry Purwanto meminta terdakwa berikut barang 

bukti dengan kendaraan 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor 

Polisi BK 8766 LM yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu 

tersebut untuk ikut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai 

keterangan. 

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia 

Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu tanggal 24 juli 

2019 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 : 

a.  Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002. 

Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru. 

b.  Nama / NIP : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005. 

Jabatan  : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru. 

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi 

Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 

23 Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 

/VII/2019/Ditreskrimsus tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran 

terhadap kayu gergajian barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor : 

LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 13 Juli 2019,dengan disaksikan 

oleh : 
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Nama / NRP  : Dicky Martinez Siregar,SH / 79010884 

Jabatan : Anggota Polda Riau. 

Dengan hasil sebagai berikut : 

- Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus 

Polda Riau. 

- Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus 

tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 ( sembilan 

belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

 
No 

 
Kel.Jenis 

 

Ukuran ( cm x cm x cm ) 

Tebal Lebar Panjang 

 

Jumlah 

( kpg ) 

 

Volume 

( m3) 

1 Meranti 5 14 2,10 458 6,7326 

2 Meranti 5 14 2,00 914 12,7960 

 
 
Jumlah 

   
 
1372 

 
19,5286 

 
- Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya 

Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan 

(PSDH), Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan ( GRT ) sebagai 

pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat 

dari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 
Kel.Jenis 

 
Volume 

( m3 ) 

 
Konversi 

* 2 ( m3 ) 

 
PNBP 

 
KET 

 
 

 
Meranti 

 
 

 
19,5286 

 
 

 
39,0572 

 
PSDH(Rp) 

 
2.694.947 

 
@Rp.69.000 

DR US $ 566,32 @US$14,5 

GRT(Rp) 26.949.468 @Rp.690.000 
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan 

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu 

tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur 

dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan 

dakwaan kesatu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua 

melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena dakwaan 

Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan tindakan Terdakwa 

tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan 

dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau 

kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan kesatu yang lebih cocok dan sesuai 

hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Unsur Orang Perseorangan; 

2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil hutan 

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang 

dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 

dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; 

A.d.1. “Orang Perseorangan” 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah 

orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan 

dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. 

Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan 

pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah 

kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi 

kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni 

(1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa 

tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan 

dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah 

perundang-undangan, khususnya  dari Memorie van Toelichting (MvT) yang 
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menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak 

pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan 

demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, 

kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau 

justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa 

tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari 

tindakannya tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan 

persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan 

barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Andi Pranoto Alias Andi Bin 

Widi lahir di Mayang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Umur 40 tahun / 02 

Agustus 1979, Laki-laki, Indonesia, Alamat Dusun I jalan Pancasila Dagang 

Kerawan No.46 A RT- RW – Kelurahan Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung 

Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, agama Islam, Pekerjaan Sopir, 

Pendidikan SMP), sebagaimana Identitas Terdakwa dalam BAP; 

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa 

Robert Bin A. Gani Als Robert yang mana Terdakwa mengaku dalam melakukan 

perbuatan dimaksud dalam keadaan sadar, memahami tujuan dari dilakukannya 

perbuatan tersebut dan memiliki kehendak atau niat untuk melakukan perbuatan 

tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun, dengan demikian unsur “orang 

perseorangan” telah terpenuhi; 

 
Ad.2. “Dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil hutan 

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya 

Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap 

orang dilarang mengangkut , menguasai, atau memiliki hasil hutan 

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya 

Hasil Hutan. 

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting 

(MVT) adalah Willes En Witens artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki 

(Willens) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Witens) akan 

akibat perbuatan itu. Bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur 

tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu 

kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van 

Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus 

menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui 

(Wittens) akan akibat perbuatan tersebut. Menurut para ahli hukum apabila dalam 
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suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka 

semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau 

dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat 

dibelakang kata sengaja tersebut. Dari hasil pemeriksaan kepada Terdakwa 

diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didahului atas 

kehendak secara sadar dengan tujuan yang dipahaminya; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan sahnya hasil 

hutan adalah dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan 

pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan kayu adalah hasil 

hutan berupa kayu bulat,kayu bulat kecil,kayu olahan atau kayu pacakan yang 

berasal dari kawasan hutan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan pengangkutan adalah 

proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil 

hutan ke dalam alat alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan 

bergerak ke tempat tujuan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan 

persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan 

barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 

sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan 

bahwa akan ada 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 

LM dengan muatan kayu olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil 

hutan akan melintas melalui jalan lintas Pekanbaru dengan tujuan ke daerah Medan, 

mendapat informasi tersebut, Saksi Joko Sutrisno bersama-sama dengan saksi 

Harry Purwanto pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan 

patroli di sepanjang jalan lintas Pekanbaru. Dan sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joko 

Sutrisno dan saksi Harry Purwanto melihat 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange 

Nomor Polisi BK 8766 LM yang di curigai mengangkut kayu olahan sedang melintas 

di Jalan Raya SM. AMIN / ARENGKA 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru Propinsi Riau. Dan saat itu Saksi Joko Sutrisno langsung mengeluarkan 

tangan dari dalam mobil untuk memberi aba-aba berhenti kepada terdakwa tersebut. 

Dan saat itu langsung 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 

8766 LM yang dikendarai terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi Joko 

Sutrisno meminta terdakwa untuk turun dan setelah itu saksi Joko Sutrisno dan 

saksi Harry Purwanto melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truk Tronton 

warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM itu berikut muatannya, dan saat itu juga 

diketahui bahwa terdakwat membawa kayu – kayu yang sudah dalam bentuk 
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olahan berupa balok, dan setelah mengetahui adanya pengangkutan kayu – kayu 

tersebut saat itu ditanyakan kepada terdakwa perihal dokumen atas kayu – kayu itu, 

dan saat itu dokumen yang diperlihatkan adalah berupa “ surat pengantar Barang 

yang bertuliskan PUTRI TUNGGAL Industri Furniture dari kayu ( Perabot ) 

Jorong Kemang Sentosa Kec. Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Sumatera 

Barat “ . 

Menimbang, bahwa kemudian saksi Joko Sutrisno dan saksi Harry 

Purwanto mempertanyakan kepada terdakwa yang saat itu mengaku bernama 

ANDI PRANOTO dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa kayu – kayu tersebut 

di angkutnya dari jalan Teropong di Pekanbaru bukan dari Sijunjung – 

Sumatera Barat, mengetahui hal adanya ketidak sesuaian terhadap surat / 

dokumen tersebut dengan kayu yang di bawanya maka saksi Joko Sutrisno 

dan saksi Harry Purwanto meminta terdakwa berikut barang bukti dengan 

kendaraan 1 (satu) unit Truk Tronton warna Orange Nomor Polisi BK 8766 LM 

yang digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut untuk ikut ke Kantor 

Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian 

Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu 

tanggal 24 juli 2019 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 : 

a.  Nama / NIP : Dr.Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum / 197509032000031002. 

Jabatan : PEH Muda pada BHP Wilayah III Pekanbaru. 

b.  Nama / NIP  : Fernando,S.Hut.M.Sc / 19810210200501 1 005. 

Jabatan : Staf pada BPHP Wilayah III Pekanbaru. 

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi 

Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.153 / BPHP III / PEPHP / 7/2019 tanggal 23 

Juli 2019 dan Surat Kapolda Riau Nomor : B/846 /VII/2019/Ditreskrimsus 

tanggal 16 Juli 2019 Telah melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian 

barang sitaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/298/VII/2019/Riau/Ditreskrimsus 

tanggal 13 Juli 2019,dengan disaksikan oleh : 

Nama / NRP  : Dicky Martinez Siregar,SH / 79010884 

Jabatan : Anggota Polda Riau. 

Dengan hasil sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor 

Ditreskrimsus Polda Riau. 
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Menimbang, bahwa Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.372 

(seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 

( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan rincian 

sebagai berikut : 

 
No 

 
Kel.Jenis 

 

Ukuran ( cm x cm x cm ) 

Tebal Lebar Panjang 

 

Jumlah 

( kpg ) 

 

Volume 

( m3) 

1 Meranti 5 14 2,10 458 6,7326 

2 Meranti 5 14 2,00 914 12,7960 

 
 
Jumlah 

   
 
1372 

 
19,5286 

Menimbang, bahwa Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam 

hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan 

(PSDH), Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan ( GRT ) sebagai pungutan 

untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan 

melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

 
Kel.Jenis 

 

Volume 

( m3 ) 

 
Konversi 

* 2 ( m3 ) 

 
PNBP 

 
KET 

 
 

 
Meranti 

 
 

 
19,5286 

 
 

 
39,0572 

 
PSDH(Rp) 

 
2.694.947 

 
@Rp.69.000 

DR US $ 566,32 @US$14,5 

GRT(Rp) 26.949.468 @Rp.690.000 

 
Menimbang, bahwa atas persetujuan dari terdakwa telah dilakukan 

Pelelangan atas barang bukti Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 

1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 

m3 ( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan hasil 

bersih lelang Rp.26.325.000,- ( dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu 

rupiah ) yang melakukan Pelelangan adalah Pejabat Lelang kelas I yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 02 / KM.09/UP.11/2003 

tanggal 23 Januari 2003 berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
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Lelang (KPKNL) Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas Nomor ST – 1449 / 

WKN.03/KNL.05/2019 tanggal 09 September 2019 dilaksanakan lelang Eksekusi 

Benda Sitaan berdasarkan Pasal 45 KUHAP bertempat di di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman Nomor.24 

Simpang Tiga Pekanbaru. 

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Lelang ini dilakukan atas permintaan 

Gidion Aris Setyawan selaku Penyidik pada Direktur Reserse Kriminal Khusus 

Polda Riau, berkedudukan di Pekanbaru,sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 

B/998/VIII/2019/Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 yang telah ditetapkan 

jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S – 2941 / WKN.03 / 2019 

tanggal 03 September 2019. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan lelang ini saudara Inspektur Polisi 

Dua Joko Sutrisno bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktur 

Reserse Kriminal Khusus Polda Riau berdasarkan Surat tugas / Surat Perintah 

Nomor B / 1022 / VIII / 2019 / Disreskrimsus tanggal 13 Agustus 2019 

melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantaraan KPKNL Pekanbaru. 

Menimbang, bahwa berkas – berkas lelang sebagai berikut : 

1. Surat No.B / 998 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 Perihal 

Permohonan Lelang Eksekusi Sitaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus 

Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru dengan 

Tembusan : 

a. Kapolda Riau. 

b. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. 

c. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

2. Surat Perintah Tugas Lelang Benda Sitaan / Barang bukti Nomor : Sp.Sita / 

20.a / VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 oleh Direktur 

Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, 

SH.SH.M.Hum selaku Penyidik. 

3. Surat No.B / 999 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 Perihal 

Permintaan Penentuan Harga Limit dan Taksasi dari Direktur Reserse Kriminal 

Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik 

kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau dengan 

Tembusan : 

a. Kapolda Riau. 

b. Kepala BPPHP Wilayah III Pekanbaru. 
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4. Surat No.525 / PPH / 3845 tanggal 21 Agustus 2019 Perihal Menentukan 

jumlah Taksasi Harga dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Propinsi Riau Ir.H.Ervin Rizaldi,MH kepada Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Daerah Riau dengan Tembusan : 

a. Gubernur Riau di Pekanbaru. 

b. Direktur Iuran dan Perdaran Hasil hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru. 

c. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru. 

5.  Lampiran Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Popinsi Riau 

tanggal 21 Agustus 2019 tentang Perhitungan Kewajiban PSDH,DR dan Harga 

Limit atas barang bukti kayu bulan LP.298 /VIII/2019/Riau/Ditrekrimsus tanggal 

11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengolahan,Pemasaran 

dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Danang Kabul.S,S.S.Hut,MT,MSc dan 

Penelaah Arman. 

6. Surat No.B / 1000 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 Perihal 

Pemberitahuan dan Permintaan persetujuan Lelang benda Sitaan / barang bukti 

dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, 

SH.SH.M.Hum selaku Penyidik kepada tersangka Andi Pranoto Bin Widi alias 

Andi dengan Tembusan : 

a. Kapolda Riau. 

b. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. 

c. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

7. Surat Pernyataan tersangka Andi Pranoto Bin Widi alias Andi yang 

ditandatanganinya diatas materai Rp.6.000,- menyatakan menyetujui 

pelaksanaan pelelangan barang bukti,sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan 

Nomor : Sp.Sita / 20 / VI / 2019/Ditreskrimsus tanggal 13 Juli 2019 yaitu kayu 

gergajian sebanyak batang dan berdasarkan hasil pengukuran dari Ahli BPHP 

wilayah III Pekanbaru jenis kelompok kayu Meranti dengan jumlah volume 

keseluruhannya adalah 19,5286 ( sembilan belas koma lima dua delapan enam) 

meter kubik. 

8.  Surat Pernyataan tanggal 08 Agustus dari an. Direktur Reserse Kriminal 

Khusus Polda Riau PS.Kasubdit IV Andi Yul Lapawesean T.G,SH.SIK.MH 

selaku Penyidik menyatakan bahwa terkait pelaksanaan lelang tersebut barang 

bukti kayu gergajian yang akan dilelang berada dalam penguasaan kami di 

halaman kantor Ditreskrimsus Polda Riau Jalan Gajah Mada Nomor : 11 

Pekanbaru. 

9. Surat tentang daftar barang yang akan dilelang yaitu kayu gergajian jenis 

Meranti dengan volume sebesar 19,5286 ( sembilan belas koma lima dua 
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delapan enam ) meter kubik tanggal 08 Agustus dari an. Direktur Reserse 

Kriminal Khusus Polda Riau PS.Kasubdit IV Andi Yul Lapawesean 

T.G,SH.SIK.MH selaku Penyidik. 

10. Surat No.B / 1022 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 13 Agustus 2019 Perihal 

Penunjukan Penjual dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Gidion 

Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik kepada Kepala Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru. 

11. Surat No.B / 1001 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 13 Agustus 2019 Perihal 

Informasi Penyetoran Hasil Bersih Lelang dari Direktur Reserse Kriminal 

Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik 

kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru. 

12. Sesuai Surat No.B / 998 /VIII / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 Agustus 2019 

Perihal Permohonan Lelang Eksekusi Sitaan dari Direktur Reserse Kriminal 

Khusus Polda Riau Gidion Arif Setyawan.S.I.K, SH.SH.M.Hum selaku Penyidik 

kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru, 

telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor : S – 

2941 / WKN.03 / 2019 tanggal 03 September 2019. 

13. Pelelangan telah diumumkan oleh Penjual melalui haluan Riau tanggal 10 

September 2019. 

14. Salinan Risalah Lelang Nomor 891 / 10 / 2019 tanggal 16 September 2019 

dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- ( dua puluh enam juta tiga ratus dua 

puluh lima rupiah ). 

15. Berdasarkan Surat Pelimpahan dari Penuntut Umum Nomor : B - 1022 

L.4.10/Eku.2 / 09/2019 tanggal 25 September 2019 perkara atas nama Andi 

Pranoto alias Andi Bin Widi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan 

dikeluarkan Penetapan Nomor : 960 / Pid.B / LH / 2019/PN.Pbr tanggal 25 

September 2019 tentang Menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 03 

Oktober 2019. 

Menimbang, bahwa Pelelangan ini telah diberitahukan kepada terdakwa 

oleh penjual dengan Surat Nomor : B / 1000/VIII/2019 / Ditreskrimsus tanggal 08 

Agustus 2019; 

Menimbang, bahwa Pelelangan ini telah mendapat persetujuan dari 

tersangka / kuasa hukumnya sesuai dengan surat tanggal 08 Agustus 2019; 

Menimbang, bahwa Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui 

Haluan Riau tanggal 10 September 2019. 

Menimbang, bahwa Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Penjual. 
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Menimbang, bahwa Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang – 

Undang Lelang ( Vendu ReglementOrdonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 

1908 :189 sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 

1941:3) jis.Peraturan Menteri keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara terkait lelang , lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 891/10/2019 

tanggal 16 September 2019 Pejabat Lelang Ramli Simbolon,SH.MH NIP.19720112 

199903 1 002. 

Menimbang, bahwa untuk alat angkut yang dipergunakan oleh terdakwa 

adalah 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 

8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H- 

035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862 di mana berdasarkan Penjelasan Pasal 16 

UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

yang menjelaskan alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan 

dirampas untuk Negara; 

Dengan demikian unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki 

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya 

Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni setiap orang 

dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 

dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian 

pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 83 ayat (1) 

huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti 

melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan 

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan”; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak 

pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu maka dakwaan selebihnya tidak 

perlu dipertimbangkan lagi; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka 

Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya; 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek 

jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana 

maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku 

haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial 

yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial 

(kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut 
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diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga 

memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh 

perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut 

Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini; 

Menimbang bahwa, dalam praktek peradilan pidana, barang bukti 

mempunyai kekuatan pembuktian apabila diterangkan oleh para saksi, ahli, surat, 

petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan tentang barang bukti 

tersebut. Karena itu “barang bukti” tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat apabila tidak ada saksi, ahli atau surat, petunjuk atau keterangan 

terdakwa yang menerangkan tentang barang bukti tersebut. Di dalam KUHAP, 

Mencantumkan “barang bukti dapat dihadirkan ........... ;” 

Menimbang, walaupun adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan 

dengan tegas menyatakan agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan 

dinyatakan pada poin 3, pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan yang dengan tegas menentukan bahwa semua hasil hutan dari 

hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang 

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana 

dimaksud dalam pasal ini di rampas untuk negara; 

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mempertimbangkan 

dalam putusannya Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006, bahwa 

perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip 

due process of law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi 

hukum (legal construction); 

Menimbang, bahwa apabila pemilik barang (rumah atau alat-alat yang 

digunakan dalam tindak pidana) bisa membuktikan barang bukti yang digunakan 

dalam tindak kejahatan (baik rumah/ kendaraan dalam kasus narkoba atau alat-alat 

yang dipergunakan kejahatan kehutanan maupun dalam kejahatan perikanan) tidak 

adanya “persetujuan/ mufakat jahat dari pemilik barang, maka terhadap pemilik 

barang haruslah dilindungi oleh hukum; 

Menimbang, Di dalam Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 021/PUU- 

III/2005 sudah tegas menyatakan, adanya perlindungan hukum terhadap pemilik 

barang berdasarkan Pasal 39 KUHP, bahwa hak milik harus dilindungi 

sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi didalam 

putusannnya, hak milik (dalam hal ini pemilik kendaraan truk hino) tidak dapat 

dirampas; 
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Menimbang, bahwa mekanisme atau upaya hukum yang harus ditempuh 

bagi pihak ketiga dalam meperoleh kembali barang miliknya sebelum putusan 

pengadilan adalah mengajukan menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana 

sehingga pemilik barang berkepentingan terhadap barang tersebut. Berdasarkan 

fakta persidangan, maka majelis hakim dapat menetapkan status barang bukti 

tidak dirampas dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik barang. Kepentingan 

pemilik barang yang menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana selain 

melindungi hak miliknya terhadap barang, juga dapat melepaskan tanggungjawab 

terhadap perbuatan peyertaan (deelneming). Sehingga pemilik barang tidak dapat 

dikenakan perbuatan delik penyertaan (deelneming). 

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 

- 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 

LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H- 

035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 

1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 

19,5286 m3 ( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) yang 

sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- ( dua puluh enam 

juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); 

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 

LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H- 

035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862; 

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 

dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257,YEY140763, WED581755, 

GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, VEN869846, 

CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, HFU620762, BDD351996, 

QAJ035531, SHG115036, REB814444, LCH747535, GHY996929, ABC512050, 

HFR194529, DCJ970108, UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, 

UEN869843, WEJ627557; 

Dirampas untuk Negara; 

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Ind 

ustri Furniture dari kayu ( Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru 

Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat; 

- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Industri nomor : 503.4 

/01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang 

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat; 
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- 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas 

nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan 

oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat; 

- 1 (satu) Lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor : 07 /03-14 / 

503.6 / PK / I / DPMPTSP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik 

NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat; 

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah 

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam 

amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu 

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: 

Halyang memberatkan: 

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara; 

Hal yang meringankan: 

- Terdakwa terus terang dan sopan selama dalam persidangan; 

- Terdakwa belum pernah dihukum; 

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta 

Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan 

perkara ini; 

M E N G AD I L I 

1. Menyatakan Terdakwa Andi Pranoto Alias Andi Bin Widi terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja 

mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 

bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam 

dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun, denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 4 (empat) bulan; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 
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 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 8766 

LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H- 

035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian berjumlah 

1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 

19,5286 m3 ( sembilan belas koma lima dua delapan enam meter kubik ) yang 

sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp.26.325.000,- ( dua puluh enam 

juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); 

 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 8766 

LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka : FM517H- 

035686 dan No. Mesin : 6D16C-536862; 

 Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan uang 100.000 

dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257,YEY140763, WED581755, 

GHP721254, HHP851572, UDU567260, KF5369881, YEK034749, 

VEN869846, CAA690466, HCU011383, AFD415763, SAK381925, 

HFU620762, BDD351996, QAJ035531, SHG115036, REB814444, 

LCH747535, GHY996929, ABC512050, HFR194529, DCJ970108, 

UEH608792, ADW352513, ZET358699, UEN869848, UEN869843, 

WEJ627557;     

Dirampas untuk Negara; 

 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar barang an. PUTRI TUNGGAL Ind 

ustri Furniture dari kayu ( Perabot) jorong kemang Sentosa Kec. Kemang Baru 

Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Industri nomor : 503.4 

/01/TDI/31001/I/2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN 

yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) Lembar foto copy surat tanda daftar Perusahaan Perseorangan atas 

nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang dikeluarkan 

oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kab.Sijunjung Propinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) Lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor : 07 /03-14 / 

503.6 / PK / I / DPMPTSP-2017 an.PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik 

NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kab.Sijunjung Sumatera Barat; 

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 

(dua ribu rupiah); 
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh 

kami Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sorta Ria 

Neva, S.H.,M.Hum. dan Dr. Abdul Aziz, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan 

didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu Prima Ardhani, SH. Panitera 

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri Rita Oktavera, S.H 

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau dan Terdakwa; 

 
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, 

 
 
 

 
1. Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum. Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H.,M.H. 

 
 
 

 
2. Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum. 

 
 

Panitera Pengganti, 
 
 
 

 
Prima Ardhani, S.H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W4.U1/PM-FORM/13/PID-05/X/2016/REV-01 

Tanggal Revisi 20 Oktober 2016 
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P U T U S A N 
Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

M A H K A M A H A G U N G 

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan 

oleh Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa, telah 

memutus perkara Terdakwa: 

Nama : ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI; 

Tempat lahir : Mayang, Kabupaten Simalungun, Sumatera 

Utara; 

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Agustus 1979; 

Jenis Kelamin : Laki-laki; 

Kewarganegaraan : Indonesia; 

Tempat tinggal : Dusun I Jalan Pancasila Dagang Kerawan 

Nomor 46 A RT- RW -, Kelurahan Dagang 

Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, 

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara; 

Agama : Islam; 

Pekerjaan : Sopir; 

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  Negara 

(RUTAN) sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020; 

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru 

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: 

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 

Atau 

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 

Mahkamah Agung tersebut; 
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Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Pekanbaru tanggal 7 November 2019 sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI telah terbukti 

bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan 

sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi 

secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 83 Ayat (1) 

huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) 

tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 

perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana 

kurungan; 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 

 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso warna orange BK 

8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: 

FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian 

berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume 

sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter 

kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp26.325.000,00 

(dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); 

 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 

8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: 

FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862; 

 Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan uang 
100.000 dengan  nomor seri sbb:  VEN869845, GHP721257,YEY140763, 
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UEN869843, WEJ627557; 
Dirampas untuk Negara; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang an. PUTRI TUNGGAL 

Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kecamatan 

Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Industri Nomor 503.4/01/TDI/ 
31001/I/2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang 

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan 

atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang 

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/ 
503.6/PK/I/DPMPTSP-2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik 

NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/ 

503.6/PK/I/DPMPTSP-2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik 

NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat; 

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 

(dua ribu rupiah); 

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 

960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr., tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya 

sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja 

mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 

bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam 

Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; 
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2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 4 (empat) bulan; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 

 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso warna orange BK 

8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: 

FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian 

berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume 

sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter 

kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp26.325.000,00 

(dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); 

 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 

8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: 

FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862; 

 Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan uang 
100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257,YEY140763, 

 
 
 
 
 
 
 

UEN869843, WEJ627557; 

Dirampas untuk Negara; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang an. PUTRI TUNGGAL 

Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kecamatan 

Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Industri nomor 503.4/01/TDI/ 

31001/I/2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang 
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dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan 

atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik Ngatiman yang 

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/ 
503.6/PK/I/DPMPTSP-2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik 

NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat; 

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/Pid.B- 

LH/2019/PT PBR., tanggal 23 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai 

berikut: 

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut 

Umum tersebut; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 690/Pid.B/LH/ 

2019/PN.Pbr, tanggal 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut; 

3. Menetapkan  masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua 

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu 

rupiah); 

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pbr., yang 

dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang 

menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap 

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut; 
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Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pbr., yang 

dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang 

menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Penasihat Hukum 

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi 

Pekanbaru tersebut; 

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2020 dari Penuntut Umum 

pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 

Februari 2020; 

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2020 dari Penasihat Hukum 

Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 

sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2020; 

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan; 

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah 

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada 

tanggal 30 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan 

kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2020. 

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh 

karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat 

diterima; 

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah 

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020 dan Terdakwa 

tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 serta 

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru 

pada tanggal 26 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta 

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa 

tersebut secara formal dapat diterima; 
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Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ 

Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi 

selengkapnya termuat dalam berkas perkara; 

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi 

I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung 

berpendapat sebagai berikut: 

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum: 
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena 

menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak 

tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi; 

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: 
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan judex facti 

Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri 

yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil 

hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya 

hasil hutan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 

selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum 

sebagaimana mestinya; 

- Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan 

hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara 

yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang 

terungkap dimuka sidang; 

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu berawal 

Terdakwa selaku sopir truk Tronton merek Mitshubishi BK 8766 LM 

menelepon Muaslim menanyakan muatan yang akan dibawa ke Medan, 

karena Terdakwa sebelumnya pernah juga 2 (dua) kali membawa muatan 

kayu milik Muaslim dengan menerima upah untuk dibawa ke Medan. 

Selanjutnya Muaslim memberikan nomor telepon seseorang yang setelah 

Terdakwa hubungi ternyata bernama Adek, yang menyuruh Terdakwa menuju 
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ke pangkalan kayu di Jalan Teropong-Pekanbaru untuk memuat kayu 

olahan/gergajian pada sore harinya yang akan dibawa ke Medan dengan 

upah angkut yang disepakati sebesar Rp5.125.000,00 (lima juta seratus dua 

puluh lima ribu rupiah); 

- Bahwa setelah selesai memuat kayu olahan/gergajian seluruhnya berjumlah 

19.5286 M3, Adek pun memberikan fotokopi dokumen kayu olahan/gergajian 

dan uang muka/DP upah angkut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 

kepada Terdawa, sedangkan sisanya akan dibayar lunas setelah kayu olahan 

sampai di alamat tujuan di Medan. Terdakwa pun tidak mengetahui jenis kayu 

apa yang dimuat Adek ke atas truk; 

- Bahwa namun setelah selesai memuat kayu dan berangkat menuju ke Medan 

dan setibanya di Jalan Raya SM Amin/Arengka 2 Payung Sekaki Pekanbaru 

tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan mempertanyakan 

dokumen angkutan kayu, Terdakwa pun memperlihatkan fotokopi dokumen 

kayu olahan yang diberikan oleh Adek kepada Petugas Kepolisian; 

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, tidak 

tepat dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis kepada Terdakwa yang hanya 

selaku sopir dibebankan kewajiban untuk melengkapi dokumen hasil hutan 

kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bersama kayu yang 

diangkutnya, karena Terdakwa sama sekali bukan pemilik kayu olahan yang 

diangkutnya dan ternyata pemilik kayu olahan itu adalah Muaslim atau Adek, 

sedangkan Terdakwa hanya sebagai sopir truk yang tiada lain hanya sekedar 

mengharap upah dari sejumlah kayu olahan/gergajian yang diangkutnya; 

- Bahwa selain itu, juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum penyidik yang 

tidak professional melakukan penyidikan perkara a quo sesuai standar yang 

berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP demi menemukan kebenaran 

materiil, yaitu sengaja tidak memanggil Muaslim dan atau Adek sebagai 

sebagai saksi utama dalam perkara a quo dengan alasan alamat Muaslim dan 

Adek tidak diketahui. Pada hal Terdakwa telah menjelaskan dengan terang 

benderang bahwa kayu olahan/gergajian diambil dan dimuat di pengetaman 

kayu milik Muaslim di Jalan Teropong Kota Pekanbaru, Terdakwa 

menerangkan juga bertemu dengan Adek di pengetaman kayu milik Muaslim 
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di Jalan Teropong Kota Pekanbaru dan yang memberikan fotokopi dokumen 

kayu olahan/gergajian serta uang muka/DP upah angkut adalah juga Adek; 

- Bahwa demikian juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum Penuntut Umum 

yang menerima pelimpahan kelengkapan berkas perkara a quo hasil dari 

penyidikan, yang tidak profesional melakukan penelitian kelengkapan berkas 

perkara a quo sesuai standard yang berlaku sebagaimana ditentukan KUHAP 

demi memperoleh kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memberikan 

petunjuk yang proporsional, profesional dan sistimatis kepada oknum 

penyidik, setidaknya untuk memanggil Muaslim dan atau Adek atau pun saksi 

dari pihak Dinas Kehutanan setempat sebagai saksi utama dalam perkara a 

quo; 

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis 

tersebut, ternyata dan tidak terbukti perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu 

memenuhi unsur bestandeel delict baik Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang- 

Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif kesatu maupun Pasal 

88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan 

alternatif kedua; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon 

Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 Ayat 

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Atau Pasal 88 Ayat (1) huruf 

a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana didakwakan Penuntut 

Umum dalam surat dakwaannya; 

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk 

menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan 

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan 

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/PID.B- 

LH/2019/PT PBR., tanggal 23 Januari 2020 yang menguatkan Putusan 

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr., tanggal 5 

Desember 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini 

dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; 

 

 
Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


m 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

 

 

a Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, 

maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi 

dibebankan kepada Negara; 

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 
─ Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut; 

─ Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ANDI 

PRANOTO alias ANDI bin WIDI tersebut; 

─ Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 548/PID.B- 

LH/2019/PT PBR., tanggal 23 Januari 2020 yang menguatkan Putusan 

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 960/Pid.B/LH/2019/PN Pbr., tanggal 5 

Desember 2019 tersebut; 

MENGADILI SENDIRI: 
1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 

dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum; 

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau dakwaan 

kedua Penuntut Umum tersebut; 

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 

martabatnya; 

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 

 1 (satu) unit Truck Bak Tronton Jenis Mitsubishi Fuso Warna orange BK 

8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: 

FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862, berikut kayu Gergajian 

berjumlah 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) keping dengan volume 
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sebesar 19,5286 m3 (sembilan belas koma lima dua delapan enam meter 

kubik) yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp26.325.000,00 

(dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); 

 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 

8766 LM a.n. RAMLINUS HULU / CV PAPA MEX dengan No. Rangka: 

FM517H-035686 dan No. Mesin: 6D16C-536862; 

 Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan uang 
100.000 dengan nomor seri sbb: VEN869845, GHP721257,YEY140763, 

 
 
 
 
 
 

UEN869843, WEJ627557; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang an. PUTRI TUNGGAL 

Industri Furniture dari kayu (Perabot) Jorong Kemang Sentosa Kecamatan 

Kemang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Industri Nomor 

503.4/01/TDI/31001/I/2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik 

NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera 

Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan 

atas nama PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik NGATIMAN yang 

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; 

 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 07/03-14/ 

503.6/PK/I/DPMPTSP-2017 an. PUTRI TUNGGAL dan nama pemilik 

NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman  Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat; 

Dikembalikan kepada yang berhak; 
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6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat 

kasasi kepada Negara; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim 

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. 

H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim 

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis 

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., 

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. 

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

Ttd.  Ttd. 

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. 
Ttd. 

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. 

Panitera Pengganti, 

Ttd. 

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H. 

 
 

 
Untuk Salinan 

Mahkamah Agung RI 

a.n. Panitera 

Panitera Muda Pidana Khusus 

 

 
Suharto, S.H., M.Hum. 

NIP. 196006131985031002 

 
 
 
 
 

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus-LH/2020 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Idientitas Diri 

1. Nama : Alqi Puji Nur Alfiyah 

2. NIM : 2017303012 

3. T iempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 09 April 2002 

4. Alamat : Karangbawang, Ajibarang, Banyumas 

5. Nama Ayah : Ahmad Tarsionio Tarsio 

6. Nama Ibu : Nurul Fatimah 

B. Riwayat Piendidikan 

1. SD/MI : SD Niegieri 02 Karangbawang 

2. SMP/MTS : SMP Niegieri 02 Ajibarang 

3. SMA/MAN : SMK Ma’arif NU 1 Ajibarang 

4. S1 : UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio 

 

 

Purwiokiert io, 13 Juni 2024 

 

 

Alqi Puji Nur Alfiyah 

NIM. 2017303012 

 


